
UNIVERSITAS INDONESIA 

PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA WASIAT OLEH 

NOTARIS BAGI ORANG YANG BERAGAMA ISLAM 

MENURUT PASAL 49 UNDM'IG-UNDANG NOMOR3 TAHUN 

2006 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 

Oleh: 
ONIMONICA 

!\'PM : 0706176883 

Diajukan Untuk Memenuhi Pcrsyaratan Memperoleh Gelar 
Magister Kenotariatan 

FAKULTAS HUKUM 
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN 

UNIVERSITAS INDONESIA 
2009 .. 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



UNIVERSITAS INDONESIA 

PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA WASIAT OLEH 

NOTARIS BAGl ORANG YANG BERAGAMA ISLAM MENURUT 

PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN 

KOMPlLASI HUKUM ISLAM 

TESIS 

ONIMONICA 
NPM: 0706176883 

FAKULTAS liUKUM 
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN 

DEPOK 
JUU2009 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

Tesis inl adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik 

yang dikutip maupun yang dlrujuk telah saya nyatakan dengan 

Nama 

NPM 

Tanda Tangan 

Tanggal 

: OniMonica 

. 
• 

: 07 Juli 

benar. 

ii 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



Tesis ini diajukan olch 
Nama 
NPM 
Program Studi 
Judul Tesis 

HALAMAN PENGESAIL>.N 

: Oni Monica 
: 0706176883 
: Magister Kenotariatan 
: Pelaksanaan Pembuatan Akta \Vasiat Oleh Notaris 
Bagi Orang Yang Beragama Islam 'v!enurut Pasal 49 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Kornpilasi 
Hukum Islam. 

Telab berhasil dipertahankan dibadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai 
bagian persyarntan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister 
Kenotarlatan pada program studi kenotnriatnn, Fakultas Hukum, Universitas 
Indonesia. 

DEWAN PENGUJI 

Pembimbing : Faridu Prihatini, SH .• MH ,, CN 

Penguji I R. !srnala Dewi, SH ., MH 

Penguji 2 Wismar A'in Marzuki, SH., MH ~ ( ............... .,, .......... ) 

Ditetapkan di : Depok 

Tanggal : 7 Juli 2009 

iii 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



KATA PENGA-"'TAR 

Segala puji dan syukur bagi Allah S.W.T yang Mahu Kuasa, Pungasih lagi 

Maha Penyayang, yang telah berkenaan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis inL Penulisan tesis ini dilaksanakan 

sebagal bagian dari kewajiban penulis sebagai salah satu persyaratan guna 

rnemperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Universitas Indonesia. Tesis Jni 

berjudul « PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA WASIAT OLEH NOTARIS 

BAG! ORANG YANG BERAGAMA ISLAM MENURUT PASAL 49 

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN KOMPILASI HUKUM 

ISLAM.j' 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar

besarnya kepada Chairil Achmadsyah dan Almarbumah Sariati orang tua penuiis, 

yang telah membesarkan dan rnendidik penulis dengan pentJh kasih saying. Segala 

pencapaian yang penuJis dapat.kan hinggu saat ini tidak akan ada tanpa restu dan doa 

dari orang tua penuHs dan lbu Farida Pribatini S.H.,M.H.,C.N dosen pembimbing 

penuiis atas waktu. tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan dalam penulisan tesis 

In\. 

Disamping itu juga tak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kema Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia 

2. Selumh dosen pengajar di program Magister Kenotariat<L."l Fakultas Hukurn 

Universitas Indonesia. 

3. Selurub staf administrosi sekertariat di Program Magister Kenotariatan 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia besertajajarannya. 

5. Hj. Abdurralunan, kakek penulis, dan keluarga besar Dedi Rosadi atas 

dukungan dan doa tulusnya kepada penults hingga penuiis dapat 

menyelesaikan studi di Universitas Indonesia. 

iv 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



6, Kepada Hj, Wismar A 1 in SH. MH deserta keluarga besar atas dukungan 

moril kepada penulis sela.rna kuliah di Universitas Indonesia. 

7. Kepada R. Ismala Dewi, SH ., MH atas samn dan kritiknya sehingga tesis ini 

menjadi lebih sempurna. 

8. Suwardl S,H yang sudah mcmberikan dukungan dan doa tulusnya kepada 

penulis serta memberikan dukungan moril kepada penulis seiama kuliah di 

Universitas Indonesia. 

9. Juga seluruh keluarga besar penulis, yang juga telah membcrikan dukungan 

moril kepada penulis selama kuliah di Universitas Indonesia. 

10. Seluruh temM·teman angkatan 2007 mahasiswa program studi Magister 

Kenotariallln dan sahabat-sahabat penulis, Viega. L. N"-'ution, Wenny 

Widyastuti, R.isaria Syahputri~ Mira Pravianti, Annisa Nastiti, Siti Fati 

Haren, Sri Hartatij Elizabeth Hutagaol serta teman~teinan lain yang tidal'

dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 

Penulis mcnyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang penu1is miliki, 

sehingga pcnulisan tesis ini masih jauh dari .s:empuma. Karenanya penults dengan 

berbesar hat! menerimn kritik dan saran guna perbaikan Tesis lnL 

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah S.W.T membedkan Oalasan yang 

lebih kepada mereka semua dan semoga tesis ini dapat menjadi sumbnngsih pada 

almamater dan dapat bemanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 

v 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



J"EMDAR PERJ\'Y AT AAN i'ERSETUJUAN PUBLIKASI 
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia~ saya yang bertanda tangan dibawah 

ini: 

Nama 

NPM 

Program Studi 

Fakullas 

Jenis Karya 

Oni Monica 

0706176883 

Magister Kenotariatan 

Hukum 

Tesis 

Demi pengembangan Hmu pengetahuan, menyetujui untuk membetikan kepada 

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty

Free Right) atas karya ilmiah saya yang brujudul: 

"Pelaksanaan Pembuatan and Akta Wasiat Oleh Notaris Bagi Orang Yang Beragamn 

Islam Menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Kompilasi 

Hukum Islam." 

Besena perangk.al yang ada (hila diper!ukao), Dengan Hak Bebas Royalti Non

Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkau bentuk. 

mengalihmt:diakan, mengelola dalarn bentuk pangkalan data (database), merawat 

serta mempublikasikan tugas ak.hir saya selruna tetap mencantumkan nama saya 

sebagai penuHs a tau pencipta dan juga sebagai pemiHk Hak cipta. 

VI 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



Demikian pernyataa.n ini saya buat dengan ses.wtggutmya secara sadar tanpa paksaan 

dati pihak manapun. 

Dcpok, 28 Juni 2009 

(Oni Monica) 

VII 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



Nama : Oni Monica 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul : Pelak:sanaan Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Bagi Orang Yang 

Beragama Islam Menurut Pasa149 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 dan Kompilasr Hukum Islam. 

ABSTRAK 
Lahimya Undang·undang Nomor 3 Tahun 2006 tentong perubahon alas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama mengatur bahwa 
tidal< ada lagi pilihan hukum (oplianallaw) bagi orang Islam dalam arti setiap orang 
Islam harus tunduk pada hukum Islam dan menyelesaikan permasalahannya di 
PcngadUan Agama salah satunya mengenai masalah harta waris yang 
diimplementasikan pada ak:ta wasiat yang notariil, yaitu Bagaimana konsep hukum 
kewarisan Islam yang mendasari pembuatan akta wasiat yang notariil? Bagaimana 
kekuatan hukum akta wasiat yang notariii terhadap para pihak dalam akta tersebut 
dan terbndap pihak keriga? Aspek~a:~pek hukurn apa saja yang perlu dliuangkan jika 
Buku Il Kornpilasi Hukum [slam tentang kewarisan apabila akan dijadikan sebagai 
Undang-undang kewarisan? Unmk menjawab permasalaban ini maka penulis 
meoggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana tebih menekankan 
kepada tinjauan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan nnalisis 
dilakukan secara kualitatif. Data yang diODalisis adalah al-Quran dan ai-Hadist serta 
peraturan perundang-undangan, wawancara kepada Kepala Badan Pertanahan 

. Nasional Kota Depok dan Panitero Pengadilan Agama Kota Depok dan bahan-bahan 
lain yang berkaitan. Hasil PeneJitian disimpulkan bahwa notaris da)am membuat akta 
wasiat bagi orang-orang Islam ·harus mengacu kepada Buku II Kompilasi Hukum 
Islam. apabila wasiat dibuat di bawah tangan harus disaksikan oleh orang tua. 
suami/istri dan lurahlcamat setempat untuk memperoleh pembuktian yang kuat, 
pembuktian lebih kuat apabiia dibuat dalam akta notariil karena akta notariH dibuat 
oleh pejabat yang berwenang dan dijamin kebenaran formalnya. Kekuatan 
pembuktian akta wasiat yang notariil adalah kuat balk bagi para pihak ataupun pihak 
ketiga, dan apabila Buku U Kompilasi Hukum Islam akan dijadikan sebagai Undang
undang kewarisan maka aspek yang p~!rlu dimasukan adaiah JU.ngsi pengawasan, 
konsep wasiat dibuat aturannya ap:akah harus berbentuk akta yang notarii l arau 
dibawah tangan, siapa yang benvenang membuat wasiat, prosedur pembuaran wasiat, 
kewaj iban melaporkan ke Daftnr Pusat Wasiat dan sanksi apabila terjadi pelanggaran. 

Kam Kunci: Notaris, Akta Wasiat. Hukum Islam 
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Name : Oni Monica 
Study Program : Magister of Notarial 
Title : Implementation on Making a Will Deed by Notary for 
Moslem People according to Article 49 Law Number 3 Year 2006 and Islam Law 
Compilation. 

ABSTRACT 
The Birth of Law No. 3 Year 2006 aboot changes on Law Number 7 Year 1989 on 
the Religion that does not have more choice of law (optional law)· for the people of 
Islam in the sense that each person must comply with Islamic law and Islamic courts 
in the complete problem Religion. one of the problems that can be compieted is the 
property inheritance is implemented in the probate of teaching license notariiL Its 
implementation is in the mold of teaching license will probate before the notary, so 
that alctanya of teaching license is authentic. l'repamtion of teaching lfcense notariil 
this cause some problems that the author will examine bow the concept of Islamic 
inheritance laws whlch underlie the making of the magic of teaching license notariil? 
How legal notarm the magic of teaching license to the parties in and of teaching 
license to a third parcy? Aspects of the law are necessary if poured Book ]] 
Compilation of Islamic Law. when inheritance will be made as inheritance laws? To 
answer thls problem the authors use a normative juridical research put more emphasis 
to the review of literature. Data used is of secondary data and conducted a qualitative 
analysis. The data is analyzed and the al-Quran al~Hadist and regulations,. interviews 
the bead of the National City Depok court clerk and the Religious Depok and other 
materials related. Research results can be concluded that in the notary of teaching 
license to make magi<- for !be people of Islam sbonld refer to Book IT Compilalion 
IslamJika probate law made under the hand must be witnessod by parents, spouses, 
and headman f local camat to obtain verification that a strong • This verification will 
be stronger when made in notmiil of teaching license because of teaching license 
notariil made by the authorized official and fonnal guarantee of truth. The strength of 
the magic of teaching license verification notariil is strong for both the parties or third 
parties. Book n, when the Islamic Law Compilation akan made as inheritance law 
and aspects that need to be entered is a function, !be concept of probate must be made 
whether aturannya shape the notariil of teaching license or under the counter, who is 
authorized to make magic. magic or making procedures, the obligntion to report to 
Register Center Testament and sanctions when violations oCGu~:. 

Keywords: Notary, Certificate Testamen~ the Law oflslarn 
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I.I Latar Belakllug. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Hukum Kewarisan ialah Hokum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemiUkan harta pentnggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan 

s.iapa~s!apa yang dapat menjadl a.hli warts, dan menentukan berapa bagiannya 

masing~masing. 1 Hukum waris adalah salah sntu mata pelajaran yang diakui sangat 

sulit. dan merupakan salah satu mata kuliah da1am studf notariat karenn akan 

diperlukan sewaktu~waktu dalarn praktek notariat. Notaris adaiah pejabat yang 

berwenang unmk membuat akta wasiat 2 Akta wasiat adalah akta~akta yang berisi 

kehendak terakhir atau semua akta yang berisi pencabutan kembali dari kehendak 

terakhlr oleh yang bersangkutan. 3 

Kedudukan seorang Notaris sebagai seorang fungsionaris dalam masyarakat 

hingga sekarang masih disegani. Seorang Notwis biasanya dianggap sebagai seorang 

pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala 

sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir adalah benar) ia adalah pernbuat 

dokumen yang kuat dalam proses hukum. Cltra seorang Latin~style nutm:v yang 

terdapat di Indonesia (sebagai lawan serang Anglo-Saxon no/my public). 

The Latin nmarial office is characterized primally by !he j:1ci that I he 
norary petforms a public function fle is appointed through intermediary 
of the government and is al puhlic 's service. The Notary in the Latin 

1 Lihat:, Pasal 171 hurur a, Kompilasi fluktim lsiam 

:t Kitab Undang-undang Hukum Peniata (burgerlijk Wetback), diterjcmahkan oleh R. Subckti 
dan R. Tjitrosudlbio. Cet. 31, (Jakarta: Pradny.:~ Paramitba, 200 I), Ps. 938. 

3 G.H.S Lumban Tobing,. PeraturanJabatan NotarL~. (Jakarta: Ertangga, 1983), htr.t. 233. 

I Universitas Indonesia 
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notarial sistem is characterized by impartiality. In pt:nforming his 
funclion he takes accuntofthe interest of all parties involved 
The Dutch notarial systems is a so called Latin Notarial system. The 
notary holds a public office and thus performs pori of the task of the 
State, The official is appointed by the government and is allocated a 
place in which to practice. There is no question of his choosing where to 
set up pracrice. 
In legal sistem inspired by Roman Law, the notary has the power to give 
deeds a as specific evidential value. in this context the notary has 
traditionally been primarily a witness who, by definition, finds himself in 
a passive role. For a very long time the notary acted as a sort of 
Dictaphone. The client spoke and the notary wrote. it is in the last thirty 
years or so thar servitude ha.~· moved in to the background withvw, 
however, abandoning Jhe field altogether. 
As the supreme court ruled in case in Groningen (Holland): "The 
jlmction of notary inlega/ mailers means after all that he is 
professionally bound, to the best of his ability, to prevent misuse being 
made of ignorance of the law and actual ascendancy" (HR 20-1~1989, 
NJ 1989, 766}. 
It is the notary's job to promote orderly legal transactions. He is an 
independent and impartial ccuncellor and the notarial deed is the 
symbol of legal security. The notary. can be comparated with the 
attorney, the coorperate lawyer, the accountant, the judge and the 
priest, but the conclusion will always be that in the final analysis there 
is not a great deal of similarity. However useful and rewarding 
cooperation beetwen Notaris and attorneys may be, there are essential 
differences in professional attilude. To an at/orney, i1 is simply 
unthinkable that he should represent the interest of more than one parly. 
He often dvesn'J even understand how a notary can possibly !hi.~ that he 
can do this. He will go to the limits of what i's permissible in his ejforr.1· 
to catch the other party out or make him eat dirt. Similar observations to 
rax consultant, but even non-legally trained profossionals like estate 
agents and accountants, will .seldom deny their structural partiality." 

Kedudukan Notaris digolongkan sebagai seorang fungsionaris yang 
disegani dalam rnasyarakat. !a dianggap pejabat dimana juga dapat 
berperan sebagai pelayan masyarakat dalam masalal1 hukum, la adalah 
seorang penasehat yang mandiri dan tidak memihak dan akta Notaris 
merupakan simbo! keamanan yang kuat. Notaris dapat dibandingkan 
dengan jaksa, pengacara, akuntan, hokiru dan tokoh agll!lla, tetapi 
Notaris ti<Iaklah sama. Scberapa menguntungkan dan bergunanya kerja 

4 Telah digamharkan o!eh MJ,A Van Mourik dalam ceramalmya yang d!ueiJpkan di Jakarta 
pada langga! J Mare! 1992 

Unlversltaslndonesfa 
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' _, 

sama antara Notaris dan Jaksa Agung tetap ada porbedaan sikap kerja. 
(Teljemahan penulis) 

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangan

keteranganya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta 

segeJnya (capnya) memberijaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak 

dan pcnasibat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar ata\.1 unimpeachable)1 yang tutl.lp 

rnulut dan membuat suatu peljanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang 

akan datang. Kalau seorang advokat membela hak·bek seseorang ketika timbul suatu 

kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu. 

Dalam soal warisan peranan Notaris tidak kurang pcintingya. Di negara~negara 

Common Law soal penetapan ahli waris dilakukan di pengudilan (couN) dan di 

Indonesia olch Mahkamuh Syari'ah untuk rnereka yang membagi warisannya 

menurut hukwn Islam atau pengadilan negri untuk yang ingin membagi warisannya 

menurut hukwn adat daerahnya. Bagi mereka yang tunduk pada hukum Barat suatu 

keterangan Notaris dalam akta waris (Certificate Van Erfrecht) cukup untuk 

menca:irkan uang yang disimpan dalrun rekcning suatu bank yang tertufis atas nama 

seseorang yang telah meninggal dunia, rnemastikan para ahli waris yang berhak 

menjua\ harta dalam suatu warisan, atau membuka saftloket cli suatu banL5 Hasil 

yang mecolok pekerjaan seorang Notaris ini haws mendorong para Notaris untuk 

secaro teliti memeriksa dan iebih tekun serta teiap mempelajari bukum waris. 

Dasar hukum kewcnangan Notaris untuk mernbuat akta keterangan hak mewaris 

adalah PasaliS Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang 

berbtmyi: 

I. Notaris berwenang merobuat akta otenti.k mengenai semua pcrbuatan, 
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 
dan/atau yang dikehendalti oleh yang berkcpenrlngan untuk dinyatakan dalam akta 
otentik, roenjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan ekta, mernberikan 
grosse. salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu 

~ Tan Thong Kie. Serba-serbi Pr!1ktek Notatis (Jakarta: Ichtiar Baru Van hocvc, 2000), hlm 
165 
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tidak juga ditugaskan a tau dikecualikan kepada pejabat Jain a tau orang Jain yang 
ditetapkan oleh undang-undang. 
2. Notaris berwerumg pula ; 

a. mengesaLkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggaJ surat di 
bawah Iangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 
buku khusus; 

c. membuat kopi dari asH surat-surat dibawah tangan berupa salinan 
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan cligambarkan datam surat 
yang bersangkutan; 

d, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan al<ta; 
f. membuat akta yang bcrkaitan dengan pertanahan; atau 
g. membuat akta risalab lelang. 

3 Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Notaris 
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalrun peraturan perundang-undangan. 

Apabila diperhatikan bunyi dari Pasal 15 ayat 3 tersebut. yang dirnaksud deng!lil 

Peraturan pemndang-undangan dapat dijwnpai dalam: 

a. Pasal I angka 2 UU No. l 0 tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perw1<ht.ng~undangan, yang memberikan dcfinisi sebagai 

berikut: 

(2). Peratw-an Pemndang~undangan adalah peraturan tertulis yang 

dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 

dan mengikat secam umum. 

b. Pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, yang membe1ikan pengertian sebaga.i berikut : 

(2). Badan atau Pajabat Tala Usaha Negara adalab Badan atau 

Pejabat yang mclaksanakan urusan. pemerintahan berdasarkan 

peraturan perundang~undnngan yang bcrlaku; 

c. Penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 •abun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara:, yang mcmberikan definisi sebagai berikut: 

Angka2 

Yang dimaksud dengan "peraturau perundang-undangau" dalarn 

undang~undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat 
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secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat 

bersama Pemerintah baik di tingkat pu~t maupWl di tingkat daerah, 

serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifrtt mengikat 

secara umum. 

d. Pasal l angka l Peraturan Presiden No. l tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan. dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang~undangan1 memberikan definisi sebagai berikut : 

(l) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertuHs yang 

dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 

dan mengikat secara umum. 

e. Dari penjelasan Pasal I aneka 2 UU No. 5 tahun !986 ternyata yang dlmaksud 

dengan "peraturan perundang-undangan" bnkan hanya "undang-undang" soja, 

tetapi juga mcliputi semua keputusan badan at:n.1 Pejabat Tata Usaha Negam, 

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat menglkat 

secara umum, 

f. Pasal 7 ayat I dan 4 UU No.I 0 tahun 2004 disebutkan bahwa : 

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai 

berikut: 

al.indang-Undang Dasar :-.legara Republik Indonesia Tahtm J 945; 

b.Undang-Undang!Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

c.Peraturan Pemerintah; 

d. Pcraturan Presiden; 

e, Peraturan Daerah, 

(4) Jenis Peraturan Penmdang-undangan selain sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I), diakui kcberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat separ.jang dipedntahkan oleh Peraturan Perundang

undangan yang lebih tinggi. 

g. Pasal42 ayat l PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
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(J) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewadsan mengenal bidang 

tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun 

sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagalrnana dimaksud 

dalarn Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah 

atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai 

warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, 

surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemcgang haknya 

dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 

h. Penjelasan Pasal42 ayat l alinea 3 dari PP No. 24 !ahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah 

Sura! tanda bukti sebagai ahli waris dapat barupa Akta Keterangan Hak 

Mewaris, atau Sural Penetapan Ahli Warls atau Surat Keterangan Ahli Waris. 

1. Dengan demikiai1, maka PP No. 24 tallun 1997 dapat dianggap sebagai 

Peraturan Perundang·undangan yang lebih tinggi dari ketentuan Pasal Ill 

ayat 1 huruf c Peraturan Mcnteri Negara Agraria!Kepa1a Badan Pertanahan 

Nasional No. 3 tahun 1997 yang dimaksud dalmn Pasul 7 ayat 4 UU No. lO 

Tabun 2004. 

J. Atas t.lasar w·aian tersebut, maka Surat Direktur Jendera\ Agrarin atas nama 

Mer.teri Dalam Negcri tertanggnl 20 Desember 1969 No. Dptll2i63/12169 

tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewargancgaraan juncto 

Pasal 42 ayat I PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanal1 Juncto 

ketentuan Pasal 111 ayat 1 hw-uf c Peraturan Menteri Ncgara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerin!ah No. 24 !ahun 1997 tent.ang Pendaftaran Tanah, yMg 

barbunyi; 

c. Surat tanda bukti seoagai ahli waris yang dapat berupa : 

I. Wasiat da.ri pe\VS.ris, atau 

IJ, Putusan Pengadilan. atau 

III. Penetapan Hakim!Ketua Pengadilan, atau 
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1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli : surat 

keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris 

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan 

oleh Kepala Desa!l<elurahan dan Camnt tempat tinggal 

pewari• pada wllktu n>eninggal dunia, 

ii. Bagi warga negara Indonesia ke!urunan Tionghoa ; Al<1a 

keterangan hak mewaris dari Notaris. 

iii. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing 

lainnya : Surat Kcterangan waris dari Balai Barta 

Peninggalan. 

Juga te.rmasuk dalam pengertian "peraturan perundang~undangan" yang 

dimaksud dalam Pasall5 ayot 3 Undang-undang Jabatan Notaris. 

k. Berdasarkan penjelasan dan definisi mengenai pengertian '·peraturan 

perundang-undangan" yang dimuat dalam pen,jelasan Pasal J a.ngka 2 UU No. 

5 tahun 1986 dan ketentuan Pasal I angka 2 UU No. I 0 tahun 2004 tentang 

pembentukan Peraturan Peundang-Undangan tersebut diatas, praktik 

pembuatan akta keterangan hak waris oleh Notaris bagi mereka yang tunduk 

pada Hukurn Waris menurut KUHPerdata, masih dapat diberikan dllll 

dilanjutkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang-undang Jabatan 

Notaris jw1cto Surat Di~en Agraria a.n. Mendagri terranggaJ 20 Desember 

1969 No. Dpt 12163112169 juncto Pasal42 ayat l PP No. 24 tahun !997 juncto 

Pasal lll ayat l huruf c angka 3 PMNA/KBPN No. 3 tahun J 997 tcrsebut 

diatas. 

UU No 30 tah.un 2004 tidak mengatur secara tegas tenlang kewenangan 

Notaris untuk rnembuat akta keterangan hak mewaris sebagaimana pemah ada pada 

ketika masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang, hal· ini mungkin dengan 

pertimbangan karena hukurn waris merupakan bagian dalam bidang hukum yang 

sangat rawan karena berkaitan dengan agama dan kebhinekaan adat istiadat, karena 

ltu untuk sementara ini dibiarkan saja dan secara bertahap dikondisikan unruk secara 
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mantap menuju cita-cita kesaluan dan persatuan bangsa dengan cara melakukan

unifikasi hukum. 

Dalam membuat wasiat yang perlu diketahui oleh seorang Notaris a_da13h 

mengenai pengaturan atas kewarisan itu sendiri, karena Indonesia adalah negara 

plural yang memiliki berbagai macam keanekaragaman, sehingga hukum waris yang 

berlak:u di Indoncsiapun ada berbagai macam yaitu, hukum waris Islam, hukum waris 

Barat, dan hukwn waris adat. Setiap hukwn waris tersebut memiliki beberapa 

perbedaru1 dan karakteristik. 

Pembuatan v.'l!siat yang tunduk pada hukum waris yang berbeda horus 

mcmperhatikan ketentuan-ketentuan dari hukum waris itu sendiri karena masing

masing hukum waris merniliki perbedaan yang mencolok darj masingwmasing 

kctentuannya. Dalam hal ini Notaris se1aku pejaba.t pembuar akta wasiat hams 

memabami setiap ketentuan dari hukum waris yang bcrlaku di indonesia hal lni 

berkaimn dengan fungsi Nota:ris sebagai seseorang (flguur) yang keterangan

keteranganya dapat dhmdalkan1 dapat dipercayai~ ·yang tanda tangannya serta 

segelnya (capnya) memberl jaminan dan bukti kuat, seorang ahiJ yang lidak memihak 

dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable)~ yang tutup 

mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari -hart yang 

ukan datang6 
. 

Membicflral<:an masalab kewarisan tidak terlepas dari Harta Peninggalan. Harta 

Peninggalan ada!ab harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang merupakan Harta 

benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. 7 Dalam masalah ha.rta 

peninggalan terkadang seseorang lebih mcmilih bentuk pembagian harta 

peninggalannya kepada para ahti warisnya dal::un bentuk surat wasiat (tes!ament). 

Kcct::nderungan untuk memilih wasiut datum pembagian harm peninggalan, umumnya 

dipiiih untuk menghindarl konflik yang berkepanjangan atas harta peninggalan 

tersebut, Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya pewaris tidak ingin harta 

6 Tan Thong Kie, Op Cit., hlm 162 

1 Uhat: Pasall71 huruf d, Buku H KoJnpila$i Huloun Islam, 
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peninggalannya dapat dinikmati oleh pihak-pihak lain selain ahli warisnya. Pewaris 

bia.•anya berkeinginan hanyalah garis keturunan kebawah yang dapat menikmati harta 

peninggalannya. Secara pmktik, memang lebih mudah meJakukan pembagian harta 

peninggalan yang berdasarkan pada surat wasiat dibandlngkan dengan pemb:1g:ian 

harta peninggalan bcrdasarkan pewarisan mengJngat dalam pewarisan sering timbul 

suatu perselisihan s~kitar seal sinpakah nhli warisnya dan slapakah yang bertud< 

mempetoleh hak milik atas harta warisan. Dalam menyeiesaikan pembagian harla 

peninggalan, umumnya plhak keluarga meminta kepada orang yang dianggap 

berwibawa. Dalam buku-buku Hukum Indonesia sering ditemukan uraian yang 

mengemukakrm bahwa pada jaman kolonial Belanda, Hukum Islam dipandang 

sebagai bagian dari sistem Hukum ada! (terutama sekali dalam masalah hukum 

perkawinan.S Hal ini dikenal dengan Teori Resepsi. Teori ini dikemukakan oleh 

Christian Snouck Hurgronje (1957-1936). Teori ini merupakan suatu penjelmrum dari 

kehendak Pemerintah Kolonial Belanda unruk lebih dapat menguasai wi]ayah 

jajahannya. Menurut IU. Benda, pada abad ke-19, banyak orang Belanda, baik di 

negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda yang sangat berharap scgera dapat 

menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai 

cara, dlantaranya melalui proses kristenisasi. Banyak orang Belanda y(lng 

beranggapan bahwa pertuka'ran agarna penrluduk menjadi Kristen akan 

menguntungkan Be!anda karena penduduk pribumi yang sudah merasa eratnya 

hubungan agama mereka akan dapat menjadi warga negara yang loyal lahir batin 

kepada pemerintahannya, Maka dimulailah pelaksanaan "politik hukum yang sadar"' 

terhadap Indonesia yaitu politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan 

mengubah kehidupan hukum di Indonesia. 

Berdasarkan ha.'il penyelidikannya terhadap orang-orang Aceh dan Gayo di 

Banda Aceh sebagaimana termuat dalam bukunya "De Atjehers" dan "Her 

Gayoland'\ diu mengemukakan teorinya yang mengatakan bahwa yang berlaku bag! 

orang lsi am dikedua daerah itu bukanlah hukum lslam, tetapi hukum adat. Ke dalarn 

8 Suhrawarcli K Lubis dan Komis Simanjutak, lmkum War'is lsiom, eet. 2 (Jakarta·. Sinar 
Grafika., 2007), him 1 C 
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hukum adat memang Ielah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru 

mempunyai kekuatan hukwn kalau tetah benar-benar diterima oleh hukum adat. 

Pendapat inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Theorie Receptie (teori 

Resepsi) yang banyak pengikut di kalangan ahli hukum. Teori itu kemudian 

dlkembangkan lebih lanjut secara sistematis dan ilmiah oleh Camelis van 

Vollenhoven dan Benrand ter Haar. 

Dengan teori jni, banytlk ketentuan perundang-undangan yang dlrubah dan 

disesuaikan denganjiwa teori receptie ini. Sebagai comoh~ teori ini terumus dengan 

jelas peda perubahan bunyi Pasal 78 ayat {2) RR, Tahun 1855, mel\iadi Pasal 134 

ayat (2) J.S. (lndische Staats regeling), Tahuu 1929 yang isinya kemudian menjadi:9 

''Dalam hal tetjadi perkara ant:ara sesama orang Islam akan dlseJesaikan oleh 
hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh 
tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansitl, 

· Berdasarkan bunyi Pasal ini kemudian Prof. Hazairin {guru besar ilmu Hukum 

Islam dan Hukmn Ada! di Fakultas Hukmn Universitas Indonesia), menyeb·Jt teori ini 

sebagai teori "lblis" diambil dari singka.tan LS. yang disisipi humf "b!i" dikarenukan 

berakibat men.iauhkan orang Islam dati mentaati ketcntuan keyakinan agamanya 

bahkan mengajak orang untuk tidak mcmatuhi dan mela.ksanakan perintab Allah dan 

Sunnah RasuJ~Nya. 10 Beliau mengatakan bahwa meuurut teori ini, hukum fslam 

bukanlah hukum kalau belum diterima ke dalam hukurn adat, namun kaiau hukum 

Islam sudan diterima oleh hukum adat, maka tidak Jagi dikatakan sebagai hukum 

Ish1m melainkan sudah menjadi hukum Adat yang baru. Teori ini mendapat banyak 

tantangan dari tokoh dan pemikir Hukum Islam di Indonesia. Ha1 ini diknrenakan 

teori ini mengandung rnaksud-maksud politik untuk menghapuskan hukum Islam dari 

Indonesia. 

9 Sajuti Tha!ib, RecepUo o Canrrario·Hubungrm Hukum Adat dengan Hu.'cum islam, (Jaknrla: 
PL. Bina Aksara, 1985), blm, 38. 

tl} Daud Ali, Hukum lslam-Pengantar Jlmu liulrum dan rata Hukum Islam di Indonesia, Edisi 
keliga, (Jakam: PT.RajaGrafindo Persada, 1993) hlm. 220. 
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Dabun kaitan dengan kehijakan pemerintah Hindia Belanda untuk 

melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam ini upaya yang dilakuk:an 

adalah sebagai berikut: 11 

a. Tidak sruna sekali memasukkan "hudud" dan "qishash'1 dalam lapangan 

hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku dioper langsung dari Wetboek van 

Straafi·echl dari Nederland yang diperlakukan sejak Januari tohun 1918. 

h, Dalam hukum Tata Negara ajaran Islam yang menyangkut hal tersebut 

dibancurkan sama sakali, Pengajian ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan 

pelajaran agama dan menguraikan hadits dalam politik tentang kenegaraan 

atau ketatanegaraan dilarang. 

c. Mempersen1pit hukum muamalah yang tnenyangkut hukum perkawinan dan 

hukum kewarlsan. Hukum kewarisnn Islam diusahakan tidak berlaku. 

Langkah-langkoh yang diambil dalam masalah hukum kewarisan adalah: 

Menanggalkan wewenang Raad Agama di Jawa dan Kalim.arnan Sclata:1 

Wltuk mengadHi masa!ah waris. 

ii Mcmberi wewenang rnemeriksa masalah waris kepada Landraad. 

iii Melarang penyelesaian dengan hukum Islam, jika di tempat adanya perkara 

tidak diketahui bagaimana bunyi hukum adat. 

Secara fuktuol umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar kelompok mayoritas di 

Indonesia, tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat !slam di dunia oleh 

karena itu perlu diketahui bahwa. Hukwn \V'aris Islam sebagai hukum yang dibuat 

dan berlaku terutama bagi umat tersebut adalah merupakan hukum dengan subyek 

yang bcsar, 12 sehingga betapapun daiam kondisi yang demikian Hukum waris Islam 

menempati posi.;;i yang sangat strategis bukan saja bagi umat Islam 1ndonesia tetapi 

u Ic:htijanw, Hukum islam dan Huhun Nasional, (Jakarta: Ind~HHI Co, 1990}, hlm.JS. 

1 ~ Mermrut Biro Pusat Statisrik (BPS) lndoMsia yang rnengadakan sensus ie[lap lO Tahun 
sekali, data terakhil' tahun 2000, yang surveinya dilakukan terhadap 201.241.999 responden (BPS 
memperkirakan bahwa sensus tersebut tidak diikuti oleh 4,6 juta orang) dalam laporannya, tcrdapat 
38,22 % {persen) jumlah penduduk Indonesia mcngaku sebagai muslim (beragama Islam), 
http:!/www.BPS.cq.id/datnlpe:nduduk%lslarn,QJ;!f Diakses pada tanggai!O Febnmri 2009 
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bagi dunia Islam pada urnumnya dan sekaligus juga menempati posisl yang strategis 

dalam sistem Hukum Indonesia. Sekalipun negara Republik Indonesia bukan 

merupakan sebuah negara Islam, akan tetapi dengan menetapkan Paucasila {terutama 

sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai dasar negara dan satu~satunya asas 

dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, Hukum Waris Islam secara tidak 

langsung menempati posisi penting sekali, dimana dalarn Undang-undang Dasar 1945 

ditegaskan pula bnhwa negara meljjarnin kemerdekaan tinp-tiap penduduk untuk 

merneluk agamanya rr~asing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaannya. Landasan konstituslonal ini adalah merupakan jaminan formal bagi 

setiap muslim dan umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Hukum 

!shun dalam hidup dan kehiduprumya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa 

[ndnnesia serla dalam kehidupan bemegara terutama di bidang hukum waris.. Oleh 

kurena itu para Notaris diharapkan dapat berperan meiayani masyurakat yang 

membutuhkan Akta waris sesuai1 sedangkan apabila terjadi sengkcta dalam 

pembagian harta warisan itu, penyelesaiaunya menjadi kompetensl Pengadilan 

Agama". 

Pengadilan agama merupaka.'l salah satu pengadilan yang berwenang 

menyelesaikan sengketa waris IsJam dan merupakan salah sotu lembaga peradiian 

yang ada di Indonesia. Lembaga peradilan telah menjalankan peran sebagai pembagi 

waris sejak 1882. Pada tahun tersebut, pemerintah Hindia Belanda telah 

mengeluarkan Stb. No. 152 tahun 1882 yang memberikan wewenang pada peradilan 

untuk membngi waris. Peraturan tersebut diperbaharui dengan Stb, No, l 16-610 

tahun 1937. Pada masa pemerintahan Kolonial Be1anda lembagd peradilan 

mempunyai lingkungan dan sUBunan serta lingkup kekuasaan yang berbeda-beda." 

Dalam perkembangannya Lembaga Perarlilan Agama di Indonesia sempat 

beberapa kaii mengalarni penyempurnaan~penyempurnaan, terutama sekali dibentuk 

IJ Afdol, "Pengembangan Te.ari lmplementasi l!ukum Waris lsJam di Indonesia" {pidato 
disampaikan pada pengukuhan guru besar ilmu hukum universitas Airlangga, Surabaya 23 F<!bruari 
2008). 

1~ Supomo, Bab..bab Tentang Hukum Islam, (Jakarta: Pra:dnya Paramita, 19S7h him I. 7. 
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secara ber.angsur-angsur, dan kliroaks dari penyempurnaan tersebut terjadi pada 

tanggal 29 Desember 1989, yaitu dikeluarlw!nya Undang-undang tentang Peradilan 

Agan1a yailll undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Lembaran Negara tahun !989 

Noroor 49. Undang~Undang ini menetapkan wewenang Pengadilan Agama, yaitu: 15 

l} Pengadilan agama bertugas dan berwenang roemerlksa, me~mutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
berngama !slam di bidang: 

a. Perkawirnm 
b, Kewarisan, wasia!, dan hlbah yang dilaknkan berdasarkan hukum 

Islam; 
c, Wakaf dan shadaqah, 

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf a ialah hal-hal 
yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan 
yang berlaku, 

3) Bidang kewarisan yang dimaksud dalam ayat (1} huruf b ialah penentnan 
siapa--siapa yang menjadl a'hli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, 
penentuan bagian masing~masing ahli waris. dan melaksanakan pembagian 
harta peninggelan tersebut 

na1am Undang~undang Nomor 7 tahun 1989 rnasih membuka kemungklnan 

tentang hak opsi, hak dim ana para ahH waris memiliki hak untuk mem ilih hukum 

watis mana yang mereka sukai untuk rnenyelesaikan perkara wari~an mereka. Hal inl 

knrcna berlakuny>::~ as:as personalitas keislaman yang dapat dilihat Da1am penjelas::m 

Pasal 49, dimann discbutkan: 

Yang dimaksud deugan ''antara orang-orang yang beragama islam" ada1ah 
termasuk mang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan 
diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal y~ menjadi 
kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. 1 

Dalam hal ini terlihat bahwa pembuat Undang-undang ini sebenamya masih rage

ragu (belum konsekuen), sebab dengan adanya ketentuan hak opsi ini maka ketentuan 

yang terdapat di dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 

u Lihat: pasal49 UU No.7 Tahun J9B9 Tenrang Ptriidilan Agam<L 
'" Lihat: pcnjela!(an Pasal 49 huruf c. d. L Undang~undang Nomor 3 Tahun 2006 tcntang 

perubahan atas Urtdang·undang Nomor 1 Tahun 1989 termmg peradilan agama. 
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1989 ten;ebut telah dianulir17 Mengenai hak opsi ini bisa menjadi masalah bam 

dalam pembagian harta warisan, sebab para pihak cenderung mernilih hukum sesuai 

dengan kepentingannya sendid, yaitu hukum yang bisa memberikan peluang · untuk 

mendapatkan pembagian warisan yang lebih menguntungkan dirinya. Jika para pihak 

berpendap&t dengan sadar, nilai~nilai hukurn Eropa lebih adil, itulah yang akan 

diterapkan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Jika hukum waris Islam yang 

dipandaug lebih adiJ, undang-undang lidak melarang. Sepenuhnya terserah kepada 

mereka untuk menentuka.n pHihan. Hakim tidak benvenang untuk memaksakan 

pi!ihan hukum tertentu. Pemaksaan dw·i pihak hakim adalah tindalcan yang mefarnput 

batas kewcnangan dan dianggap bertentangan dengan "ketertiban umum" dan 

undang-undang. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan serta 

meminta agar pembagian dinyatakarl batal dan tidak mengikat Dalam pBihan hukwn 

ini, tidak akan rnenjadi masalah jika semua pihak sepakat untuk memilih salah satu 

hukum yang ak.an dijadikan dasar dalam rnemecahkan masalah kewarisanl dan 

mereka juga mau menerima dengan sadar konsekuensi yang timbul dari pilihan 

hukum yang mereka iakukan. Akan tetapi akan menjadi masalah1 biJa mosing-masing 

pihak memilih hukum yang berbeda~beda, 

Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian 

dimandemen menjadi Undang-Undang No 3 tal1UI1 2006 tentang Perubahan atas UU 

No 7/1989 tentang Peradilan Agama dimana Kewenangan Peradilan Agama 

diperJuas. Tidak hanyn sebatas mengadili rnasalah perkawinan, \l.raris, wasiat, hibah, 

sedekah, wakaf orang Islam, tetapi juga bidang usaha ekonomi syari'ah yang dapat 

dilihat dengan adanya 42 parubahan, perubahan itu terdapat dalam beberapa Pasal. 

Salah satunya adalah Pasal 49 ayat I hurof b mengenai kewenangan pangadilan di 

bidang kewartsan adalah menjadi mengenai: 

a) Penentuan siapa~siapa yang menjadi ahli waris 

b) Penentuan harta peninggalan 

c) Bagian masing~masing ahli waris 

d) Melaksanaknn pembagian harta peninggalan. 

17 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak. Op. Cit., him 16 
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Dalarn penjelasan Pasal 49 memang menyebutkan mengenai wasiat Namun 

demikian materi Hukum Waris Islam tetap berada dalam buku II Kompilasi Hukum 

Islam yang berpayung hukum pada lnpres No. 1 tahun 199 L Dalam 

perkembangannya, saat ini buku l Kompilasi Hukum Jslam (tentang perkawinan) 

telah diundaug-undangkan menjadi UU NoJ/!974 tentang perkawinan, buku II! 

Kompilasi Huk\ll!l !slam (tentang waka!) telah diundang-undangkan menjadi UU 

No.4012006 tentang wakaf. Sudah selayaknya buku II Kompilasi Hukum Islam 

(tentang waris) juga dibuat Undang-Undangnya 

Notaris sebagai pejabat negara mau tidak rnau dcngan adanya perubahan pada. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama terkena dampaknya 

juga, yaitu dalarn hal akta wasiat yang dibuat oleh Notaris. Dengan adanya Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 setiap orang Islam harus tunduk terhadap hukum Waris 

Islam yang bebeda dengan hukum warts barat rnaupun bukum waris adat. 

Pengetahuan yang cukup dari seorang Notaris mengenai bukum waris Islam sangat 

diperJukan untuk menentukan keabsahan akta wasiat yang dihuatnya itu, dimana akta 

wasiat yang dibuat oleh Notru:is tidak melanggar ketentuan hukum Islam apabila 

penghadap adalah orang Islam. Selain Notaris, diperlukan juga sharing diantara 

pejabat teras di lingkungan Notaris (lkatan Notaris Indonesia). Departemen Agama 

dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia u..'1tuk sosialisasi Hukum Waris 

Islam. 

Selama ini bagi Surat keterangan waris bagi penduduk asli Indonesia yang dibuat 

oleh para ahli waris dan diketahui oleh RT/RW, lurah dan camat didasarkan pada 

surat Mendagri Dirjen Agraria Kep. Direktorat P.T u.b. Kepata Pembinaan Hukum 

(R. Supanji) No. Djtil2/63169 (20-12-1969). Sura! edaran Dirjcn ini dapa! dikatakon 

kurang tepat, dikarenakan dalam isl surar tersebut dikatakan bahw<.. "Penduduk a.sli 

'bagaimana berlaku' hukunl ada!". Padahal pribumi yang Islam tidak tunduk pada 

hukum adat, melainkan hukum Islam. 

Kemudian apabila dicermati dangan teliti, akan diternnkan bahwa : 

a. Forma! keterangan waris yang diketahui oleh RTIRW, lurah, carnal ini tidak 

memiliki standar, bentuknya bermacarn-macam. 
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b, Data~data yang terdapat dalam kt~terangan waris huang akllrdt Tidak terdapat 

data yang berkaitan dengan wasiat. Padalml wasiat adalah hal yang umum ada di 

masyarakat. 

c. Demildan pula dari sisi kebenarannya, keterangan waris masih dipertanyakan 

otentitasnya. Seringkali apa yang tcrtulis dalam. keterangan waris berbeda dengan 

kenyataan sebenarnya, seperti : tidak seluroh ahli waris tercantum dalam 

keterangan waris, babkan ahli waris tidak menandatanginya di hadapanlurah dan 

camat yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengeJuarkan peraturan setingkat 

Pera.turan Pemerintah yang mengatur tcntang pengurusan kererangan waris seperti 

halnya Notaris membuat keterangan wads untuk warga keturunan Tionghoa dan 

orang barat demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pnra ahti waris 

1.2 Pcrmasalaban: 

1. Bagalmana implementasi Pasal 49 Undang-midang Nomor 3 Tahnn 2006 jo 

Pasal 195 Buku 11 Kompil"'i hukum Islam terhadap ak~' yang dibuat oleh 

Notaris? 

2. Bagaimana konsep hukum kcwarisan Islam yang mendasari pembuatan akta 

wasiat yang notariil? 

3. Bagaimano kekuatan hukum akta washu yang notariil terhodup pnra pihak 

dalam akta tersebul dan terhadap pihak ketiga? 

4. Aspek-ospek hukurn apa saja yang perlu dituangkan jika Buku 1! Kompilasi 

Hukum Islam tentang kewarisan yang akan dijadikan sebagai Undang-undang 

kewnrisan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari Pokok Masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik 

tujuan penelitian ini adalah untuk; 

Universitas Indonesia 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



17 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh atas akta wasiat yang dibuat oleh Notaris 

denglln adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

2. Mengetahui dan memahami konsep Hukum Waris Islam dalam hal pembuatan 

akta wasiat yang notariil. 

3. mengetahui kekuatan hukurn akta wasiat yang notariil terhadap para pihak 

dalam akta wasiat 

4. Untuk menganalisis Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu dituangkan pada 

Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan apabila akan dijadikan 

sebagai Undang-undang. 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yurldis normatif 

dimana peneiitian dilakukan dengan cara meneJiti peraturan perundang-undangan dan 

bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehlogga 

diperoleh dasar hukum dari penelitian yang dilakukan. Sebagai data dasar dalam 

penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen yang mempakan 

data sekunder yang bersifat publik. 18 Sumber informasi dalam penelitian hukum yang 

berupa data sekunder terdiri dari: 

-. a) Bahan-bahan hukum primer. yaitu bahan-bahan hukum yang isioya 

bersifat mengikat, meliputi nonna dan kaidah dasar, peraturan dasar 

2lserta peraruran perundang-undangan. Yang termasuk bahan hukum 

primer yang digunakan disini adalah Undang-undang, Peraturan 

Pemerintah; Keputusan Menteri, ataupWl peraturan otoritas khusus 

Kode etik Notaris yang berhubungan dengan pembuatan akta wasiat. 

Peraturan perundangan yang dimaksud rnencakup ketentuan dalrun 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentng Jabatan Notaris,Undang-undang Nomor 7 Tahun 

--------
11 Soerjono Soekanlo, Pengantar Peneltllm Hut:um, ccr. IIL (Jakarta; Univ~rsJtas Indonesia. 

2006), him. 12, 
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1989, Undang-Undang Namor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi hukum 

Islam 

b) Bahan ht.:kum sekunder, dapat berupa hasil pcnelitian atau hasil karya 

lain di bidang hukum, bahan hukum sekunder penulis perolch dari 

bahan-baban pustaka untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang 

penulis ambit dari kitab te~emah Al-Qur'an, kitab-kitab badits dan 

buku-buku ataupun kumpulan tulisan yang ditulis oleh para ulama 

Is! run. 

c) Bahan huktun tmtier yaitu bahan hukum yang mcmeberikan petunjuk 

atau penjelasrul terhadnp baltan hukum primer atau sekunder, bentpa 

krunus. ensiklopedla dan sebagainya juga dipakai dalsm penelitian ini. 

Bahan-bahan terscbut digunakan untuk lebih menjelaskan hal-hal yang 

kuraug dapat dijelaakan oleh bahan hukum sekunder. 

Seluruh bahan-bahan hukwn yang telah dikumpulkan baik berupa peraturan 

perundang-undangan. hasil penelitian dibidang hukum, buku~buku, majalah, media 

eiektronika, wawancara dan stm1ber lain yang berkaitru.1 dengan pokok bahasan, 

dianaUsls secara sistematis berkaitan dengan permasalahan yang ada. Kemudian data 

diolah secara kua.iitatif sehingga penelitian ini aka.n menghasHkan data ynng 

preskriptif analitis, dimana penulis memberikan jalan keluar alau saran-saran untuk 

mengatasi parmanalahan ynng ada, 19 

1.5 Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang berkaitan dan untuk melilmt kaitau dari 

tiga bab tersebut digunakan sistematika sebagai berikut: Bab 1 merupakan bab 

pendahuluan yang menguraikan mengenai latar b~lakang pennasalahan St!hingga 

bahan permasalahan ini menjadi bahan periulisan, rumusan permasalahan dengun 

maksud agar pembaca dapat melihat pokok permasalahan dari pcneJitian yang 

dilakukan, mctode ponelitinn yaitu peri hal metode yang dfgunakan oleh penults dalam 

19 Ibid., hlm I 0. 
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melakukan penelitian dan sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran kese\umhan dari uraian dalam tesis ini. Bab 2 terlebih dahulu 

mcmaparkan mengenai segi teoritis dari tesis ini, baik mcngenni hukum waris Islam, 

perkembangan llllkum Waris Islam, akta wasiat yang notariil. peraluran perundang

undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang mcngatur mcngenai hukum Waris 

Islam dan Notaris sebagai pejabat pembuat akta wasiat. Dan pada bagian akhir bab ini 

akan menganalisis aspek hukum yang perlu dimasukkanjika Kompilasi Hukum Islam 

tentang Kewarisan. Bah 3 merupakan bah penutup yang berisi kesimpulan dari uraian 

dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis mencoba memberikan jawaban 

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I, sedungkan jika ditemukan 

fakta baru yang berkaltan dengan permasalahan yang dibahas maka oleh penulis akan 

dimasukkan kedalam saran-saran. 
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BAB2 

RUKUMWARJS 

2.1 Hukum Waris Secara Unmm 

2.l.l Pengertian Hukum Waris. 

Hukum waris adalah sernngkaian ketentuan yang mengatur peralihan warisan 

seseornng yang meninggai dunia kepada seorang lain atau lebih (erfrecht). 10 

Sedangkan menurut R.H Soerojo Wongsowidjojo hukurn waris adalah hukum yang 

mengatur mengenai apa yang harus terjadi dcngan harta kekayaan seseorang yang 

meninggal dunia atau dengan kalimat lain hukum waris mengatur tentang peraJihan 

haria kekayaan yang ditingga!kan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibat 

hagi para ahli warisnya.21 Sedangkflil menurut para sarjana hukum wads pada 

pokoknya adaJah peraturan yang mengatur perpindahan kekaynan seseorang yang 

meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.22 Menurut Efendi Perangin

angin hul'1lm waris adalah hukum yang mengatur peraiihan harta kekayaan yang 

ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.23 

''Warisant' rnenurut Masjfuk Zuhdi ialah "semua barta benda yang ditinggalkan oieh 

seorang yang meninggal dunia, baik berupa barang bergerak maupun barang tiduk 

bergeJak, termasuk barang!uang pinjarnan dan juga barang yang ada sangkut-pautny.a 

dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas 

2C Tan Thong Kie, Op. Cit., hlm. 80. 

21 Lihac R.H Soerojo Wongsowidjojo, Hukum Wan$ Per data Barot (8, W), Diktat Cet.2, 
(Jakarta, 1900), him. 5, 

n J. satrio, Hukum\Varis, (Bandung; Alunmi, 1992), hlm. 8. 

2
' Effendi Perangin·angin, Hukum Wan's, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 3. 
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hutangnya pada waktu ia masih hidup,24 Sedangkan menurut pendapat Wiljono 

Projodikoro, bekas Ketua Mahkamah Agung Indonesia bahwa hukum waris adalah 

hukum~hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan 

bagaimanakah berbagai hak-hak dan Jrewajiban tentang kekayaan seseorang pada 

waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.l5 

Menurut ldris Ramulyo hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum 

yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarlsi harta peninggalan 

seomng yang mati menlnggalkan harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing

masing ahli waris secara adil dan sempuma.Z6 

Dengan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai hukurn 

waris dengan harta warisan atau harta peninggalan mempunyai hubungan erat satu 

sama lain, jadi hukum kewarisan ad.alah hukum yang mengatur tentang kekayaan 

sescorang, apabila orang tersebut telah meninggal dunia, siapa subyeknya, berapa 

besarnya dan batasan~batasan yang dapal diberikan terhadap harta kekayaan kepada 

subyck wads. 

Dalam membicaraknn masalal1 Hukum Wads fslam sama saja dengan hukum 

waris pada umumnya tidak terlepas duri harta peninggalan, harta pcninggalan dalrun 

bahasa Arab dtsebut dengan tirkahltarikah21 Yru>g dimaksud harta peninggalan 

adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang 

berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak"hak yang bukan hak 

kebendaan. 28 Pengertian harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 

harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda ynng menjadi 

14 Masjfuk Zuhdi, S!udf Jslam,jilid Ill, cet !. (Jakar'.a: Rajawali Pers, 1988), hlm. 57. 

'' Wirjono Projodikoro, Hukum Wcuis Di !ndoaesia, {Bandung: Gravenshage Vorkin Van 
Hoevc. ! 956). him. 27. 

50. 

16 M. ldris Ramu£yo, Hulwm Ketvarisan islam, cet kc-2, (Jakarta; Indo Hill-co, 1987). lilm. 

11 Suhrawardi dan Komis Simanjutak, Op. Cit., hlm, 50. 

n lbid.. 
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miliknya maupun hak-haknya.29 Serlangkan menurut R.H Soerojo Wongsowidjojo 

harta peninggalan adalah barta kekayaan yang ditinggalkan (boedel-nalatenschap). 30 

Harta peninggalan menurut pendapa< penulis adalah harta kekayaan baik bempa harta 

benda maupun hak-hak yang merupakan hak milik pewaris yang ditinggalkan pada 

saat pewaris rneninggal dunia. 

2.1.2 Hukum Wal'is di Indonesia. 

Sebe!urn membahas mengenai hukum kewarisan Islam maka ter1ebih duhuJu 

harus mengetahui sumber hukum dan perkembangan hukum waris di Indonesia dari 

kondisi kekeluargaan hukum kewarisan di Indonesia. Untuk orang~orang Indonesia 

asli tidak memiliki sifat kekeluargaan, tetapi ada juga di beberapa daerah yang 

memiliki beraneka ragarn kekeluargaan, yang dapat dimasukkan dalam beberapa 

macarn golongan, yaitu:" 

I. Sifat Kebapakan (patriarchaat, Vaderrechtlijk) 

2. Sifat Keibuan (Matriarchaar, moenderrechtelifk) 

3. Sifat Kebapakan-ibuan (parental, ouderrechtelifk) 

Meninjau uraian kalimat tcrsehm. maka dapm dipahami peraturan hukum warts di 

Indonesia terdlri dari tiga macam yaitu, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan 

llukum Waris Barat yang diatur dalam Burgelifk Wetboek (BW). Antara Hukum 

Waris Barat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat terdapat perbedaun, 

sebagaimana temyata dalam tabel berikut ini:12 

Hukmn Waris Barat Hukum Waris Islam 

:1 Uhat Posal 171 huntfd, Uuku II Kompilasl Hukum Islam. 

10 Lihat: R.H Soerojo Wongsowidjojo, Lac. Cif., hlm. 80. 

Hukum Waris Adal 

11 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di indonesia, cet 2 {Jakarta: Rineke Cipta, 
!997), hlm. 6. 

n Lihat juga Saifudin Arief, Hukum Waris Islam dan PraktekPembagian Horta Per.inggolan, 
(Jakarta~ Oarunoajah Production house, 2007), him, 30~32. 
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Perdata. 
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Sumber Hukum: 

Adat!Kebiasaan dan 

Yurisprudensi. 

2 Sistem Kewarisan: Sistem Kewarisan: 

a. Bilateral, 

Sistem Kewarisan 

a. Bilateral, mewans bervariasi: 

mewaris menurut 

garis ibu maupun 

bapak. 

b. Individual, abli 

waris adalah 

perseorangn 

bukan kelompok 

menurut gans ibu 

maupun bapak. 

b. Individual, ahli waris· 

adalah perseorangn 

bukan kelompok 

a. Bilateral, 

mewans 

menurut 

gans ibu 

maupllll 

bapak. 

b. Patrilinial, 

mewaris 

menurut 

garis bapnk. 

c. Matrilinial, 

mewans 

menurut 

garis ibu. 

d. Mayoral, 

ahli wans 

adalab anak 

3 Tez:jadinya 

sulung. 

pewansan Terjadinya pewarisan karena: Terjadinya _j 

n Tan Thong Kie, Op. Cit., him 92. 

H Kitub Undang-undang Hukum Perdata (burger/ijk Wetboek),Op. Cit., Pasal9l1. 

n Ibid, Pasall39-185. 
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:·~na: 

I A. 

I 

Menurul 

Undang-undang, 

yaitu; adanya 

hubungan darah 

dan adanya 

perkawinan (AB 

Intestato) 

B. Karena ditunjuk 

(lestamentair) 

A. Adanya hubungan darah. 

B. Adanya perkawiuan. 

24 

A.Adanya Hubungan 

Darah. 

B. 

c. 

Adanya 

Perkawinan. 

Adanya 

Pengangkata:n 

Anak 

4 I Berbeda Agarnn Perbedaan Agarna 
I 
; ~vlendapat \Varisan 
I 

: Mendapntkan Warisan 

Tidak J Berbeda Agarna 

1 ::vtendapat Wuri:;an 

I 

5 I Sistem Golongan 

Waris:33 

Ahli 

I 

Tidak ada sistem golongan I 
ahli waris lelapi ada sistem 1 

I; anak sah pewaris atau hijab. 

ketunman mereka dan 

suami atau istri yang 

· ditinggal (Pasal 852 BW) 

II: mendapat 

I apabila tidak 

, seorangpun 

I golongan perta.ma 

giliran 

ada 

dari 

yang 

dapat mewarisi. Mereka 

adalah: kedua atau salah 

satu orangtua pewaris 

yang masih ada bersama~ 

sama dengan saudnra 

pewaris atau keturunan 
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I 
' 

saudara itu (Pasal 854 

B\V), ! 

' 

Ill: mendapat giliran jika 

tidak ada seorangpilll dari 

go!ongan kedua yang 

dnpat mewarisi dan 

mereka adalah keluarga 

; sedarah dalam garis lurus 
' 
~ ke atas dengan ketentuan 
) 

\ siapa yang lerdekat 
' I derajatnya dcngan 

J pewaris, menerima 
) 

seluruh warisan (Pasal 

853 ayat 2 BW) 

IV: mendapat giliraD 

apa.bila tidak ada orang 

dari golongan ketiga 

yang dapat mewarisL 

I Mereka adalah hubungan ; 

darah ke samping lainnya I 
6 Ahli waris mempunyai I AhJi waris hanya Abli wans hanya I 

tanggungjawab bertanggungjawab sampal bertanggungjawab 1 

' kebcndaan (utang1 batas hi'rta peninggalan Sampai batas harla ; 
' 

pinjaman) Peninggalan 

Bagian laki-laki dan anak Bagian laki-laki dan 7 ' Bagian Jaki-laki dan 
I i 1 perempuan adalah sama perempuan adalah 2:1 perempuan adalah 

~-.Jc.s_e_b_a_g_iann __ Y_•_•hl_i _w_an_s,.LB_a_g_i_an_ahl __ i _w_ar~is_te_n_en_ru_: L-'am __ ·, ______ j 
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sebagiannya tertentu 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 116, 1/8. Tidak ada bagian 

{Pasal 854 BW) tertentu. 

9 Anak/suami/istri Anak {cucu) don Orang tua 

{golongan I) menutup tidak saling menutup. 

Orang tua (golongan II) 

10 Anak Angkat Mondapat Anak Angkat 

warisan Mendapat wadsan 

II Wasiat dibatasi oleh laki- Wasiai maksimum 113 dari Wasiat dibllllllli 

1aki don wanita (Bagian harta peninggalan (keouali jangan sampai 

mutlak/ Legitimie Portie ahli...,..., aetuju) menganggu 

adalah suatu bagian dari kehidupan anak 

harta peninggalan yang 

barus diberikan kepada 

pam waria dalam garis 

lurus menurut Undang· 

undang terbadap bagian 

mana si yang meninggal 

tak diperbolehk;.. 

mene!l!pkan sesuatu, baik 

selaku pembarian antara 

yang masih hid up, 

maupun selak.u wasiat.34. 

12 Jenis Harta dalam Jenis Harta dalam Jenis Harta dalam 

Perkawinan: Perkawinan: Perkawinan: 

a. Harta Campur. a, Harta Bawaan. a. Harta 

b. Harta pisah. b. Harta Campur Bawaan. 

c. Perjanjian Kawin b. Harta gono-

(untung rugi) hasH ginilharta 
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pendapatan, diluar pencarlanlhar 

persekutuan harta ta hersama. 

Benda, diluar 

persekutuan harta 

bend a dengan 

bersyarat)" 

Secara umum antara hukum kewarisan bara~ hukum waris Islam dan hukum 

waris adat memiliki kesamaan yaltu . pada sistem kewarisanny~ yaitu sistem 

kewarisan bilateral. Pada hukum waris adat selain menganut sistem bilateral juga 

menganutsistem pstrilinial, matrllinial dan mayoral. Persrunaan lainnya adalah dalrun 

sistem kewarisan Islam juga mengenal penghalang kewarisan (sistem hijah) seperti 

yang berlaku pada slstem kewarisan lmrat. Perbedlllll! yi!l!g mendasar adalal! sumber 

hukum yang digunaken, pada hukum waris barat bersumher pada Kitab Undang

Undang Hukum Perdata, hukum Islam bersumber pada a!-Qur'an, sunnah dan ijtihad. 

Dafam sistem waris Islam agama sangat menentukan, baik si pewaris maupun ahli 

warisnya, apabila ahli waris dengan pewaris tidak seagama, maka tidak berbak saling 

mewaris. Hukum waris barat dan hukum waris adat perbedaan agarna bukanlah 

penghalang bagi si ahli waris untuk mewaris. Selain perbedaan tersebut. m~genai_ 

anak angkat dalam Islam baglan warisannya tidak sarna hesarnya dengun anak 

kandung, anak angkat hanya dapat diberikan melalui wosiat wajibah. Sadangkan 

dalarn hukum waris barat dan hukum waris adat anak angkat bagian warisannya sama 

besarnya dengun anak kandung, apsbila anak tersebut Ielah diadopsi menurut hukum. 

Dalarn hal bagian aoak laki-laki dao perempuan bagiao yang didapatkan dalarn 

hukum Islam pun berbeda dimana antara anak laki-laki dan perempuan bagian 

warisannya adalah 2:1, pada hukum waris berat dan adat (semenjak adanya 

yurisprmlansi) tidak ada perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan. 

Sajuti Thalib memilild pendapat yang sarna dengan Saefudin Arief dalarn hal 

sistem kewarisan pada hukum waris Islam, beliau berpendapat bahwa sistem 

kewarisan pada hukum waris Islam adalah sistem kewarisan bilateral, tetapi menurut 
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pendapat beliau di Indonesia dalam prakteknya jauh sebelum berlaknnya bukum 

kewarisan bilateral telah berlakn sistem kewarisan Patrilineal Syafi'i yang merupaknn 

pengarub mabzab Syafi'i yang bera.sal dari huknm budaya masyaraknt Arab, 

penamaan tersebut digunaknn bellau untuk mernudahkan mernbedakan dengan sistem 

kewarisan menurut ajaran bilateral, di samping itu untuk memperlihatkan keadaan 

susunan masyarakat yang berada dikalangan umat .Jslam. 36 Da1am al~Qur'an sendiri 

hukum kewarisan yang berlalru adalah hukum kewarisan bilateral, dimana dapat 

dilihat dalam Sural an-Nisa (4); 7, yang mengstakan bahwa balk pihak laki-laki dan 

perempuan berhak mendapat hagian warisBn. Mengemii sistem kewarisan patrilineal 

syafi'i ini untuk lebih lanjut dapat dibaca pada halaman 52 tesis ini. 

2.2 Hukum Waris Islam 

2.2.1 Penge'rtian huknm Waris Islam. 

Islam adalah agama yang mengakui hak milik pribadi, dan bak milik pribadi ini 

d~pat pindah kepada ahli waris, karooa pemiliknya meninggal dunia. Tetapi untuk 

menjaga nama balk orang yang meninggal (beserta keluarganya) dan untuk 

melepaskan dia dari semua beban tanggung jawabnya di hadapan Allah di akhhat 

kelak, maka Islam mewajibkan kepada keluargalabli waris untuk secepat mungkin 

mengurus pemakaman dan pelunasan semua hutangnya. Untuk membina dan 

mempererat taU persaud<iraan antara ahli Warts, maka Islam telah membuat aturan~ 

aturan warisan yang cukup jelas dan lengkap, dan dapat mencerminknn rasa keadilan. 

DianJaranya, Islam meneningkan faktor-fuktor yang menyebabkan bak waris

mewarisi, dan faktor-faktor yang menyebahkan seorang kehilangan haknya sebegai 

ahH waris. Islam juga telah menetapkan siapa }'ang berhak menerlma warisan dan 

jumlah bagiannya masing-masing~ cara pembagiannya dan ketentuan Jain yang 

berknitan dengan masalah warisan. 

l!mu Agama yang membahas masalah wariaan dinamakan ihnu faraid. Kata 

faraid bera.sal dari kata "Faridah", yang artinya suatu ketenruanlyang Ielah 

36 Sajllti Thalib, Hukum Keworisttrr Islam di Indonesia, cet ke 8 (Jakarla: Sinar Grafika. 
2004), him 2. 
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ditentukan. Dinamakan llmu Faraid, karena membahas antara lain: bagian-bagian 

warlsan yang telah ditentukan oleh agama untuk tiap-tiap ahli warls. Mengingat 

pentingnya Ilmu Faraid ini dipahami. dihayati dan diamalkan oleh setiap keluarga 

Muslim, maka Islam mewajibkan (fardu kif«yah) kepada umat Islam agar 

mempelajarlllmu Faraid dan menyebarluaskannya kepada masyaraka~ sebagaimana 

hadits nahi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Nasai dan al-Dara Qutni dari 

lbnu Mas'ud:37 

Pelajarllah al-quran dan ajarkanlah al-quran itu kepada manusia. Pelajarllah 
(ilmu) furaid, dan ajarkanlah llmu Faraid itu kepada manusia. Karena 
sesunggulmya aku seorang manusia yang akan dicabut nyawaku dan ilmu itu 
pun akan terangkat/tercabut pula. Harnpir-harnpir dua orang berselisih tentang 
bagian warisan dan ke dua orang tersebut tidak menemukan seorang pun yang 
depat memberi ketenmgan (tentang pembagian warlsan yang benar). 

Pengertian waris berasal darl bahasa Arab warisa-yarlsu~warsan/irsanlturas, 

yang berarti mempusakai. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka 

yang meliputi ketentuan tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima 

warlsan dan barapa jumlah masing-masing harta yang diterima. lstilah yang sarna 

dengan waris ialah faro 'id, yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian. Dengan 

demikian, hukum warls sama dengan hukum fara 'id." Sadangkan ada pendapat lain 

yang mcngatukan bahwa Hukum Waris Islam dalarn bahasa Arah dinarnakan ihnu 

Faraidb, artinya ilmu "pembagian", atau lebih jelas diartikan: suatu ihnu yang 

menerangkan tata cara pembagian harta darl seorang yang Ielah meninggal dengan 

pembagian-pembagian yang Ielah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak 

menerimanya. 39 

2.2.2 Perkembangan Hnkum Warls Islam di Indonesia 

Di Indonesia mengenai sual kewarisan, bagi orang~rang Islam umumnya 

dipakai ketentuan-ketentuan mll7.hab Syafi'i yang tidak dikodifikasi oleh pamerintah 

37 Masjfuk Zuhdi, Op. Cit., him. 58. 

38 Yusuf llyas, "Masalah ljtihadiyab Dalam Hukum Wnrls Islam (sebuah kejian sin8k:at)," 
Mimbnr 1-l:ukum, (Juni 1995): 62. 

w Saefudln Arief, Op, G'it,, him. 6. 

Univers.ltae Indonesia 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



30 

kolonial Hindia Belanda. Dengan demikian maka di Indonesia kita jumpai satu 

ca:mpuran dari pengartian-pengertian hukum Islam dan hukum-hukum adat serempat 

yang banyak sekali terdapet diseluruh wilayah Indonesia yang luas ini. 

Di Z8IIlan penjajahan Belanda, hukum Islam dipandang sebagai bagian dari 

hukum ada!, umumnya hal-hal yang mengenai perkawinan, tetapi jarang sekali 

mengenai urusan kewarisan. Seterusnya kita ketahui bahwa hukum kewarisan 

masyarakat yang menganut agama Islam umumnya hukum ada4 oleh karena itu soal 

kuwarisan oleh pemerintahao Belanda dimasukkan Ire dalam kekuasaao Pengadilan 

Negeri dan diadili hardasarkan hukum adat. Pengadilan Agama memang dikuasakan 

mengadili perkara warisan orang-orang beragama Islam, tetapi keputusannya baru 

mempunyai kakuatan hukum bila keputusan itu telah diperkuat oleh Pengadilan 

Negeri. 

Bendasarkan uraian tersebut make dapat disimpulkan bahwa kedudakan hukum 

waris Islam !ebih tinggi daripeda hukum waris· ada4 sehingga sudah seharusnya 

keputusan Pengadilan Agama itu mengenai perkara warisan tidak diperkuat lagi ke 

Pengadilan Negri gana mendapat kukuatan hukurn, dan hal tersebut terjawab dengan 

lahirnya Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kebakirnan 

dirnana kedudukan Pengadilan Agama telah diakai keberadaannya. Hal tersebut 

semaldn dikukuhkan dengan lahirnya Undang-undang nomor 7 tahun !989 tentang 

Peradilan Agarna, dalarn undang-uadang tersebut mengenai perkara waris telah 

diatur, hanya saja tidak dalam bentuk penetapan atau petusan melainkan dalarn 

bentuk fatwa waris. 

Pada Undang-undang nomor 1 Tahun l9S9 tentang peradilan Agama masih 

terdapat kulernahan dimana undang-undang ini memberikan pilihan bagi orang-orang 

yang haragama Islam mengenai perkara kuwarison untuk tunduk pada hukum 

kewarlsan lain, misainya saja hukum waris barat ataupun hukum warls adat Pengaruh 

hukum adat dalam hal kewarisan sangatlah kua~ oleh karena itu mengingat 

pengaruhnya yang sangat kuat pada tahun 1968 di Indonesia pernah diadakan suatu 
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seminar kewarisan yaitu Seminar Hukum Adat Minangkabau, dimana basil dari 

seminar tersebut mengenai huknm kewarisan antara Jain,;ebagai bariknt:"' 

1. Haria pusaka merupllkan hru:ta badan hukum yang diU11.1s dan diwakili oleh 

Mamal:: Kepala Waris di luar dan di daJam peradilan. 

2. Anak kemenllkan dan Mamak Kepala Waris dalarn badan hulrum itu bukanlah 

pemilk dari bru:ta badan hukum. 

3. Haria peneebarian diwarisi oleh abli waris menU11.1t hukumfara 'id. 

4. Yang dimaksud dengan hru:ta sepeneebarian ialab saperdua dari bru:ta yang 

didapat oleb seseornng selarna dalam perkawinannya ditarnbab dengan barta 

bawaannya sendiri. 

5. Seorang dibenarkan berwasiat kepada kemenakannya maupun kepada yang lain

lainnya hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta peneebariannya. 

Pada zaman penjajaban Belanda hukum waris Islam di Indonesia tidak 

berkembang, babkan dipengaruhi oleb perkembangan hukum adat..Ji'olitik.Belanda 

memang sengaja merintangi kemajuan Islam di Indonesia, terutarna hukum lslamnya, 

yaitu dengan "theorie receptie" mereka yang le!kenal itu, dan yang telab menjadi 

pendi:rian oleh' sementara sarjana hukum Indonesia yang dididik di zaman kolanial, 

balk di Jakarta maupun di Leiden, Negeri Belanda. Meoumt teori.resepsi inl hukum 

Islam "ansich" bukanlab hukum, hukum Islam itu baru boleh dianggap sebagai 

hukum jika ia telab direrima masuk ke dalam huknm adat.. 41 Dengan perkabum lain, 

tergantung kepada kusediaan masyarnkat adat penduduk setempat untuk menjadikan 

huknm Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adar. Satu prinsip yang aangat 

bertentangan seknli dengan jiwa ajaran Islam, kerena menurut ajaran fainm hukum 

Jslara di dalara al-Quran adalab hukum Allah yang berlaku bagi kanm Mqslimin. 

Berkata Coulson: 42 

40 Harjito Notopuro, M(tS(Jfah-masalah do.lam hukum Waris di indonesia, cet ll (Jakarta: 
widjaya Jakarta, l97l))llm. 19. 

41 Hazairin. Hulr:um Kffflarison Bi/aJeral Menurut Af~Qur'an dan Hadits. (Jakarta: Tirtrunas, 
1981), blm. 4~5. 

42 Coulson. Sucession in the Muslim Family, (Gunbridgc: t.p, 1971), htrn. 3, 
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"Nowhere is the fundamental Islamic ideology of low as the manifestation of 
the divine will more dearly demafiSfrated tlum in the laws af inheritanae. The 
skeleton scheme of priorities and, in "particular, the fixed fractional shares of 
the estate to which various relatives ar entitled were laid down in the Qur 'an 
itself. Thus the sis/em is firmly based on what Is /o the Muslim, /he very word 
of Allah himse/£ and this is reflected in the terminology of the law". 

Dimanapun Juga ideologl dasar hukum ISlam sebagai mardfestasi kekuatan 
akan lebih jelas ditunjukan apabila dibanduigkan dalaru bukum waris. Skema 
kerangka priori!as dan kebanyakkan pembagian ketetapan tanab ftakaional 
kepada para kerbat telab dijelaskan didalam AI Quran itu sendiri. ftu semua 
merupakan sistem yang sebenar·benarnya yang harus dilakukan untuk umat 
muslim, berdasarkan firman Allah itu sendiri, dan ini dituangkan pada 
terminologi hukum: terjemahan bebos penulis) 

Teori resepsi yang sangat merugikan kemajuan hukum Islam, khususoya hukum 

waris tersehut sekamog sudah dihapus lewat Ketetapan MPRS no. II tanggal 3 

Desember 1960. Dengan telab adanya ketetapan ter.sebut make terbukalah 

kesempatan bagi bukum Islam untuk berkembang dan bagi hukum kewarisan uutuk 

dikodifikasi. dan hal ter.sebut terbukti dimana pada tabuu 1962 Badan Perencana 

Lembaga Perubinasu Hukam Nasional (LPHN) mengeluarkan keputusau mengenai 

asa,s..asas hukum kekeluargaan, dimana asa!Htsas tersebut berguna untuk menentukan 

pembagian kewarlsan secara nasional. 

Sementara itu Badan Perencana Lembaga Pembinasu Hukum Nosional (LPHN) 

dalarn keputusannya tanggal 28 Mei 1962, mengenai hukum kekeluargasu telab 

menetapkan asas-asas bukum kekeluargaan. Di Pasal 12 ditetapkan asas-asas hukum 

keketuargaan, diantat'anya:41 

n. Diseluruh hadonesia hanya berlaku satu sistem kekelua.rgaan yaitu sistem 

parental, yang diatur dengan undang~undang, dengan menyesuaikan sistem

sistem lain yang terdapat dalam hukum ndat kepada sistem parental. 

b. Hukam wnris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateml individual, dengan 

kemuugkinan adanya variasi dalam sistem bilateral tersebut untuk 

kepentingen golongan Islam yang memerlukannya. 

41 Abdullah Siddik, Hul.wn WiJrlS Islam dan Perkembanganrrya di SelliJ"Uh !Junia bltJm, 
(Jakarta: Widjaya Jakarta, 19$0), him, 33, 
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c. Sisrem keutamaan dan sisrem penggantian dalam hukum waris pada 

prinsipnya sama untuk kepentingan golongan Islam yang memerlukannya. 

d. Sistem keutamaan dan sistem penggantian dalam bukum waris pada 

prlnsipnya sama untuk seluruh Indonesia, dengan sedikit perubaban bag! 

hukum waris Islam. 

e. Hukum adat dan jurisprudensi dalam bidang hukum kekuluargaan diakui 

sebagai hukum-pelengkap di sisi hukum perundang-undangan; 

Selanjutnya mengenai hukum kewarisan nasional, LPHN dan Persahl (Persatuan 

Sarjana Hukum Indonesia) dalam seminamya pada tanggall8-24 Desember 1962 di 

Jakarta, telab mengukui babwa peraturan fara 'id sebagai vanasi dalam sistem 

kewarisan parental individual bagi kaum Muslimin di Indonesia. Dalam seminar itu 

setcrusnya dikatakan: Hukum kewarisan Islam yang berupa hukum fildh yang 

patrilineal itu adalab bertentangan dengan Pasal 12 f, yang menuntut bahwa juga 

hukum Islam itu mestilab menuruti sistem individoal bilateral, selaras dengan 

tuntutan Pasall2 a babwa sistem kekuluargaan di seluruh Indonesia mestilab menurut 

sistem parental, yang alran diatur dengan Undang-undang. Menynsun hukum 

kewarisan Islam menurut sistem individual bilateral adalab bukan saja tiduk 

bertentangan dengan al-Qur an dan Sunnab Rasul, malaban selaras benar dengan 

ayat-ayat hukum perkawinan dan hukum kewarisan dalam ai-Qur'an, yang hanya 

meredal hukum kekeluargaan yang parental, dan dernilcian juga Muhammad 

Rasulullab memabamkan hidup kekeluargaan Islam itu SOCIU'll parental. Bahwa 

lamgsa Indonesia sanggup menyusun Hukum Kewarisan Bilateral menurut ai-Qur'an, 

temyata dari karya Prof.Dr.Hazairin yang juga berjudul "Hukum Kewarisan Bilateral 

menurut al-Qur'an" yang dipeJjelasnya lebih lanjut dalam bukunya "Hadith 

Kewarisan dan Sistem Bilateral11
• Penguraian dari beliau mengenai bukti bahwa 

sistem kekeluargaan yang dianut oleh ai-Qur'an ialab semata-mata sistem parental, 

dapat dlbaca dalam karya yang berjudul "Henduk Ke mana Hukum Islam?" 

Banyuk para sarjana Barat menganggap hukum waris Islam tiduk mempunyai 

sistem, dan bahwa hukum Islam itu dasarnya patrilineal. Sementara itu di kalangan 

umat Islam sendiri banyuk pula yang mengira tiduk ada sistem tertentu dalam hukum 
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waris Islam, sehingga timiml image seolah-olah hukum waris Islam merupakan 

hukum yang sangat rumit dan sulit Dengan demiklan mereka hanya menghafal 

ketentuan-katentuan mengenai kewarisan yang telah digariakan oleh sua!U mazhab. 

Padahal menurut pendapat penulis bal tersebut tidak benar karena setiap hukum 

mempunyai sistemnya sendiri-sendiri, demikian juga dengan hukum Islam. Bagi 

masyarakat Islam al-Qur'an meletakkan dasar sistem bilateral. Bahwa ai-Qur'an 

menuju kepada pemben!Ukkan dan penyempumaan masyarakat Islam yang bilaternl 

jelas nampak pada ayat-ayat Qur'an yang mengenai perkawinan, terutama pada ai

Qur'an surat An-Nisa' (IV), ayat 23 dan 24. dengan dernikian al-Qur'an tidak 

membenarkan clan. dan tidak menganut sistem patrilineal dan matrilineal, karena 

sistem tersebut mengadakan syarat eksngami (IOJ"l!l\gan kawin dengan anggnta satu 

clan) bagi perkawinan. 

Darl pengebanan yang dike!ahui secara ilrnlah, di dalam masyarskat yang 

patrilineal atau matrilineal, makin lama makin berkernbang pemakaian perkawinan 

yang endogamy (boleh kawin dengan anggota satu clan). Maka masyarakat tersebut 

berubah menjadi rnasyarskat yang bilateral, juga diternpat-tempat dimana pengarub 

Islam tidak ada sama sekali. Sejarah Ielah membuktikan bahwa bangsa Arab pada 

asalnya adalab masyarakat yang unilateral patrilineal (clan), tell:!pi sesudah memeluk 

agamalslam lenyaplah clan dan menjadi masyarakat bilateml parental. 

Seterusnya perhatikan timbulnya masyarakat yang bilateral pada hukum adat di 

Indonesia, yaitu evolusi dalam masyarakat yang ber•-clan itu .sendiri seperti di pulau 

Jawa, di pesisir-pesisir Sumatra dan Kalimantan, dikalangan ~!~kyat Bugis di Sulawesi 

Selatan dan di daerah Melayu Sumatra Timur. Bahkan diperkuat dengan kenyataan 

perkernbangan masyarakat di Barat yang susunan masyarakatnya bcr®mk bilateral 

dan parentaL 

Dengan fenomena ini maka mudah-mudahan bertambah lagi keyakinan manusia 

umumnya dan kaum Muslimin khususnya akan kebenaran dan kesempumaan ajaran

ajaran Islam sebagai agama yang terakbir dan sehagai padoman hidup yang 

sempurna, karena Islam sejak empat belas abed yang larnpau telab meletakkan dasar 
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perkembangan masyarakat ke arah masyarakat yang bilateral parental dengan 

menjalanken endogami. 

Sistem yang beriake bagi hukum kewarisan Islam sampai sekerang dalam 

perkernbangannya yang masih merniliki penganah yang cukep besar di Indonesia 

adalah golongan Alt/ussunnah, ·yang sedapat mungkin ber1ahan kepada asas hukum 

ada! Arab yang susunan masyarakelnya adalah patrilineal, sehingga hulrum waris 

Islam mazhab Syafii di Indonesia disusun atas dasar sistern patrilineal dengan 

pcrubahan-perubahan yang disesuaikan dengan al-qurnn dan sunnah rasul. Make 

terdapatlah dua sistern hukum kekeluarg!Uill; yaitu dalam sual perkawinan konsisten. 

Karena jika dalarn soal perkawinan konsep warisan Islam dipakai sistem patrilineal. 

Suatu earn berpikir yang tidak konsisten. Karena jika dalam sual perkawinan konsep 

Islam tegas bilateral, make secara logis penerapan Islam dalam sual kewarisan 

seharusnya juga bilateral. Bukankeh sistem kewarisan bagi suatu masyarakat tidal< 

rerpisah dari sistem perkewinannya? 

Kalau ldta pelajari secara mendalam ayat-ayat al-quran mengenai soal kewarisan, 

make ternyata memang sistem kewarisan dalam ajaran Islam adalah bilateral juga. 

Perhatikan ketentuan umum didalam al-quran yang berkaitan dengan soal kewarisan, 

yaitu al-Qur'an An-Nisa (IV), 7: 

"Bagi orang lelald ada hak bagian dari barta paninggalan ibn bapak 
dan kerahatnya, dan bagi orang perempuau ada hak bagian (pula) dari 
barta peninggalan ibu bepak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan". 

Ketetapan ini ditegaskan oleh al-Qur'an sural An-Nisa (4), ayat II, satu 

ketetapan, ditinjau dari sudut ilmu antropologi sosial dan hukum adat, yang 

didasarka.n kepada sistem keturnnan yang bilateral atau parental. Demikian juga 

halnya dengan ketentuan umum di al-quran An-Nisa (4), ayat 7 di ataa, karena sistem 

pab."ilineal tidak mengizinkn.n anak perempuan menjadi ah!i waris si mati. 

HI!ZIIirin berpendapat bahwa ayat 24 surat an-Niso' ada hubungan dengan ayat

ayat II, 12, dan 176 dalam tafsirnn. Semua hukum dalam al-quran yang ada 

kaitannya dengan soal kekeluargaan, tennasuk ayat-ayaf mengenai kewarisnn~ 

scharusnya ditafsirkan sama, yaitu menurut sistem bilateral khas ai--Qur'an, yang 
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dimaksud dengan suatu sistem bilateral khas ai-Qur'an, yaitu adanya kelompok dzu

faraid dan ketetapan orang tua dan anak-anak si pewaris serentak sebagai ahli waris si 

mati. Perkembangan masyarakat bilateral di dunia sampai sekarang masih belum 

mencapai llngkat yang ditetapkan ai-Quran bagi masyarakat bilateral. Contoh yang 

nyata kita ambil al-quran sural an-Nisa' (IV), ayat II: 

"Dan untuk dua orang ibu dan bapak, bagi masing-masingaya 
seperenam dati harta yang ditinggaikan, jika yang meninggal itu 
mempuny8.i anak"... Ctentang) orang tuamu dan anak~anakmu~ kamu 
tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesunggahnya Allah 
MahaMengetahui lagi Maha Bijaksana", 

Kalau kita renungkan sedalam-<lahunnya ayat tersebu~ maka sunggah maha 

bijaksana Allah. Bukankab anak meneruskan keturunan dan membangankan 

keluarga, sedangkan ibu bapak menjadi sebab adanya kita, dan tidak mungkin kita 

meneapai kedudukan yang kita eapei. Maka itu sudah sewajamya kalau mereka masih 

dijadikan ahli waris sebagai sumbangan yang kecil sekaii dalam kesyakuran kita 

(anak-annk) atas jasa-ja.sa mereka yang begitu banyak dan tak temilai rerbadap kita 

pada.hari-hari tuanya sampai mereka dipanggil Tuban kambali. Seterusnya keletapan 

Allah itu merupekan satu pendidikan akhlak yang tinggi bagi manusia. Yaitu 

penghargaan anak terhadap ibu bapaknya. 

Bagi orang Islam ketentuan Allah terhadap ibu bapak itu merupakan satu 

kewajiban yang harus dilakanakan. Di dalam perkembangan masyarakat bilateral 

yang ada di dunia sekarang hal yang ditetapkan Allah diatas tidak mungkin katena 

orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika si pewaris mati punab. 

Dengan timbulnya pandangan baru terhadap sistem bilateral yang dijumpai di 

daiam al-quran, maka dikemukakanlah seeara ilmiah beberapa perubahan dalam 

hokum waris Islam mazhah Syafii yang bereorak patrilineal. Diantaranya yang 

terpenting ialah: 

l. Tidak ada kemungkinan untuk menjadikan datuk, nenek, dan cucu 

perempuan menjadi dzu-faraid, tegasnya berpegang leguh kepada 

ketentuan al-quran. Kita lihat bahwa golongan Syiah telah berpendapat 
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demikian didasarkan alas doktrin represenlasi dan tidak tcrdapatnya 

penunjukkan togas dalam al-qunm. 

2. Tidak ada kemungkinan memberikan tempat istimewa kepada datuk di 

sarnping saudara seperti yang terdapat dalam sistem Altlussunnah dan 

Syiah. 

3. Mengenai pengertiah kalalah menurut sistem bilateral meliputi 

saudora-saudam kandung, sebapak dan seibu. Dalam hubungan antara 

para saudara secara. yang bilateral sarna saja rapatnya hubungan 

dengan saudora kandung. dan hubungan dangan saudam seibu atau 

sebapak. Dengan memakai pengertian bilateral maka masalah 

musyarakkah talc nkan terjadi.44 

Peninjauan dari sudut ilmu antropnlogi sosial dan· hukum adat ituiah yang 

menimbulkan salah pengertian terbadap keeaman-keeaman alas beberapa soal 

kewarisan dalam.mazbah Syali~ kerena pada zaman Syafii kadua ilmu tersebut masih 

be!um maju dan berkembang seperti sekamng. Adanya perbedaan pendapat sudah 

tentu, karena adanya.perbedaan antara sistem patrilineal-dan sistem bilateral. 

Berdasarkan uraian tersebut Pa.tll sarjana hukum yang berjiwa Islam dan pam 

ulama fikih tetap dituntut pengabdiannya untuk memperdalam ihnu pengetahuannya 

tentang hukum Islam dan mernperkembankannya menurut kemajuan zaman. Khusus 

hukum waris Islam per!u diperkaya lagi dangan ilmu perigetahuan yang banyak 

berkembang dewasa ini dan kemajuan-kemajuan ekunomi dan tekuo!ogi yang 

mempengaruhi susunan ml!syarakal moderen. Di Indonesia yang berlandaskan 

Pancasila ini pada hakekatnya memang telah dimulai menjalankan sahda Rasulullah 

saw. Untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid. Kini yang dituntut adalah 

penerapan ilmu tersebut dalam ruang kehidupan masyarakat Muslim Indonesia secara 

konsekuen. 

Adalah satu kenyataan dan keyakinan umat Islam bahwa hukum waris Islam 

mempunyai kadodukan yang lebih balk dari hukum waris adat karena diatur dalam 

<44 Lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan yang dikemulcakan libat karya-karya Haz.airin 
yang berjudul: Hukum Kewarisan Bilateral menUTUI AI Quran dan HadUs Kewarisan dan Sistem 
Bilateral. 
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ai-Quran dan Sunnah. Apalagi dalam UUD 45 Pasal29, negara menjamln kebebasan 

beragama bagi penduduknya untul< beribedat melaknknn kewajiban agama. Make 

secara yuridis berlaku hukum waris Islam dan bukan lagi pernturan pembagian waris 

yang ada dalam hnknm adat. 

Demikian pula dengan sendirinya tenri resepsi peninggalan kolonial Belanda telah 

lenyap, dan tercapailah keseragaman dalam huknm waris bagi pemeluk-pemelnk 

Islam di Indonesia yang selama ini mempunyai bennaeam jenis huknm waris adat 

sebagai latar belukangnya. Kin! bersamaan dengan seiring berjalannya waktu, sudah 

pada tempamya Hukum Waris Islam maldn disebarluaskan di seluruh lapisan 

· masyarakat muslim, agar dapat lebih banyak diketabui dan dimengerti apa hukum 

waris Islam ltu. Dengan demikian diharnpkan umat Islam ukan leblh mematuhinya, 

dan hal ini telah diwujudkan dengan lahimya Kompilasi Huknm Islam, dimana dalarn 

Kompilasi Hukum Islam mengenai kewarisan Islam telah diatur dalam Bukn II serta 

Undang-undang·nomor 3 Tahun 2006 tentsng perubahan atas Undang-undang nomor 

7 tahun 1989 teniang Peradilan Agama. 

Untuk menjamin terJaks.ananya KompHasi Hukum Islam khususnya mengenai 

kewarisan dibutuhken suatu penman Pengadilan Agama yang telah ditetapkan oleh 

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.l4 tahun 1970 sebagai Pengadilan 

yang berdiri sendirl dan dengan ndanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentsng 

Pembahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang perndilan agarna harus 

dignlakkan dengan memberikan kepetusan-kepulusan (bukan lag[ llttwa-fatwa) dalam 

bal kewarisan · yang berasas a!-Quran dan Hadits, serta yurisprudensi 

perkembangannya. 

2.2.3. Sumber Hukum Waris Islam 

2.2.3.1.Al-Qur'an 

AI-Qur'an adalah wahyu Allah SWT, yang merupakan mu'jizat yang diturunkan 

kepada nabi Muhammad SAW, sebngai sumber huknm dan padoman hidup bagi 

pemelnk agarna Islam 
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Pokok-pokok lsi al-Qur'an: 

a. Tauhid latah keperoayaan/rukun !man. 

b. Tuntunan ibadah 

c. Ianji dan saksi 

d. Hukum untuk bermasyarukut atau berhubungan dengan ~arab 

manusia dan hubungan dengan Allah SWT. 

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, balk secara langsung,maupun 

tidak langsung di dalam Al-qur'an dapat dijumpai dalam bcberapa sunah dan aya~ 

yaitu sebagai berlkut. 

a. Menyangkut tanggung jawah orang tua dan anak ditemui dalam QS.Al

Baqarah (2) ayat 233 

b. Menyangkut harta pusaka dan pcwarisnya ditemui dalam QS.An-Nisa ( 4) ayat 

33, QS.Al-Anfal (8) ayat 75, QSAl;ahzab (33) ayat 6. 

c. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS. An-Nisa'(4) 

ayat 7-14,34, dan 176 

Berikut ini akan dije!askan beberapa ayat A!-Quran yang memcberikan 

penje!asan tambaban terhadap persoalan kewarisan, ayat-ayat tersebut adalah adalah 

sebagaiberikut 

a. Tentang Kewajiban Berwasiat Untuk lstri 

Kewajiaban berwasiat untuk istri dapat didasarkan kepada ketentuan hukum 

yang terdapat dalam Sural Al-Baqarah (2): 240 

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan 
meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) 
diberi nalkah hingga setabun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari 
rumahnya). Akan tetapi jiku mereka pindah (sendiri) maka tidak ada 
dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan 
mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri meroka. Dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

b. Tentang Anak Angkat Ketentuan mengenai anak angkat ini dapat ditemukan 

dalam suratAl-ahzab (33): 4-5 

Allah sekali kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zbihar 
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itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-<mak angkatmu 
sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu lnmyalah 
perkataarunu di · mulutmu saja. Dan Allab mengatakan yang 
sebenamya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah 
mereka (anak-anak angkal itu) dengan memakai nama bapak-bapak 
mercka, itulab yang lebih adil pada sisi ·Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) 
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa 
atasmu tehadap apa yang kamu khilaf padanya, Ullapi (yang ada 
dosanya) apa yang disengaja olah batimu. Dan adalah Allab Maha 
Pegampunlagi Maha Penyayang. 

Dari kadua ayat ini jelas terlihat bahwa kadudukan anak angkat tidak 

dapat disejajarkan dengan kedudukan anak kandung, kalaupun disejajarkan 

kata Allab SWT itu hanya dalam mulut saja, dan bukan merupakan hal yang 

sebenarnya menurut hati nurnni, dan oleh karena itu kedudukan anak angkat 

tersehut hanya mempunyai huhungan waris rnewarisi dengan orang tua 

kandungaya. Masalab pengangkatan anak rriasih merupakan problema bagi 

masyarakat di Indonesia, terutama karentuan hukum kewarisannya. 

Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau dipelajari ketentuan 

tentang eksistensi lembaga adopsi dalam sumber hukum yang berlaku di 

Indonesia, karena srunpai saat ini berlaku dua sumber hukum mengenai 

pengangkatan anak, haik menurut Staatsblad 1917 No.l29 maupun hukum 

Islam. Oleb karcna itu menjadi permasalahan tentang kewarisan anak angkat 

menurut Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad 1917 No.129. 

Akibat hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam 

dan Staatsblad 1917 No.l29 adalah dalam hal kewarisan, menurut Kompilasi 

Hukum Islam anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleb 

lebih dari 113 bagian dari orang tua angkatnya, 45 sedangkan dalam Staatsblad 

1917 No.l29 anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya, dengan 

pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari begian yang 

6 Kompilasi Hukum Islam, Op, Cit., Pasal209 ayat 2 
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tidak diW1!Sil!lkan. Pengaturan tentang Wasiat Wajibah yang terdapat da!am 

Kompilasi Hukum Islam, dilremukakan sebagai berikut:46 

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 

sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat 

yang ·tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 

dari harta warisan anak angkatnya" (Bab V Pasa1 209 ayat I). "Terbadap anak 

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak

banyakuya 113 dari harta warisan orang tua angkatnya" (Bab V Pasal209 ayat 

2). 

2.2.3.2. Hadist 

Hadist ada!ah parkataan Nahi ·Muhammad SAW, perbuatannya dan 

keterangannya. Kedudukan hadist dalam hubungan dalam Al,Qunm, yaitu: 

a) Mempertegas hukum dalam Al-Qur'an 

b) Mempaljelas hukum da!am Al-Qur'an . 

c) Menetapkan hukum yang belum ada di Al-Qur'an 

Hadist-hadist yang berkaitan dengan kewarisan adalah sebagai berikut:47 

A. Tentang Cara Untuk Mengadakan Pembagian Warisan. 

Menyangkut cara pembagian warisan ini dapat diketernukan ketentuan 

hukumnya dalam c0ebuah hadits dari lbnu Abbas ra, ia berkata: Bersabda 

Rasulullah saw: 8erahkan/ah pembagian war/san itu Tmpada ahlinya bila ada 

yang tersisa, · malra berilranlah Tfl!pada Tfl!luarga laki-laki terdelrat (Hadits 

disepakati Imam Al-Bukbari dan Imam Muslim). 

B. Orang yang Berbeda Agama Tidak Saling Mewarisi. 

Dalarn hukum Waris Islam ditetapkan bahwa orang yang Berbeda Agama 

tidaklah dapat saling waris--mewarisi. dasar hukum mengenai hal ini dapat 

46 Dlrektorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktonrt Jendntl Pembinaan 
Kclembagaan Aganut lslam Depattemen Agama. Xompilasi Hulatm Jsf<Jm di /tU/(li'I£Sia, 199111992, 
blm 104. 

41 Suhrawardl K.Lubis dan Simaqjutak, Op.Cit, him 35<19 .. 
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diremukan dalam sebuah hadits dati Usamah putra Zaid, ia berkata bahwasanya 

Rasu!u!ah saw be!llabda: Orang Islam tidak mempu11)11Ji hak waris atas orang 

kqfir, dan orang kqfir tidak pu11)11J hak waris alas orang klam.(Hadits disepakati 

Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim) 

C. Bagian Anak Perempuan, Cucu Perempuan) dan Saudara Perempuan 

Adapun yang dimaksud bagian anal< perempuan, cucu perempuan, dan 

saudara perempuan di sin! adalah apahila tidal< ada ahli waris laki-lald, dengan 

lain ahli waris yang tinggal keseluruhannya perempuan. Pembegian dalam hal 

seperti ini dapet ditemukan ketentuannya. dalam hadits dari Thnu Mas'ud, ra., ia 

berkata ten tang anal< perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, maka 

Rasu!ullab saw, menghukumi bagi anak perempuan separuh bagian, cucu 

perempuan dari anok /aki-/aki seperenam bagian dan sebagai pe/engkap dari 

sepertiga, dan sisanya wttuk saudara perempuan. (Had its . diriwayotkan oleh 

Imam Al-Bukhari) 

D Bagian Datuk dari Haria Warisan Olcunya. 

Menyangkut baglan datuk (kakek) dati harta warisan cucu laki-lakinya yang 

meningga! dapat ditemukan dalam sebuah hadits dari lmran Putra Husain, ra., ia 

berkata: 

"Sesungguhayo cucu laki-lald telah meninggal dunia, maka bempakah 
wasiat yang harus knterima?" Jawab Rasulullah saw: Kamu mendapat 
bagian seperenam. Setelah orang itu pergi, Beliau panggil lagi dan 
bersahda: Bagimu saperelllllll lagi, dan setelah orang itu pergi Beliau 
Panggil lag!: Sesunggahoya seperenam yang ini adalah tambahan." 
(Hadits diriwayotkan oleb Imam Ahmad dan imam yang empat) 

Imam At-Tirmidzi menyatakan shahih. Dan hadits ini dari riwayat Imam Hasan 

Al-Basri dari !man putra Hushain, tetapi dalam mendengamya dari Rasulullah 

terdapat perselisihan. 

E Baglan Nenek dari cucu yang tidal< punya lbu 

DaJam hal seorang cucu meninggat dunia dan tidak mempunyai ibu, maka 

bagian nenek dalam hadits diterangkan sebagai berikut, dari lbnu Buraidah, dari 

ayahnya. ra., ia berkata: "Rasulullah saw menetapkan sepenmam huat nenek (kakok 
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perempuan), hila cucunya ilu l)>ang menlnggal dunia) tidak punya ibu. " (Hadits 

diriwayatkan olen Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i) lbnu Huzaimalt dan lbnu 

Jarud menyatakan "shahih-nya" dan lhnu Adi memperkuat ke-shahih-annya. 

F Paman Menjadi Ahli Waris Keponakannya 

Dalam hal paman menjadi ahli waris keponakannya ini dapat ditemukan dasar 

hukumnya dalam hadits yang diriwayatkan dari Miqdam putra Ma'di Kariba, ra., ia 

berkata: "Bersabda Rasulullah saw: Paman itu ialah ahli wari.mya orang 

(keponalriln) yang tidak pwrya ahli waris." {Hadits diriwayatkan olen Imam Abmad 

dan Imam empat, keeuali At-Tirrnldzi. Imam Abu Zur'ah Ar RBZi meng-hasan

kannya, dan Al-Haki!n serta lbnu Hibban menyatakan shahih-nya. 

G Bayi Sama Haknya Dengan Orang Dewasa 

Dalam hukum waris Islam perolenan tidak dibedakan antara seseerang yang 

belum· dewasa dengan seseomng yang dewasa, ketenuae ini dapat ditemukan dalam 

hedits dari Jahir ra., ia berkata: "Bayi sudah dapat ment111gis iiu pun /ermasuk ahli 

waris. " {Hadits diriwayatkan oleb Abu Dawud}. lbnu llibban menyatakan shahih

nya. 

H Pembunuh Pewaris tidak menjadi Ahli Waris 

Deism ketenluan hukum waris Islam, bahwa seomng yaog membunuh 

pewaris tidaklah menjadi ahli waris dari yang dibunuhnya, hal ini dengan tegas 

ditemukao dalam hadist dar! Amr putra Syu'aib, dari ayahaya, dari kakekuya ra., ia 

berkata: "Bersabda Rasulullah saw: Ragi pembunuh tidak punya hak warisan 

sedikit pun. {Hadits dirlwayatkan oleb An-Nasa'! dan Ad-Daiuquthni). Imam lbnu 

Abdul Barr memperkuat ke-shahih-annya, tetapi An-Nasa'l meng-1/a-kannya. Yang 

benar: "hedist ini mauqrif" padaAmr putra Syu'aib ra. 

ITentangAshabah 

Menyangkut tentang ketentuan Ashabah dapat ditemukan dalam beberapa 

hadits antara lain: 

a) Hadits yang diriwayatkan oleb Al-Bakhari dan Muslim, dari lbnu Abbas, 

bahwa Nabi saw, bersabda: Berilriln/ah bagian-bagian yang Ielah 

ditentulriln itu kepoda pemilikaya yang berhal< mefllffUI nash; dan apa 
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yang tersisa maka berikanlah lreparia ashabah laki-laki yang terdekat 

kepada si maylt." 

b) Jadikanlah sauriara-sautiara perempuan dan anak-anak perempuan itu 

satu ashabah. 

c) Dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. Bersabda: tfdak ada bagi seorang 

mukmin kecua/i alcu lebih berhak atasnya dalam, urusan dunia dan 

akhiratnya. Bacalah bila kamu suka: Nabi itu lebih utama dari orang 

mukmin dari diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, siapa yang mukmin yang 

mati yang mali dan meninggalkan harta maka harta itu Orwarisi oleh 

ashabahnya, siapapun mereka ilu adanya. Dan barangsiapa ditinggali 

utang a/au beban lreluarga aieh si may/1, maka henriaklah ia datang 

lrepadaku, karena akulah maulauya. 

JTentangAu/ 

~ersoalan au/ ini timbul ke permukaan p-.rta kalinya adalah pada waktu 

suatu persoatan diajukan kepada Umar ra., dan untuk memeeahkan persoalan 

tersebut Umar memutuskan bahwa penyelesaiaonya harus dengao auf, dan ia 

berkata kepada sahahat yang ada disisinya: • Jika aku mulai memberikan kepada 

"'"""/ atau 1 (duo) orang sauriara perempaan, maka tidak ada hak yang 

sempuma hagi yang lain, Maka berilah aku pertimbangan, " "maka Abbas bin 

Abdul Muthalib pun memberikan pertimbangan kepedanya dengan au!." 

Dikatakan pula bahwa yang memberikan pertimbangan itu ialah Ali. Sementara 

yang lain mengatakan .bahwa yang memberikan pertimbangan itu 7""id bin 

Tsabit.•• Masalab 'au! dapatjuga merupakan masaiab yang dirnmuskan dari basil 

ijlihad, oleh sebah itu dapat dikatakan sahagai masalah ijtihadiyah. Kesimpulan 

masalah au/' adalah. bahwa berhubung dalam pelaksanaan pembagian harta 

warisan ; jika abli waris harus memperoleh bag!a:n sebagaimana ditetapkan oleh 

nash, yakni apa yang menjadi saham bagi mereka apa adanya, maka harta tidak 

of.'! Sayid Sabiq, Filch Sunnah Jilid 14, (aanOung: AI·Ma'rif, 198&), him. 259, 

4
p JbJd., blm. 266. 
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akan cukup. Oleh karena itu bahagian mereka harus dilrecilkan atau dikurangi 

secara adil berimbang dengan mempergunakan rumus tertentu yang telah disusun 

oleh para ulama ahil Faraidl. 

K Tentang Waktu untuk Menetapkan Kematian 

Adapun yang dimakaud dengan menetapkan kamatian adalah hila seseorang 

pergi dan terputus sama sekali kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya, dan juga 

tidak diketahui apakeh dia masih hldup atau sudah mali. Untuk hal ini dapat 

dipedomi riwayat dari Malik, bahwa ia bekata, "empat tahun", karena Umar ra., 

berkata: "Setiap istri yang dilinggalkan pergi o/eh suamf11)'a, sedang ia Jidak 

rnengetahui di mana suamfnya, maka dia menunggu empat tahun, kemudian ia be.r~ 

iddah selama empat bulan sepuluh hari. kemudian lepaslah dia. •• (Hadits Riwayat 

Al-Bukberi dan Asy-Syafi'i). 

L Tentang Anak Zina dan Anak li 'an 

Dalam hal anak zina dan anak li'an dapat didasarkan kapada hadits, dari lbnu 

'Umar, bahwa seorang laki-laki telah me-li'an is:trinya dl zaman Nabi saw, dan ia 

tidak ntengakui anak istrinya, maka Nabi menceraikan antara kedua suami istri itu. 

(Hadits Riwayat A!-Bukhari dan Abu Dawud). Dan lafal hadits tersebut adalah 

"Rasulullah saw menjadilam pewarlsan anak li'an kepada ihUl1Jlll dan ahli waris 

ibu sepeninggal si ibu. " 

2.2.3.3. ljtihad 

ljtihad artinya sepaka~ setuju atau sependapa~ Ijtihad adalah menggunakan 

seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum syara' dengan ja!an menyimpulkan 

dari Al Quran dan Hadits. Tujuan ijtlhad tidak lain adalah usabe menyesuaikan nash 

kepada kenyataan dalam pra.kld: agar nash tersebut dapat diimplementasikan dalam 

kenyataan. Maka tidaklah tedalu sa!ah bahwa hukum waris Islam yang telah tertu!is 

dalam kitab-kitab faraidl itu masih dapat menerima perubahan dan perkembangan 

zaman secara substantif walaupun sistem harus tetap dipertahankan 
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2.3. Asas Hukum Waris Islam 

Menurut Prof.Dr.Amir Syarifudin."' Ada lima asas yang berkaillln dengan 

sifat pemilikan htu1a oleh yang menerima, kadar jumlah haria yang diterima dan 

waktunya teljadi peralihan htu1a itu. Asas-asas tersebut adalah: 

2.3.1. Asas ljbari (memaksalcompulsary) 

Perolahan htu1a dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya berlakn 

dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak 

pewaris atau ahli waris. Adanya unsur ljbari dalarn sistem kewarisan Islam tidak akan 

memberatkan orang yang akan menerima warisan, k.arena menurut ketentuan hokum 

Islam ahli waris hanya berhak menerima haria yang ditinggalkan dan tidak 

berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya banya 

sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkan dan 

tidal< berkewajib8!1 melunasi utang itu dari hartanya ahli · waris. ljbari dad segi 

pewaris mengandung arti behwa apapun kemauan P""'aris terhadap hartanya, make 

kemauan itu dibatasi oleh ketentuan yang ditetepkan Allah SWT .. Oleh Karena itu, 

sebelwn meninggal ia lidak perlu memikirkan atau mereneanakan sesuatu terhadap 

hartanya, kerena dengan kematiannya itu secara otolnalis hartanya beralih kepada ahli 

warisnya, baik ahli waris itu suka atu tidak suka. Adanya asas ljbari dalam huknm 

kewarisan Islam dapat dillhat · dari beberapa segi yaitu sifut huknm faraid (huknm 

waris Islam) adalah ijbari, artinya merupakan ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang 

menjadi kewajiban bagi setiap-·muslim untuk: mematuhinya.51 Namun demikian. 

dalam pelaksanaannya dimungkiukan adanya "perdamaian" diantam ahli waris. 

Karena itu, sesaai pula dengan fleksibilitas huknm Islam tennasuk huknmfaraidnya 

dan sesuai dengan budaya dan toleransi hangsa Indonesia; make pada umumnya umat 

Islam di Indonesia dalam menghadapi masalah haria handanya, khususnya harta 

peninggahm, menempuh salah satu a tau lebih diantam 3 (tiga) alternatif beriknt : 

a) Dengan sistem hibah, artinya seseorang pada waktu masih hidup sebat, telah 

membagi-bagi barta bendanya kepada ahli warisnya, khususnya kepada 

50 Amir syarifuddin, Hukum Kewari:Jart Islam, (Jakarta: Prenada Media. 2004), him 20. 

"
1 Mas:jfuk Zuhdi, Op. Cit., him. 70. 
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anggota keluarga intinya (suami/istrildan anak-anak) dengan maksud agar 

haria bendanya jatuh kepada ornng-ornng yang memang dikehendaki untuk 

kesejahteraan hidupnya dan agar dikemudian hari setelah ia meninggal, 

tidaldah terjadi perselisihan diantam abli waris tenteng haria bendanya. Islam 

dapat menyetujui sislern hibah ini, bahkan menganjurkannya, karena 

mengandung uosur- posltif , yak:ni .dapat mempererat silaturahmi~ dan 

memherikan kesejahteraan hidup bagi keluarga/abli warianya, selama bibah 

itu dilaksanakan dengan adil (tidak pilih kasih), sesuai dengan ajaran Nabi 

Muhammad yang tidak dibenarkan orang tua memberi hibah kepada anak

anaknya secara diskriminatif. 

b) Dengan sistern wasiat, artinya seseorang mernbuat pesan secara.]isan atau 

tertulis dihad8Pan saksi, bahwa Ia rnemherikan sesuatu kepada seorang (abli 

· waris atau bukan) atau kepada suatu badan/lembaga· setelah ia rneningga!. 

Ahli waris wajib melaksanakan wasiat, maksimal sepertiga . dari harta 

peninggalan. Jika lebih dari sepertiga. wasiatnyil, maka.sab/tidaknya terserah 

kepada persetujuan abli waris. Jika ahli waris depat setuju, kelebihan sepertiga 

itu dapat dilaksanakan. Islam dapat- menyetujui sistem wasiat ini, bahkan 

menganjurkanny~ karena banyak mengandung unsur posltiflmaslahat, seperti 

balnya hibah. Perhatikan finnan Allah dalam sural ai-Baqatuh ayat 180. 

c) Dengan sistem faraid seperti yang Ielah ditetapkan dalam al-Quran dan 

Had its. namun dalam melaksanakan Hukum Faraid ini, <limungkinkan adanya 

"perdamaian" herdasarkan kesepakaten hersama basil musyawatuh selnua abli 

waris dengan memperhatikan rasa keadilan dan situasi dan kondisi khusus 

masing-masing. Untuk jelasnya, disajikan beberapa oontoh pelaksanaan 

hukam farald herdasarkan kerelaan dan kesepakatan abli waris basil 

musyawatuh sebagai berikut: 

1) Semua ahli waris telah rela dan sepakat rnenyatuhkan semua bagian 

masing-masing kepada seorang ahli waris yang mendapat kepercayaan 

(pinisepub) untuk mernbagi haria peninggalan yang telab dikuasakan 

kepadanya. Kemudian ia mungkin membagikan harta peninggalan kepada 
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semua anak sama bagiannya baik untuk anak le1aki maupun anak wanita; 

atau mungkin ia memberlkan bagian waris lebih besar untuk anak-anak 

yang masih studi atau masih belum bekelja dariPada bagian waris untuk 

mereka yang sudan selesai studinya atau yang sudeb bekelja atau sudah 

berumah tangga dengan sukses. 

2) Seorang atau beberapa orang ahli waris melepaskan hak warisnya atas 

harta peninggalan dan menyemhkan sepenuhnya kepada seorang di antam 

ahli waris untuk memberlkan kepada- nbli waris lainnya yang lebih 

memerlukan bana peninggalan itu. 

3) Semua nb1i waris Ielah sepakat memberikan bak kepada si cucu yang 

ayahlibunya Ielah meninggal dunia lebih dabulu sebelum kakelmya. Dan 

bagian si cueu itu sebesar bagian ayablibunya andai katu orang tuanya itu 

masih bidup pada waktu kakelmya meninggal, atau bisa juga ebi waris 

semuanya telab sepakat memberikan hak maksimal sepertiga dari harta 

peninggalan kepada si -cucu tersebut, Kesepelmtan nb1i waris tersebet 

tampelmya berlentangan dengan pendapat berbeglii maabab, termasuk 

msebab syafii yang memandang si cucu tersebut gugur helmya sebagai 

ahli waris karena ada abli waris lainnya yang lebih dekat. Misalnya 

saudern laki-lald ayah atau ibunya (pamanuya), Di lembaga pemdilan 

aguma di Indonesia sampai kini tampaknya belum ada ynrisprudensi 

mengenai kasus si cucu tersebut sebagai ahli waris yang berhak menerima 

bagian dari · harta peninggalan, baik atas · nama warisan atau atas nama 

warisan atau atus nama wasiat wajib. Hal ini mungkin disebabkan masih 

kuatnya pengaruh msebab Syalii di Indonesia. Namun dapat diberapkan, 

bahwa Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam dan yang Ielah maju taraf pendidikannya, kesadaran agama. dan 

kasadaran hnkumnya, akan segera mempunyai pedoman huknm !shun 

mengenai warisan, wasiat dan sebagainya yang tak terikat dengan mazhab; 

tetapi berorientasi pada kemaslahatan umat/masyarakat dengan 

memperbatikan prinsip-prinsip ai-Quran dan Hadits, 
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2.3.2. Asas Bilateral. 

Dalarn kewarisim mengandung arti bahwa harta warisan berslih melalui dua arab. 

Yang berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari ke dua belah pihak 

yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan pihak dari garis keturunan perempuao. Hal 

ini dapat dilihat dalam Firman Allah SWT surat an-Nisa (IV) ayat 7,11,12, dan 176. 

Dalarn ayat 7 ditegaskan bahwa seorang laki-laki berbak mendapat warisan dari pihak 

eyahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak 

mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan 

dasar bagi kewarisan bilateral. Dalam ayat ll ditegask:an bahwa anak perempuan 

berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh 

anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak lald-laki menerima sebanyak dua 

kali bagian anak perempuan. Begitu pula ayah berbak menerima warisan dari 

anaknya baik lald-laki. ataupun perempuan. Dalarn ayat 12 ditegaskan bahwa bila 

pewaris seorang laki-lald yang tidak memiliki anak, maka saudara laki-laki dan atau 

perempuan berhak menerima bagian dari harta tersebut. Dalam ayat 176 ditegaskan 

bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan dan bapaknya sudah 

meninggal pula. Sedang ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan make 

saudara-aandaranya im. berbak mendapat warisannya. Dari keempat eyat tersebet di 

atas terlihatjelas bahwa kewarisan itu bersJih kebawah (anak-anak), ke alas (ayah dan 

ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga yaitu 

laki-laki dan perempuan dan menerima warii;an dari dua garis keluarga yaitu garis 

laki-!aki dan perempuan. lnilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral. 

2.3.3. Asas Individual 

Bahwa harta warisan dapat dibagl-bagi untuk dimlliki secara perorangan. 

Masing .. masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat 

dengan ahli waris yang lain. Sebaiknya selurub barta warisan yang akan dibagi

bagi dinyatakan dalam nilai tertentu, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada 

setiap ahll waris yang berhak menurut kadar bagian masing·masing. Pembagian 

ini secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajlb dilaksanakan 
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oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagl yang melanggamya 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Finnan Allah SWT sumt al-Nisa ayat 13 dan 

14. 

2.3.4. Asas keadilan berimbang. 

Dalam hubungannya dengan materi yang diatur dalam bukurn kewarisan, 

keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan Kewajiban, 

keseimbangan anUira yang diperoleh dengan keperluan dan kegnnoannya. Asas ini 

mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat k:eseimbanngan antara hak dan 

kewajiban, antara hak yang diperoleb seseorang dengan •kewajiban yang harus 

ditunaikannya. Laki-laki dan perernpuan misalnya mendapat hak yang sehanding 

dengan kewajiban yang dipilrulnya masing•masing dalam kehidupan keluarga dan 

masyaraket Dalam sistem kewarisan !Slam, barta peninggalan yang diterima oleh 

ahli waris dari pewa:ris pada haldkatnya adalab pelanjutan tanggung jawab 

terhadap keluarganya Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing 

ahli weris berimbang dengan perhedaan tanggung jawab masing-masing terhadap 

keluarganya.'2 

2.3.5 Asas Kematian 

Yang menyatekan babwa perstihan harta sesoorang kepada orang lain hanya 

berluku setelab orang yang mempunyai harta meninggal dunia. lni berarti babwa 

hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk kewarisan yaitu kewarisan 

akibat kematlan semata atau yang dalam perdata atau B.W disebut dangan 

kewarisan abintestato dan tidak rnengenal kewarlsan karena diangkat atau 

ditunjuk dengan wasiat yang dihaat pada waktu masih hidup atau yang disehut 

kewarisan secam testament. 

:01.4 Penggolongao Ahli Waris Monurut Hokum Waris Islam 

2.4.1. Menurut Ajaran Kewarlsan Bilateral Hazairin. 

52 Muhammad Daud Ali, Htikum dan Pet'atlilan Agamo, (Jakarta: Gmfindo Persada, 1997), 
hho 126. 
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Menurut Prof. Dr. Hazairio, SH. Bila dilihat dari sudut orang yang menerima bagian 

harta peninggalan, maka ahli waris dopat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu: 

2.4.Ll Dzulfaraaidh 

Adakalanya kala "dzul" disebut "th:awul" atau "dzawil" yang artinya 

mempunyai. sedangkan kala al-faraaidh yang merupakan jamak dari kala al

Farii-dha artinya bagian.SJ 

Dengan demikian dzu/faraaldh.berarti ahli waris tertentu yang mendapat bagian 

tertentu pada keadaan tertentu. Yang dimakaud dengan bagian tertentu disini 

edalah bagian Yll!lg sudah· jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran. 54 Seperti !18, 

116, 114; l/3, 112 dan 213. 

Mlsalnya anak perempuan yang tidak didampingi anak lalci-laki, ibu, bapak jika 

eda anak, saudam perempuan dalam hal killaa/ah, janda serta duda. Diantara 

orang yang telah disebutkan ini, eda yang selalu menjadi Dzul faaraldh saja yaitu 

ibu, janda dan duda. Dan pada kesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan 

dzul faraaidh yaitu anak perempuan yang didampingi anak !alci-lalci, bapak, 

saudara lalci-laki, saudara perempuan yang didampingi saudara lalci-lalci. 

2.4.1.2 Dzul qarabat 

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau 

mendapat bagian sisa atau disebut juga mendapat bagian tetbaka. Kalau dilibat 

dari segi hubungaenya dengan si pewaris, maka d:zul qarabat adalah orang yang 

mempunyai hubungan kakeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-lald 

maupun perempuan.55 Hubungan garis keturunan yang demikian itu disebut juga 

hubungan garis keturunan bilateml. Al-Quran merinci ahli waris yang mendapat 

bagian tidak tertentu {dzul qarabat) yaitu: 

•. Anak la!d-laki 

b. Anak perempuan yang didampingi anak lalci-laki 

51 Sajuti Tha!ib, Op. Cit .• blm 55. 

~Ahmad Azhar Basyir, Hulr:um Waris lslam, {Yogyaka.rta: un Press. 2001), hlm 36 

55 Thalih, Op. Cit, him S1. 

Unlversltas lndones~ 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



52 

c. Bapak. 

d. Saudara laid-laid da!am hal kalaalah 

e. Saudara perempuan yang didarapingi saudara laki-laki dalam hal 

lwlaulah. 

2.4. 1.3 Mawull (ahli waris pengganti) 

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian menggantikan kedudukan orang tuanya 

yang telah meninggal dunia terleblh dahu!u. Mereka yang menjadi mawali ini 

adatah keturunan anak: pewaris, keturunan saudara pewarls. 

2.4.2. MenurutAjaran Kewatisan Patrilineal Syafi'i 

Sajuti Thalib menegaskan bahwe penamaan kewarisan patrilineal terbadap 

hulrum kewatisan yang dianut oleh pengikut imam Syafi'i dnn beberapa ahli hukum 

Islam lainnya ialah suatu penamaan berdasarkan kesimpulan saya atas ketentuan

ketentuan yang terdapat dalam ajaran tersebut mengenai soal-soal yang menyangkut 

dengan kewatisan.56 

Dilihat dari sudut orang yang menerima bagian harta peninggalan maka ahli waris 

dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan:57 

2.4.2.1 Dzawulforauldl yaitu ahli waris tertentu yang mendapat hagian tertentu 

dalam keadaan tertentu. 

2.4.2.2 Ashabah yaitu ahli waris yang: 

a. Tidak ditentukan bagiannya tetapi ia akan menerima seluruh harta 

watisan apabila tidak ada ahli waris yang dzawul faraaid sama sekall 

a tau 

b. Jika ada ahli waria dzawul faraaldh, dia akan menerima sisanya atau 

~Ibid, him 94. 

"Basyit, Op. Cit, him 36-40 
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c. Apabila tidak ada sisa sama sekali karena harta peninggalan sudah 

habis terbagi kepada para abli waris yang dzawul faraaldh maka ella 

tidak mendapat bagian apa-apa. 

d. Ada juga yang berpendapat asabat, ialah mereka yang ada hubungsn 

keluarga dengan orang yang meninggal, yang berhak menerima sisa 

atau seluruh harta peninggalan, misalnya anak laki-lald atau bapak 

yang menlnggal.58 

2.4.2.3 Dzawul arham yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengsn 

pewaris melalui garis penghubung anak perempuan, tetapi tidak termasuk 

golongan ahli waris dzawul jurud/ dan ashabah. Prof Hazairin menyebut ahli 

waris dzul arham ini scbagai anggata keluarga menantu lalci-laki,59 sedangkan 

prof Mahmud Yunus menycbutkan ahli waris dzul arham adalcb l!llggota.keluarga 

yang mempunyai hubungan dengan abli pewaris tetapi hubungan itu telcb jauh.00 

Zawul arham, berasal dari kata Zawu, yang artinya orang-<>rang yang mempunyai, 

dan al-ar ham, jamak al-rahim, yang artinya keluargalkerabat. Zawul arham, ialah 

· mereka yang masih ada ikatan keluarga dengn orang yang meninggal, yang tidak 

masak ke dalarn kelompnk pertama dan kedua. Misalnya: kakek (bapak dari 

ibu/1 

2.5. Rukun Mewaris 

masalah kewarisan barn timbul apabila memenuhi rukun-rukunnya sebagai 

berikut:62 

2.5 .1. Harus ada muwarrits 

'
8 Masjfuk7..uhdi, Op.Cit .• htm. 64. 

"Hazairin, Op. Cit., hlm. 77. 

60 Muhammad Yunw, HuJ:um WarisWt Dalam !~lam, (Jaka:tta: Pu:rtaka. Mnhamadiah, 1974). 
him 60. 

61 Ma.sjfukZuhdi, Op. Cit., hlm. 64. 

62 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawan's, {Jakarta: Raja G:rafindo Persada. 199&). him 22-23. 
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Y aitu orsng yang meninggal dunia dan meninggalkan barta peninggalan. 

Syarntnya adalah bahwa muwarrits itu barus benar-benar Ielah meninggal dunia. 

Apakah meninggal secarn bakiki, secarn yuridis (bukumya) atau secarn taqdirl. Mat! 

hakiki adalah mali yang dapat dibuktikan dengan panca indta atau pembuktian 

menurut ilmu kadokteran; 

Mali hukumya maksudnya adalah seseotang yang dinyatakan atau dianggap 

telah meninggal dunia, disebabkan karena hilang dan tidak diketahui kabar batitanya, 

seperti berkeeamuk perang, pergi merantau di suatu tempat atau suatu negam. Orang 

yang hersangkutan dianggap sudah meninggalsejak ada putusan pengadilan. Sesudah 

itulah, kalau ada harta dan ahli warisnya dapat dilaksanakan pembagiau harta 

warisan. Penetapen karnatian seseorang harus o!eh.hakim, tidak boleh oleh ketentuan 

seseomng yang tidak mempunyai wewenang cuntuk menetapkanya. Mati taqdiri 

maksudnya, seseorang dlduga kuat mati kurana sesuatu sebah seperti mlnum raeun, 

dipaksa minum ractll4 terminum racun, dibunuh, bunuh diri atau terburuh. 

2.5.2. harus ada al-waris atau ahli waris 

Yaitu orang yang ak.an mewarisi harta warisan si mati karena memUiki 

dasar/sebab kewarisan seperti karena adanya hubungan darah (nasab) atau 

perkawinan dengan si mati.63 

2.5.3. harus ada al-mauruts atau al·mirats 

Y aitu harta peninggalan si mat! setelah diku!lll1gi biaya perawatan jena:zah, 

pelunasan utang dan pe!aksanaan wasiat Ketiga unsur tersebut merupakan lingkarnn 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental (rukun) 

terjadinya kewarisan. Jika salah satu unsumya tidak ada, mengakibatkan lidak 

berlakunya suatu kewarisan. 

2.6. Syarat..Syarat Mewarls 

Syarat-syaral pewarisan ada 3 (tiga) yaitu :64 

.w Muslicb Maruzl, Palwk-pakc!Jimu Waris. (Semarang: Muja.htdin, 1981), htm I L 
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2.6.1. Adanya orang yang meninggal dunia baik """""' hakikJ atau secara hukumnya. 

Jadi syaratnya adalah seseorang secara pasti telah rneninggal atau 

pertimbangan hukum. 

2.6.2. Ahli waris rnasih hidup secara jelas psda saat pewaris meninggal dunia. Ahli 

waris merupakan pengganti untuk menguasal warisan yang ditinggalkan oleh 

pewaris. Perpiodahan hak tersebut diperoleh. melalui jalan kewarisan. Oleh 

karena itu sesudah pewaris menioggal dunia, llhli warisnya hams benar-benar 

hidup.65 Termasnk dalam pengertian ini adalah bayi di dalam kanduugan (al

haml). Meskipun miJSih berupa janin, apabila d;!pst dipsatikan hidup, melalui 

gerakan (kontraksi) atau cora. lainnya, baginya berhak mendapst warisan. 

Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mongenai paling sadikit dan 

paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetabui kepadu siapa 

janin tersebutnkan dimuabkan.66 

2.6.3. Mengetabui golongan ahli waris. Hubungan antara·pewaris dengan ahli waris 

hams jelas, hal ini untuk mengatabui apakah ahli waris tersebut sebagai anak 

kandung, suami istri, saudara dan sebagainya. Dengan demikian dapat 

ditentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris. 

2.7 Penghalang Kewarisan 

Dalarn hokum kewarisan Islam seseorang dapat terhalang Wltuk menetima 

warisan atau menjadi ahH waris:67 

2.7.!. Ka:rena Berlainan Agama 

Artinya agama pewaris dengan ahli waris berbada. Hal ini didasarkan pada 

hadits rasul, rowahu Buohori dan muslim yang artinya "Orang Islam tidak 

6t Syech Ml.lhammad Ali Asb Shabuni, Huktun Wmis MelfW'Ut AI~ dan Hadits, 
(Bandung: Trigenda Karya. 1995). hlrn 16. 

Ri A. Rahmad Budiono, Pembahnru.an Htlhm /(I':IIIO.f'isan J;rlam Di /nd(Jr;Uia, (Bandung: 
Citm Aditya Bakti, 1999), hlm 10. 

66 Rofiq.Op. Cit., b1m 10. 

61 IbM. him 24-31. 
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mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi haria orang 

Islam" 

2.7.2. KarenaPembunuhan. 

Pembunulum yang dilakukan abli warls rerhadap pewaris menyebabkannya 

tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Hal ini sesuai 

dengan hadits Rasulullab SAW . yang artinya "Barang siapa membunuh 

seonmg korban, maka ia dapat mewarisinya,. walaupun korban tidak 

mempunyai abli waris seli!in dirinya sendiri. (Begitu juga) Wnlaupun korban 

'itu adalab onmg tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak 

berhak menerima warisan" 

2.7.3, KarenaPerbudakan 

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bakanlab karena status 

kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai haroba 

sabaya (budak). Mayoritas ulama sepakat babwa seorang budak terhal

untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan 

hukum. Sesuai deagan llrmao Allah SWT dalam sural al-Nabl : 75 yang 

artinya menunjukkan "Allah SWT Ielah membuat perumpamaan tJ>aknQ 

seorang budak (hamba sah(1}'11) yang dimilild yang tidak dapat her1indak 

terhadap sesuatupun ... ". Namun pada masa sekareng ini perbudakkan sudab 

tidak ada lagi 

2.8 Hak Dan Kewajiban Yang Berkaitan Dengan Harta Warisan 

Ada empat maca:m hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan adanya 

harta warisan:68 

2.8.1 Menyelenggarakan Pemakaman Jenazah 

Biaya untuk keperluan ini, termasuk biaya untuk memandikan, mengafanit 

mengangkut jenazah, menggali tanab, dan mengubumya, dibebankan atas harta 

paninggalan. Bila tidak ada harta paninggalannya, maka semua biaya yang 

berhubungan erat dengan keperluan tersebu~ dibebankan kepada anggota 

kuluarga yang berkewajiban menanggung nalkahnya. Bila tidak punya keluorga 

48 Masjfuk Zuhdi, Op. Cit., hJm. 58-64. 
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yang menangguog nafkahnya, maka segala biaya untuk keperluan pemakaman 

tersebut menjadi tanggungan Baitul Mal. 

Pengeluamn biaya dari harta peninggalan untuk keperluan pemakaman 

jenazah itu barus didahulukan atns pengeluamn-penge!uaran harta peninggalan 

untuk melunasi butang-hutang dari orang yang meningga! itu. Dan 

penyelenggarnan pemakaman jeoazah itu barus dilllksanakan dengan cara yang 

sederhana, tidak bo!eh berlebiban dan tidak boleh pnla kekurangan, sehingga tidk 

memenuhi ketentuan yang telah diteblpkan oleh agama. Karenanya, 

penyelenggaraan pemakaman jenazah secara berlebihan, tidak boleh biayanya 

dibehankan atns harta peninggalan, !etapi menjadi tanggung jawab anggota 

keluarga yang menyelengganakannya. Demildan pula apabila menguodang orang 

banyak untuk: tahlilan, atau membaca ayat..ayat aJ..quran atau membaca syair-syair 

dan membedkan makanan berluui-hari (misalnya 3 hari), maka segala biaya untnk 

keperluan tersebut, tidak dapat diambilkan dari harta peninggalan, tetapi harus di 

tanggung oleh anggota yang mengadakan hal-hal tersebut. kecuali Ielah mendapat 

persetujuan semua ahli waris; sebab. hal-hal tersebut tidak diperintahkan oleh 

agama.69 

2.8.2 Pelunasan Semua Hutangnya. 

11. 

Semua hutang yang dibuat semasa hidup ahnarhum dan belum sempat 

dibayar. harus dilunasi dengan menggunakan harta peninggalannya, sekalipun 

sampai habis semua 'harta peninggalan itu untuk menutup semua hutangnya. 

Kemudian apahila masih ada sisanya, maka sisanya inilah yang jamb untuk wasiat 

dan warlsan. Tetapi apabila harta peninggalan itu tidak cukup untuk menutup 

hutangnya, maka haria peninggalan dibagi untuk orang-<Jrang yang menghutangi 

menurut perimbangan (prosentnse) jumlah hutangnya kepada mereka. 

Adapun hutang orang yang meninggal yang ada hubungan dengan hak Allah, 

seperti zakat, nazar, dan sebagainya, menurut mazhab Hanafi, ahli waris tidak 

wajib membayar tanggungannya kepada Allah (seperti membayar zakat atau 

fill' Husnan Muhammad Makhluf, al-mawarisfi nllslam, (Mesir. darul Kutub, 1954), hlm.lOM 
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melaksanakan nazru:), selama ia tidak berwasiat untuk keperluan itu, dan ia tetap 

berdosa. Tetapi apabila ia berwasiat untuk memenuhl tanggungannya kepada 

Allah, maka ahli waris barus melakaanakan wasiatnya dengan menggunakan 

maksimal sepertiga dari harta peninggalan serelah dikumngi lebih dahulu dengan 

pengaluaran-pengeluaran untuk ongkos pemakaman dan untuk pembayarnn 

hutang-hutangnya kepada sesama manusia. Menurut mazhah Syafii, bila orang 

punya tanggungan kepada Allah dan kepeda sesama manusia, dan ia mati sebelum 

sempat memhayamya, sedangkan haria peninggalannya tidak cukup untuk 

rrrnlunasinya, maku yang wajib didahulukan adalah melunasi tanggungauuya 

kepada Allah. Ketentuan ini berdasarkun Had its Nabi: 

Seorang laki-laki datang kepada Nabi untuk membarilabukan bahwa saudara 
perempuannya telah nazar melakukan haji, dan ia telah mali sebelum sempat 
melaksanakan nadamya. Maka Nabi bertanya, «Sekiranya dia punya hutang 
kepada seseorang, apakah engkau membayamya?". Jawabnya: "Ya". 
Kemudian Nabi bersabda, "Lunaskanlab kepada Allah, karena hutang 
(tanggungan) kepada Allah adalali lebih bi:rhak (lebih wajib) uutuk dilunasi». 
(Hadits riwayat ai-Bukharii, Muslim, dan an-Nasai dari Ibnu Abbas)."' 

2.8.3 Pelaksanaan Wasiat-wasiatnya 

Hukum membuat wasiat ito wajib, apabila bersangkutan dengan tanggungan 

seseorang kepada Allah, misalnya zakat, dan nazar yang belum dilunasi/dipenuhl. 

Dalam hal ini, ahJi waris wajib melaksanakan wasiat~wasiatnya. sekalipun sampai 

mengbabiskan seluruh harta peninggalan. Meskipun_ demikian, ahli waris wajib 

rnelakaanaksnnya (wasiatnya) maksimal sapertiga dari haria peninggalan. Kalan 

wasiatnya melahihi sepertiga dari harta peninggalan, tidaklah dapnt dibenarkan, 

keeuali apebila ahli warisnya dapnt rnenyetujui, atliU tidak rnempunyai ahli waris 

sama sekaii. 

2.8.4 Membagikan Harta Peninggalan 

70 Ibnu sl-Diba' al Syalbani, Taisiru al wustifilajami'i al~Usul min Hadila al Rasul, juz I 
(Kalro: Oarul Kairo. 1934), bim. 313. 
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Islam (Qur'an dan Hadits) telah menetapkan slapa yang berbak menerirna 

warisan, urotan prioritasnya, dan baglan-bagian yang diterima oleh masing-masing. 

2.9 Wasiat 

2.9.1 Pengertian Wasiat 

Wasiat berasal dari bahasa AIIlb yaitu kala waslishaitu asy-syaia, ushi artinya 

auslraltuhu yang dalam Bahasa Indonesia artinya "Aku Menyampaikao sesuatu."71 

Sedangkao menurut Fiqh Islam bermacam-macam pengertian yang diberikan 

terhadap wasiat (testament) atau washiyyah Wasiat berdasarkao hukum perdata 

secara umum sama dengan pengertian hukum wasiat yang terdapat dalam hukum 

kewarisan Islam dan llUkum kewarisan Adat. Namun perbedaannya hanya pada 

bentuk wasiatnya, dimana· menurut bekum Eropa (KUH Perdata} barus dituangkan 

dalamsuatu akta dan .akta notaris (akta autentik), sOdangkan menunit bukum Islam 

dan hukum Ada! dapat berbentuk lisan dan tulisan. 

Perbedaan bentuk tersebut pada masa sekarang, terutarna di daemh perkotaan 

sudah tidak relevan, sebab pada umumnya bampir semua lapisan masyarakat sudah 

menuangkan wasiat dalam bentuk akta, misalnya dalam sua11J· kasus seseorang yang 

beragama Islam membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau wilsiat autentik, 

apakah pemberian wasiat tersebut dapat disebut berdasar hukum Eropa 

(menundukkan diri pada KUH Perdata) atau berdasar hukum Islam? Jika wasiat 

tersebut dikatakan berdasar hukam Eropa dengan alasan dibuat dalam bentuk akta 

Notaris (wasiat autentik) inaka pada masa sekarang sudah tidak bisa dipertahankan. 

Terlepas dari bunyi Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang 

menga!akao:"' "Hak bagi seorang muslim yang mempunyol sesuatu yang hendok 

diwasiatknn, sesudah bermalam selama dua malam liada lain wasiatnya itu tertulis 

pada amal kebajilrmmya". Wasiat adalah hak setiap muslim dan merupakan 

71 Sayid Sabiq, Op. Cit., him. 215. 

1l Suhmwardi K. Lubis dan Simanjuntak, Op.Ci't.)1lm 46. 
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perbuatan hukum sepihak, jadi tidal< memerlukan ijab kabul (serah terima) antara 

pewasiat dengan penerima wasiat., karena meninggalnya pewasiat merupakan 

ketentuan dari AUah dan tidak dapat diperkirakan kapan waktunya. Pada saat 

pewasiat meninggal, misalnya saat di tengah petjalarum (tanpa kehadiran pewasiat), 

maka wasiat yang dibuatnyamenurut pandangan hukum adalah sah. 

Berikut beberapa pengertian wasiat menurut beberapa pendapat antara lain 

sebagal berikut: Hanafi"' wasiat iafah memberikan hak memiliki sesuatu secara 

tabarru (sukarela) yang pe/aksanaannya ditangguhkan sete/ah adanya perlstfwa 

1rematian dari yang memberikan, balk sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. 

Malikiyah, 

wasiat ialah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghald 
sepertiga berta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuakan 
penggantian hak sepertiga barta peningga1an si pewasiat kepada si penerima 
wasiat sepeninggalannya pewasiat 73 

Menurut Undang-undang Mesir (Undang-undang Wasiat No. 71 Tahun 1946),_wasiat 

adalah tindakan seseorang terhadap harta peninggalan yang disandar/ran keadaan 

setelah meninggal. u 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,._wasiat (testament) ialah suatu al<ta 

yang memutJt pe.rnyataan seseorang tentang apa yang dfkehendakinya akan terjadi 

setelah ia meninggal dan yang akhirnya dapa! d;'cabul kembali.'5 

Menurut Hazairin~memberikan definisi wasiat sebagai berikut: 

"Wasiat ialah ketetapan seseorang sebelum matinya untuk mengeluarkan 
sesudah matinya sebagian dari harta peninggalannya untuk kepeduan orang~ 
orang dan badan-hadan yang ditunjukkannya, mungldn disertai dengan 
berbagai pesan-pesan lagi untuk dan kepada ahli warisnya 76 

71 Fatchur Rahman, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: At·Maarit; 1975),hlm, 203. 

14 M Idris Ramutyo, Op. Cu •• hlm. 304. 

1
$ R. Subekti, Op. Cit., Pasa.l 875 

16 Hazairin, Hukum Kelu:funrgaan Nasitmal, (Jakarta: Tintamas, I969), blm. 48. 
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Menurut Saefudin ariel; wasiat adalah pernyataan atou perkataan orang lain lrtlpoda 

orang lain bahwa Ia memberikan hartanya lrtlpada orang lain, membebaskan hutang 

or.ang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaamrya setelah ia 

meninggal dunia. 11 

Dad berbagai pengertian wasiat tersebut penulis mengambil kesimpulan 

bahwa Wasiat ia!ah Pemberian bak (kepada seonmg atau badan) untuk memi!iki ateu 

memanfaatkan sesuatu, yang ditlngguhkan pernberian hak tersebut setelah 

pemiliknya meninggal, dan tanpa disertai imbalan atau penggantian apa pun dari 

pihak yang menerima pemberian hak itu. 

2.9.2 Dasar Hukum Wasiat (washiyyah) 

1. Menwut al-Qur'an 

- QS. ai-Baqarah (II) : 180. Viwi1jlbkan alas kamu, apabila seSIUJrang di antara kamu 

kedatangan (Ianda-Ianda) akan mali, apablla Ia mempanyai haria yang banyak, 

berwasiat untuk ibu bopak dan kaum kttrabatnya.1g 

- QS. ai-Baqarah (II) : 181. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia 

mendengamya, maka sesun[jguhnya dos(mya untuk orang-orang yang mengubah. 79 

- QS. ai-Baqarah (II) : 182. A/am lelapi barang siapa khawatlr terhadap orang-orang 

yang herwasiat itU berlaku berat sebefab atau berbuat dosa, /alu ia mendamaikan 

antara mereka. malr.a tidaldah ada dosa baginya.80 

- QS. al-Maidah (V) : 106. Se.seorang yang aktm berwasial, maka hendaklah 

disaksikan oleh dua orang saksi yang adil di ontara kamu. 81 

- QS. an-Nisa (IV) : llg. Pembagian yang dlmaksud dalam Q. IV : 1I huruf a 

sampai dengan hunif t itu adalah setelah dikeluarkan wasiat ataul dan 

hutangmu. 82 

11 Saefudin Arief. Op. Cit., him . .32. 

1
' Departemen Agama, AI Quran dan Tefjemahannya, (JIIkar!.a: Bumi Restu, 1974), him. 44. 

79 ibid., him. 44. 

110 ibid, 

'
1 Ibid, 
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- QS. an-Nisa (IV) : 12c wasiat otau/dan utangmu 

- QS. an-Nisa (IV) : 12f wasiat atauldan utangmu 

- QS. an-Nisa (IV) : 121 waslat atau!dan utangmu 

- QS. an-Nisa (IV) : !76f waslot atau!dan utangmu 

- QS. ai-Baqarah (II) : 240. Dan orang-orang yang akan meninggal diantara kamu 

dan meninggalkan isteri. lumdaklah berwasiat unruk istrl (istri-islri). diberi 7UJfkah 

hingga setahurr dengan tidak disuruh pindah dart rumahnya83
• 

2. Hadits 

- Hadits, Rawahul Tirmidzi dari Abu Hurairah RA: "Sesurrgguhnya Allah telah 

memberikan hak kepada setlap orang yarrg berhak dengan demi/aarr tidak ada 

wasiatlr:epada ahltwaris". 

- Pendapat Imam Syafii berdasarklln, Hadits Rasul SAW. Al-Daruquthny: "Tidak nda 

hak untuk menerima wasiat bagi orang yang menerima pusaka, kecuali para ahli 

warisnya membolehkannya. Menurut Fuqaha Syiah boleh berdasarklln" (QS. al

Baqarah (II) : 180) 

- Hadits rasul rawahul Bukhari: 

Allah SWT memerintahklln sedekah kepadamu sepertiga harta untuk 
menambah amal-amalmu sekalian, maka keluarkllntah sedekah itu 
menurut kesukaanmu atau untuk menamhah kekurangan-kekurangan 
amal perbuatannya pada waktu masih hidup. 

3. Hukum Positif 

Pasal 194 ayat l, Bah V, Buku II Kompilasi Hukum Islam, yang herbunyi; Orang 

yang telah be:romur sekurang·kttrangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya 

paksaan dapat mewasiatkan sebagfan haria bendatrya kepada orang lain atau 

lembaga. 

Berwasiat dapat dikatakan sebagai cita~cita manusia supaya amal 

perbuatannya di dunia diakhiri dengan amal-amal kebajika.n untuk menambah ama1 

12 Ibid., 

;n Ibid., him. 59, 
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tabarruknya kepada Allah yang telah dimilikinya sesuai dengan apa yang 

diperintahkan Rasulullah SAW. 

2.9.3 Hukumnya Berwasiat menurut huknm Islam 

l. Wajib 

Berwasiat itu hukumnya wojib, apabila wasiat itu untuk pernenuhan hak-hak Tuhan 

yang dilalaikan oleh wasiat. Misalnya, zakat yang belum dibayar, lwfarah, nadzar 

firjyah, pusaka, haji titipan orang, hutang-hutang dan lain,lain. QS. an-Nisa (IV) :llg 

dati Ibnn Hazarn. Ibnu Ya~ir. 84 

2. Snnnah 

Untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti 

berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim, bertujuan bertabarruk kepada Allah 

menambah amal memberikan sumbangan kapada kerabat yang kuknrangan dan 

lernbaga sosial." 

3, Haram 

Ber.:Yasiat untuk keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat

tempal perjudian, pencurian dan sebagainya. Lihat QS. ai-Baqarah (II) : 182 

4.Makruh 

Makruh hukumnya apabUa berwasiat untuk seseorang, apabila dengan wasiat itu 

mereka menjadi merniliki sifat yang negatif dan tambah melaknkan perlmatan yang 

tercela. Kalau kemudian menjadi orang baik dengan wasiat itu sunnah bukumnya.86 

S.Mubah 

· Ben\>asiat yang ditujukan kepada kerabat atau tetangga yang pcnghidupannya mereka 

tidak kekurangan. Dalam hal berwasiat kepada ahli Waris87
, H117.airin bal]K'ndapat 

babwa boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan yang mendesak kerena perlu 

biaya pengobatan yang besar, pendidikan anak-anak yang masih kecil-keeil dan perlu 

M Fatdtur Rahman. Op. Cit., him 207. 

0 M Idris Ramulyo, Op, Cit., hlm 306 

$$Ibid., hint 307. 

111 Azhar Ahmad Basyir, Op. Ctt., him. 19. 
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biaya banyak untuk biaya pendidikan atau perawatan sedangkon ahli waris lain sudah 

cukup mampu. 88 

2.9.3.1 Rukun wasiat 

Ada 4 macam rukun wasia~ yaitu:" 

I. OrangYangBerwasiat(mushl) 

a. Baligh (dewasa) 

b. Berakal sehat (aqil) 

c. Bebas menyatakan kehendaknya 

d. Merupakan tindakan tabarru (denna) 

e. Tidak dibawah curatele 

f. Islam 

2. Orang YangMenerima Wasiat (Musha-/ahu) 

a. Harus dapat diketahui dengan jelas siapa yang menerlma wasiat itu, nama 

badan atau organisasi tertentu atau masjid-masjid. 

b. Telah wujud (ada) ketika atau pada waktu wasiat dinyatakan ada 

sahenarinya tau ada yaridis misalnya anak dalam kendungan. 

c. Bukan tujuan kemaksiatan 

3. Suatu Yang Diwasiatkan (Musha-bihl) 

a. Dapat berlakn sebagai harta wariSllllatau dapat menjadi obyek perjanjian. 

b. Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan. 

c. Hak milik pewasiat (mU$hl). 

4. Sighat (lapaz) wasiat 

Disaratken dengan kalimat yang dapat dipehamkan untuk berwasiat. [jab pertanyaan 

kehendak dati mushi (pewasiat mutlak). Kabul (penyataan menerima dan musha lahu 

atau penerima wasiat tidak mutiak}. Menurut KUH Pcrdata (BW} Pasal 887; Wasiat 

tidak memandang agama 

11:11 Hazairin, Op. Cit.,hlm. 74. 

119 M ldris Rnmulyo, Op. Cit, hlm • .J0&-309. 
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2.9.3.2 Batalnya Wasiat90 

I. Mushi {pewasiat) menarik wasiatnya. 

2. Mushi kehilangan keeakapan untuk bertindak. 

3. Mushi meninggalkan hutllng yang mengakibatkan habis luu1anya pembayaran 

hutllng (hadits ali bin abu lhalib). 

4. Muslw-lahu (penerima wasiat) meninggal dunia lebih dahulu dari mushi. 

5. Musha membunuh mushi (hadits al.darquthny) 

6. Musha~lahu menolak wasiat. 

7. Musha-bihi (sesuatu yang diwasiatkan) itu keluar dari milik mushi sebelum 

meninggal. 

2.9.4 Wasiat Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalatn hal adanya ltarta bersama, 

apabila ada seseorang yan~r beragama Islam wafat dan ahli warisnya tidak mau 

mengganakan hukmn kewarisan Islam, misalnya karena istri dalam perkawinan 

dengan harta barsama dan mempunyai anak-ruiak (suami meningalkan anak 

disamping is!rl) bagian wllfisannya akan Jebih besar jika menggunakan B.W. daripada 

jika mengganakan hukum kewarisan Islam. Safrudin Prawiranegara menyatakan 

bahwa hukmn lslam dalam bidang kewarisan itu adalah voluntary law dan bukan 

compulsory law!' sedangkan Notaris Ridwan lnrim mempergunakan istilah voluntary 

law ini dengan istilah lain, yaitu optionallaw.92 Bahwa sebenamya hulrum kewarisan 

adalah cnmpulsmy (keharusan) karena orang Islam harus mengikuti hukmn Islam 

secara keseluruhan. Hal ini aebagaimana disebut.kan dalam AI Quran surat A! 

Baqarah (U) ayat 208 yang bcrbunyi: llai orang-orang yang beriman, nW~ii!Jah 

kamu ke dalam Islam seeara keseluruhannya, dan janganiah komu tuntt langkah

langkah setan. Sesungguhnya seran itu musuh yang nyata bagimu. Pengertian hak 

91 Safrudil'l Ptawlrnnegara, "Hukum Kewnrisan Islam", Panji Masyaraka.t (April 1981} : 25. 

~ M. Ridwan lndm., Hukum Waris Di indonesia (Menurut B.W. Dan Kompilasi Huk:um 
Islam), (Jakarta: CV Heji Masagung. 1993), hlm. 12. 
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opsl dalam perkara kewarisan adalah bak untuk memilih hukum warisan apa yang 

dipergunalmn dalarn menyeisanikan pembagian warisan."' Hal ini disahahkan oleh 

beberapa faktor: 

I. Dalam Undang-undang No. I Tahun 1974 tidak mewajibkan seorang 

yang beragama Islam tunduk pada hukum Kewarisan Islam karena tidak 

dinyatakan dalam Undang-undang mengenal hal tersebut maka tidak ada 

sanksi hukum yang dapat dikenakan kapada para pelaku. 

2. Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 

dalam penjelasan Umum angka 2 alinea keenam menyebutkan 

bahwa:"Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum 

berperlwra dapat mempertimbangkan untuk memiHh lrukum apa yang 

akan dipergunakan dalam pembagian warisan." Hat ini berarti UU 

masih memhuka kemungklnan tentang hak opsi, hak dimana para ahli 

waris memiliki hak untuk memitih hukum waris mana yang mereka 

suka.i untuk menyelesaikan perkara warisan mereka, Hal ini karena 

berlakunya asas personaiitas keislaman. Maksud dati asas personalitas 

keislaman ini adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada 

kakuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, hanya mereka 

yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk agama 

lain (non muslim) tidak tunduk kepada kekuasaan badan peradilan 

tersebut. 94 

Namun dengan lahimya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan 

atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Teljadi perahahan 

dan perabahan-perubaban tersebut terutama mengenai hak opsi (pilih) bagi pihak 

113 Yut1ito Rosniati, ''Akibat Hukum Pemberian Wasiat Autentik Kepada Ahli Warls Menurut 
Hukum Kewttriw'r blmn Di lnd~ia (Putt:tmn Pengadilan Agruna Saqjerma:!ir'l Nomcr 520./Pdi.. 
Gfi992/ PA Bjm Dan Putusan MA No. 75k/AGfl995)," (Tesis: Fakultas Hukum Magister 
Kenolariatan,. 2007), him. 56, 

oM Cik Hasan :Sisri, Perodilon Agama Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), him. 151. 
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yang beq>ekara sudah dihapus sehingga penjelasan umumnya dan kewenangan 

mengadlli perkaranya dalam Pasal 49 sudah sejalan dimana dalam hal ini perkara 

wasiat bagi orang-orang yang beragama Islam menjadi Kompetensi absolut 

lingkungan Peradilan Agama. Akibatnya setelah adanya Undang-undang No. 3 Tahun 

2006 orang-orang yang beragama Islam tidak dapat lagi melokukan penundukon diri 

terhadap hukum waris selain hukum woris Islam. 

Ditinjau dari segi hukum Islam penghapusan hak opsi ini sudah sesual dengan 

prinsip keworisan Islam. Hak opsi ini dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip 

hukum waris Islam dimana bagi orang Islam sehorusnya hanya menggunakan hukum 

woris Islam, namun hak opsi ini malah memborikan pilihan kepada oraag Islam untuk 

menggunakan hukem waris lain selain hukem Islam, yaitu hukara waris barat atau 

hukum waris ada!. Penghapusan hak opsi ini sernakin memantapkan penerapan 

hukum keworisan Islam kepada pemeluknya. Namun demikian M Yahya Harahap 

dalarn bukunya beq>endapat jika hak opsi tersebut tidak togas menunjuk kearah 

pengarnbilan salah satu sistem tata hukam keworisan lain, misalnya para pihak yang 

menyimpang dori ketentuan jumlah por:si yang ditentuan dalam htlkem worisan Islam, 

dan tidak membuka kesempatan untuk mernilih salah satu sistem hokum warisan lain, 

maka hak opsi yang demikian masih dianggap dalam kerangka pemantapan 

penerapan hukem worisan Islam." Hal ini tentu saja berbeda dengan pengaturan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun !989 yang dapat kita lihat perbandingannya dalarn 

hagan bcrikut ini: 

BABIII 

KEKUASAAN 

PENGADILAN 

UU No. 7 Tahun Penjelasan Atas UU No. 3 Tahun Penjelasan Atas 

'1:'i M. Yahya HaniDap, Kedudukan Kewenangan J)qn Acora Peradflan AgamtJ {Umit:mg
Undang Nc. 7 Tahun 1989). (jakarta; Pustaka Kartini, 1997), hal. 166 

Universitas Indonesia 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



1989 Tentong 

Peradilan Agama 

Pasal49 

(!) Pengadilan 

Agama bertuga, 

,berwenang 

memeriksa dan 

mernutus dan 

menyelesaikan 

perkara di tingkat 

pertama antara 

orang-orang yang 

beragama Islam di 

bidang: 

a. Perkawinan 

b. Kewarisan, 

wasiat dan 

hibeb, yang 

dilakukan 

berdasarkan 

hukum 

islam; 

c, Wakafdan 

UU No, 7 Tahun 

1989 Tentllng 

Peradilan Agama 

Pasal49 

Ayat(l) 

Cukupjelas 

2006 Tentllng 

Perubahan Alas 

UU No. 7 Tahun 

1989 

Pasal49 

68 

UU No. 3 Tahun 

2006 Tentllng 

Perubahan Atas 

UU No. 7 Tahun 

1989 

Angka37 

Pasal49 

Pngadilan 

bertug ... 

Agama Penyelesaian 

dan Sengketa tidal< 

berwenang 

memeriksa, 

memutus, dan 

menyelesailcan 

perkru:a di tingkat 

pertama an tara 

onmg-<>mng yang 

beragama Islam di 

bidang: 

a. Perkawinan 

b. Waris 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. lnfaq 

h. Sbadaqah 

dan 

hanya dibata.sl di 

bidang perllankan 

syarl'ah, melainkan 

juga di bidang 

ekonomi syarl'ah 

lainnya Yang 

dilnaksud dengan 

''antara orang~ 

orang yang 

beragama Islam" 

adalah tennasuk 

oflll1g atau badan 

hukum yang 

dengan sendirinya 

menundukk:an diri 

dengan sukarala 

kepada hukum 

Islam mengenai 
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sadaqah i. Ekonomi hal-hal yang 

(:l.)Bidang syariah menjadi 

Perkawinan kewenangan 

sebagaimana yang perodilan agama 

dimaksud dalam sesuai ketentuan 

ayat (1) hurufa Pasal ini. 

ialah hal-hal yang Huruf a .................. 

diatur dalam atau Hurufb 

berdasarkan Yoog dimaksud 

Undang-undang dengan waris 

mengenai adalah penentuan 

penkawinan yang siapa yang menjadl 

berlaku. ahli , waris, 

penentuan 

mengenai harta 

-peninggaian, 

penentuan bagian 

- masing-masing ahli 

waris dan 

melaksanakan 

pembagian harta 

peninggalan 

tersebut serta 

penetapan 

pengadilan alas 

permohonan 

seseorang tentang 

penentuan siapa 

yang menjadi ahli 
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waris; penentuan 

bagian mastng-

masing ahli waris 

Amandemen Undang-undang nnmor 7 Tahun 1989 menjadi Undang--undang 

nomor 3 tahun 2006 adalah suatu hal positif, karena Undang--undang ini dimaksndkan 

untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada Undang-undang yang lama. Dan peran 

penting pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 

sangatlah diperlnkan saat ini, rnengingat Undang-undang ini masih tergolnng baru. 

Kurangnya sosiatisasi atas UndangAundang ini) menurut pendapat penulis dapat 

menimbulkan kurang efektifnya Undang-undang ini terutama mengenai hukum 

kewarisan itu sendiri. 

2.9.5 Wasiat Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam 

Dalam Iokukarya yang diadukan di Jaksrta tanggal 2-5 Februari 1988 telah 

menerima dengan baik Rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I 

Tentang Hokum Perkuwinan, yang sekarang sudah menjadi Undang·Undang No. I 

Tahun 1974, Buku ll tentang hokum kewarisan,Buku ill Tentang Hukum Perwakulan 

yang saksrang telah menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 2006, berdasarkan 

lastruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, Presiden Republik 

Indonesia menginstrukaikan Mentri Agarna untuk menyebarluaskan Kompilasi 

Hukum Islam. 

Syarat-syarat Pemberi Wasia~ yaitu:" 

I. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun, berakal Sehat dan 

tanpa adanya Paksaan dapat mewasiatkan sebagian barta bendanya kepada 

orang lain atau lembaga. 

2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakun hak dari pewasiat. 

3. Pemlihan huk terhadap barang atau benda yang diwasiatkan adalah setelah si 

pewasiat meningga1 dunia. 

91':1 Lffi.at: Pasall94 ayat 1, 2 den3, Kompilasi Hulrum Jslam. 
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Diephuis, Land, Meijers dan Veegens memilikl pendapat mengenai 

pengertian aka! seha~ mereka berpendapat bahwa:"' 

Selain daripada orang gila, juga mereka yang kehilangan aka! sehat seperti 
karena sangat malruk lltau demam berat hams dianggap tidak cakap pula. 
Apakah seorang pamlruat wasiat itu waras atau terganggn aka! sehataya, 
horus dibuktikan olen mereka yang menyangkal tidak sahnya suatu wasiat 
Notaris sama sekali tidak berwenang untuk menentukan masalah ini. 
Demikian. apabila dalam surnt wasiat terdapat klausul bahwa pada waktu 
pembuat wasiat menandatangani surat itu ia sedang dalarn keadaan sen~ 
tldak berarti apa-apa. Ketiadaan aka! sehat dapat dibuktikan oleb saksi-saksi 
dan pada waktu itu, akta itu tidak dapat dituduh palsu. 

Jadi akal sehat bukan hanya terbams pada kehilangan ingatan, akan tetapi juga mabuk 

atau demam beret dapat dikategorikan sebagai kahilangan aka! sehat, dan pembuktian 

atas aka1 sehat pewasiat ini horus dibuktikan dihadapan pengadilan, dan notaris tidak 

dapat dituntut dan akta yang dibuatnya adalab palsu apabila dalam akta wasiat sudah 

terdapat klausul bahwa pumbuat wasiat yang menandatangani akta tersebut 

rnenyatakan diri dalam keadaan sehat, sadar dau tanpa pakaaan dalam membuat akta 

wasiat tersebut. 

Syanat sahnya pelaksauaan wasiat adalah:% 

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis 

dihadapan dua orang sak:si, atau dihadapan Notaris, 

2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyakuya sepertiga dari harta warisan 

kecua1i apabila semua ahH waris menyetujui. 

3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. 

4. Pemyataau persetujuan pada pain (2) dan (3) dibuat seeara lisan di hadapan 

dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris 

Penyebab hatalnya suatu wasiat adalah:"' 

'TI Komar Andasasmita, No/oris DI Huhmr Harta Perkawinmr Jan Warts, (ikstan Notarfat 
Indonesia: Jawa Bamt, 1991), hlm. 248. 

911 Lihat: Pas6ll95 :tt::ompil~ Huk:um Islam, 

99 Lihat: Pasa1197 Kwnpllasi Hukum Islam. 
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(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim 

yang telab mempunyal kekuatan hukum tetap dihukum karena: 

a. Dipersalahkan telab membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat kepada pewasiat; 

b. Dipersalahkan seoara memfitnah telab mengajukan pengaduan bahwa 

pewaslat telah melakukan sesuatu kejabatan yang diancam hukuman 

lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; 

c. Dipersalahkan dengan kekerasan alan ancaman mencegah pewasiat 

untuk membuat atau mencabut atnu merubah wasiat untuk kepentingan 

caJon penerima wasiat; 

d. Dipersalahkan Ielah menggelapkan atau merusak atau memalsuken 

surat wasiat dan pewasiat. 

(2) W asia! menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: 

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia 

sebelum meninggalnya pewasiat; 

b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia meno!ak: untuk 

menerlmanya; 

c. Mengetahui adanya wasfat itu, tetapi tidak pernah menyataka.n 

menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya 

pewasiai. 

(3) Wasiat menjadi batalapabila yang diwasiatkan musnah. 

Pihak-pihak yang tidak boleh menerima wasiat adalab: 

I. Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang rnelakukun pelayanan 

perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang mernberi tuntunan 

kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuaH 

ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.100 

100 Lihat: Pasal2(}1, Kompilasi Hukum Islam. 
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2. Wasiat lidak boleh diberikan pada Notaris dan saksi-saksi pembuat ak!a 

tersebut.101 

Dalam Kompilnsi Hukum Islam juga dikenal mengenai pencabutan suatu 

wasiat apabila si pembuat wasiat menghendakinya, narnun pencabutan wasiat ini 

rnemiliki tata cam tersendiri. Tata cara yang diatur dalam Kompilasi Hukurn Islam 

terdapat dalam Pasal 199 yang berbunyi: 

1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama cal on penerima 
v;asiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan 
persetujuan tetapi kemudian menarik kembali. 

2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan 
disaksikan oleh dua orang saksi atau tertuns dengan disaksikan 
oleh dua orang saksi atau berdnsarkan akta Notaris bila wasiat 
terdahulu dibuat secara lisan. 

~) Bila wasiat dibuat secara lertulis, maka hanya dapat dicabut 
dengan cars. tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau 
berdasarkan akta Notaris. 

4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat 
dicabut berdasarkan akta Notaris. 

DaJam hal pembuatan wasjat secara tertutup KompiJasi Hukum Islam 

mengatumya pada Pasa1203 dan Pasal204. 

Pasal203 

1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka 
penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya. atau di 
tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya. 

2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pnsal 199 
maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali 
kepada pewasiat. 

Pasal204 
I. Jika pewasiat meninggal dunia, maka sumt wasiat yang lertutup 

dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli 
waris, disaksikan dua omng saksi dan dengan membuat berita 
acara: pembukaan surat wasiat itu. 

2. Jika sumt wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris 
maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat 
atau Kantor Urusan Agama setempat dan solanjutnya Notaris 

101 Ibid., Pa<lal 208, 
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atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana 
dltcntuka.rr dalam ayut (I) Pa:sal ini. 

3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka 
oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan lrepada 
peneri11!3 wasiat guna penyelesaian selanjutnya. 

Sehubungan dengan telah dieabutnya wasiat tersebut maka Pasal 203 ayat (2) 

Kompilllsi Hukum Islam menyataka.rr bahwa surat wasiat yang dicahut itu disetahka.rr 

kernbali kepada pewasiat 

Harta warisan yang diwasiatkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam 

hanya boleh 113 (seperiiga) dari harta werisan. Apabila wasiat melebihi 1/3 

(sepertiga) dari barta werisan sedangkan ahli waris ada yang tidak rnenyetujui, maka 

wasiat banya dilakaanakan sampai 1/3 (sepertiga) harta warisnya. Dalam hal barta 

wasiat yang berupa barang tnk bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami 

penyusutan atau kerusakan yang teljadi sebelum pewasiat meninggal dunia, rnaka 

penerima wasiat hanya akan menerlma lwta yang tersisa. Ketentuan wasiat sebanyak 

1/3 (sepertiga) deri barta warisan ini sifutnya tidak rnutlak karena selama ahli waris 

menyetujui lebih deri sepertiga Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan itu, 

akan tetapi sampai batas berapa harta werisan yang disetujui oleh ahli waris untuk 

diberikan dalam wasiat tidak diatur. 

Dalam pengaturannya Kompilasi Hokum Islam juga mengatur perihal adanya 

suatu keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang dapat membuat surat wasiat 

dengan cara yang berbada dengan pembuatan wasiat pada umumnya.102 Keadaan 

tertcntu tersebut adalah apahila dalam keadaan perang, pera anggota tentara dan 

mereka yang tennasuk dalarn golongan tentara dan berada dalam daetah pcrtempuran 

atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehka.rr 

membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleb 

dua orang saksi. Keadaan tertentu lainnya yang diatur dalam Kampilasi Hukum 

Islam adalah mereka yang berada dalarn perjalanan melalui !aut dibolehka.rr membuat 

sural wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejahat tersebut tidak 

100 Lihat: Pasal 205 dan 206 Kompila'\i F[ukum Islam. 
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ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadirl oleh dua 

orang saksi. 

Persoalan wasiat ini opabila dihubungkan dengan persoalan pembagian horta 

warisan, rnaka perlu terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal barolah kemudian 

harta tersebut dibegikan kepada ahli waris sebagaimana temyata dalam diagram 

berikut ini: 

SW'llt ~ dari 
... ,.,., AgmM 
lllilll .rom. ~@;illl 
waru oleh pam llhli 
warn }'llllg d(ketahu.l 
okh lw:P dan eawt 
tmtlng llhti: wmis 

Pro= Pclal!sanaan 
PembagiMHarta 

Peninggalan 

~ll:rungan ~ boUiu -instansi yang 

"""""""'""' ruenetsngbu alb auw 
tidaknya wasiat yang 

dibuat oleh IHl.toris. 

Hal tersebut berlaku juga dalam hal pembagian harta peninggalan berdasarkan 

hukum waris barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

hukum waris adat, hanya saja Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber 

hukum positif hagi hukum kawarisan untuk orang-orang Islam di Indonesia masih 

berpayung dari lnstruksi Presiden (Inpres) yang kedudukannya lebih rendah daripada 
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2.9.6 Peran Notaris: Sebagai Pelaksana Pembagian Warisan. 

Notaris ada~ah salah satu pejabat pelaksana pembagtan warisan, liJJ dalarn 

melaksanakan tugasnya tersebut notaris horus mengikuti peraturan yang berlako di 

Indonesia. Apabila dikailkan dengan Paso! 38 ayat 2 buruf c Undang-undang nomor 

30 tahun 2004 rentang peraturan jabatan nolaris tersebut dapal disimpulkan bahwa 

Notaris a.dalah satu~saiunya pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat 

semua akta otentik tentang perjanjian dan perbuatan bukum dan penetapan yang 

dikehendaki oleh semua pihak. Dalam pengertian lain notaris berwenang membuat 

sernua akta otentik kecuali ditugaskan kepada pejabat lain yang disebut secara khusus 

dan jika wewenang tersebut sudah diberikan kepnda pejabat lain maka notaris tidak 

berwenang lagi untuk membuat akta yang bersangkutan. Contoh: notaris tidak 

berwenang membuat akta peralihan mengenai tanah baik yang sudah berserlifikat 

rnaupun yang belum bcrsertifikat karena berdasarkan P3sal 19 Peraturan Pemerintah 

no. 19 tahun f961: Perbuatan akta peralihan tersebut harus dilab."Ukan di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Contoh lain akta kelahinm dibuat oleh Pejabat Catatan sipil dan notaris tidaJ: 

berwenang untuk itu, Dalam praktek, masyarakat diwajibkan uotuk membuktikan 

tindakan pemilikan atau tindakan Hukum berdasarkan pembuktian dalam Pasal 1867 

K.U.H Perdata yang herbunyi "Pembukiian dengan tulisan dilakukan dengan rufisan~ 

tulisan dibawah Iangan. SeJanjutnya Pasal 1868 K.U .H Pcrdata menyebutkan: "Suatu 

Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang

undang, dibuat oleh atau dihadapan pega»'ai-pegawai umum yang berkuasa untuk 

ilu di tempat di mana akta dibuatnya". 

:m Lihat Pnsal 38 ay.n 2 buruf c Undang-Undang NQmor 30 Tahun 2004 Tentang Jnbatan 
Nmaris 
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Akta Notaris sebogai akla otentik memflunyai tiga kekuatan pembuktian 

yaitu: 104 

I. Kekuatan Pembuktian Lahiriah 

artinya kemampuan akta itu sendiri untuk rnembuktikan dirlnya sebagai ak.ta 

otentik) kemampuan mana tidak dimiliki oieh akta dibawah tangan. 

2. Kekuatan Pembuktian Formal 

artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam mlisan ltu, 

sebagaimana yarl.g tercuntum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa 

yang diuraikan oieh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan 

disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Singkatnya akta itu 

membuktikan kebenaran dari apa yang disakaikan, yakni yang dilihat, didengar 

dan juga di1akukan sendiri oleb notaris sehagai pejabat umum didalam 

menjalankan jabatannya. 

3. Kekuatan Pembuktian Material 

artinya akta itu memberikan pembuklian yang dalam tentang kebenaran dari apa 

yang tercantum dalam akta ini. 

Perbedaan antara akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan 

okta yang dibuat dibawa.h langan ialah: 105 

1) akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan bunyi Pasal UUJN 

yang mengatakan menjam1n kepastian tanggalnya dan seterusuya sedang 

mengenai rangga! dati akta yang dibuat dibawa.h tangan tidak selalu 

demiklan). 106 

let G.H.S Lumban Tobing, Op. CfJ., hlm. 5.5·59. 

l~! !bld., hhlL 56. 

I% Lihat Pasal 38 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris 
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2) Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal membpunyai kekuatan 

eksekutorial seperti putusan hakim. sedang akta yang dibuat dibawah tangan 

tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial 107 

3} Kernungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar 

dibanding dengan akta otentik 

Karena itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar, 

isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenamya, rnenjadi terbukti dengan sah 

diantara para pihak, dengan pcngertlan: 108 

a. Bahwa akta itu, apahila dipergunakan di muka peradilan adalah cukup bahwa bagi 

hakim tidak diperlukan untuk meminta tanda bukti lainnyn. Disamping itu; 

b. Bahwa pembuktian sebaliknya sena.ntiasa diperkenankan dengan alat-alat 

pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menumt Undang-undang 

Kita juga mengenal yang disebut dengan akta para pihak (akta parlij) dan akta 

pejabat (akta re/aas). Akta pal'lij adalah akta yang dibuat berdasarkan keterangan dan 

pengakuan para pihak dihadapan notaris, contohnya adalah kemauan terakhir (wasiat) 

Sedangkan akta relaas adalah akta yang dibua! oleh. notaris. Seperti: risalah rapat, 

berita acara, dan lain-lain. 109 

Notaris merupakan satu diantara pejahat yang dapat mengetahuinya ke dalarn dan 

membantu kehidupan keluarga seseorang. Berapa banyak hubungan kekeluargaan dan 

masalah keluarga yang dipaparkan dan dinngkapkan kepada notaris dimana hubungan 

itu benar-benar harus dlketahui oleh notaris untuk dapnt diselesaikan sebaik-baiknya. 

Hal ilu perlu, karenu hubungan kebendaan diantara para anggota keluarga tidak 

terlepa:s dari hubungan darah dikalangan mereka. Misalnya dalam pembualan surut

surat wasiat, akta perjanjian kawin dan penyelesaian pemisahan dan pembagian lmrta 

107 G.H.S Lumbnn Tobing, Op. Cif., him. 56. 

108 Habib Adjie, "Klasifikasi Akta Notaris yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Scbagai 
Akta dl Bawah Tangan dan Batal Deml Hukum Berdasar 'Jndang-Unrlang Jabatan No!aris (UUJN),'' 
h.!!R;L~!Wlibadjie.comlm.tikel!KlASIFIKASf%20AKT~ 12 Februari 2009. 

Hl
9 G.H.S Lumban Tobing. Op. Cit,, him. 51-5.2, 
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peninggalan (P2HP). Dalrun pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta 

peninggalan, notaris berperan menentukan muiai dari bagian masing-masing ahli 

\Varis sampai dengan kepada siapa-siapa saja harta warisan itu dibagikan, Hal diatas 

aclalah peranan notarls dalam hukum keJuarga. 

Sebenarnya dengan akta yang dibuatnya.. notads sudah berperan dalam 

pembangunan hukum nasional. Sebagai contoh, nkta notaris merupakan salah satu 

sarana untuk mencegah terjadJnya perkara-perkara dalam bidang hukum. Dalam hal 

pembangunan ekonomi peran notaris diantaranya adalab denga.n membuat akta 

peljanjian kredit. a.lcta kuw;a, memasat1.g hipotik) aktujual bcli dan lain~lain. 

Seiain Notaris pejabat lain yang berwenang untuk membuat surat keterangan 

warls adalah sebagaimana temyata dalam diagram berikut ini 1111 
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1v1 Disampaikan o!eh Darwani Siddle, dalam perkuliahan "Tehnik Pembuatan Akta Hl'', pada 
Fakultas Hukum Magister Kenotarian Universitas Indonesia, di Depok, 6 Fcbruari 2009. 

Universitas Indonesia 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



80 

Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa yang berwenang umuk membuat surat 

keterangan waris bukan hanya notaris. tetapi juga insititusi pemerintah~ Balai Harta 

Peninggalan, dan lurahfcamat. Yang membedakan antara satu dencan yang luinnya 

ada!ah subyek dari surat keterangan warls tersebut dan keterangan waris yang dibuat 

selain oleh seorang Notaris mernil!ki beberapa kelemahan, kelemahan tersebut 

misalnya saja pada pembuatan surat keterangan WilJ'is yang dibuat oleh lurah atau 

camat yaitu:ll 1 

1. Format keterangan waris yang diketahui oleh RTIRW, lurah, camat ini 

tidak memiHki standar, karena bentuknya bennacam-macam. 

2. Data yang terdapat dalam keterangan waris kurang akurat. Tidak terdapat 

data yang berkaitan dengan wasiat. Podahal wasiat adalah hal yang umum 

ada di masyarakat. 

3, Demikian pula darl sisi kebenarannya, keterangan waris rnasih 

dipertanyakan otentitasnya. Seringkali epa yang tertuJis Qalam keterangan 

waris berbeda dengan kenyataan sebenarnya, seperti : tidak seluruh ahli 

warls tercantum dalrun keterangan waris, bahkan ahli waris tidak 

menandata.nginya di hadapru1 lurah dan camat yang bersangkutan. 

Sedartgkan Permohonan Penetapan Pembagian Harta Pcninggalan (P3PH) yang 

dtbuat oleh Pengarlilan Agama juga tidak jauh berbeda dengan surat keterangan waris 

memliki beberapa kdemahan) yaitu: 

l. Terbitnya P3PH hanya didasarkan pada mekenisme dan acaro singkat, artinya 

tidak seperti mckanisme dan acara bagi suatu perkara (sengketa), misalnya: 

tidak dilakuknn puhlikasi (pengumuman) secara terhuka yang fungsinya 

memberi kesempatan kepada "siapa pun" (pihak ketiga) yang mungkin 

mempunyai kepentingan dengan barta peninggalan yang akan dibagi tersebut. 

Pengumuman ini bisa dilakukan dikantor Pengadilan Agarna setcmpat (yang 

bersangkutan dengan status para ahli waris). di kantor kefuruhan atau kantor 

kecamatan rnaupun di kantor pertOinahan jiko menyangkut harta peninggalan 

yang berupa tanah, Pengumuman itu juga dapat dilakukan rnelalui mass media 

111 Saefudin Arief, Op. Ci1., him. 225. 
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cetak seperti surat kabaJ harlan terutama yang beredar didaerah tempat 

meninggalnya pewaris. Dilihat dari segi proses pembuatannya ini, .mak_a isi 

keterangan yang tercantum dalam P3PH mengandung kelemahan yang 

bersifat materil. 

2. Pembuatan P3PH tidak disertai dengan pengecekan di Daftar Pusat Wasiat 

(Departement Kehakiman). Seharusnya hakim agama melnkukan hal ini untuk 

membuktikan tentang ada tidaknya ·wasiat yang dibuat oleh almarhum semasa 

hidupuya, bttik wusiat yang dibuat dihadapan notaris ataupun wasiat dibawah 

tang an. 

3, Di dalam P3PH pada umumnya juga belum dicantumkan nilai penaksiran 

(appresial} yang seharusnya dilakuk:an oleh juru taksir yang profesionat 

Selama ini nilai penaksiran yang dilakukan oleh "orang" atas harta 

peninggalan hanya didasarkan atas kesepakatan para ahli waris saja (Pasal 187 

KHI), artinya hanya bersifat kekeluargaan. Seharusnya jika penaksiran 

dllakukan oleh orang atau badan yang grofesional dan netral (tida.~ berpihak 

pada kepentingan salo.h satu ahli wn.ris), maka akan diperoleh nilai pcnaksiran 

yang akural dan obyektif 

PengadHan Agarna, Lurah atau Camat dan Baiai Ha.rta Peninggalan mcmHik! 

kewenangan yang sam a dengan Notaris dslam bai pembuatan suna keterangan W uris 

namun seperti yang dipaparkan sebeJurnnya surat keterangan wads. ataupun 

Pennohonan Penetapan Pembegian Harta Peninggalan {P3PH) merniliki kclemahan, 

hal ini bisa disebabkan oleh karena belum ada Undang-undang ataupun peratuxan 

pelaksananya yang mengatur ataupun bisa disebabkan karena pejabat*pcjabat terse but 

(lurah/camat atau hakim) belwn memililri cukup keahlian yang diperlukan untuk 

menjalankanjabatannya tersebut seperti yang dimiliki oleh seorang noturis. 

Seorang not:uris dalam mcnjalankan jabatannya harus memiUki pengetahuan 

teoritis yang didapat selama menempuh pendidikan Magister Kenotariaton pada 

universitas yang mengadakan program untuk itu dan kemudia.11 pengctilhuan yang ia 

tiapatkan terscbut diterapkan ke dalam praktek begitu ia terjun ke masyarakat Notaris 

berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 
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penetapan yang djharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta ott:ntik seperti dalam 

pembuatan akta wasiat Diantara akta-akta yang dibuat oleh notaris adalah: 111 

I. akta ijin kawin (Pasal 35 dan 71 BW) 

2. akta perjanjian kawin (Pasall47) 

3. aktn hi bah (Pasall76 BW) 

4. akta pembagian danpemisaltan harta (191 BW) 

5. akta pengangkatan sahnya anak (Pasal253 dan 256 BW) 

6. akta wasiat umum (Pasal 938 BW) 

7. akta pendirian PT, CV, dan Finna 

8. akta peljanjian umum 

dan masih banyak akta lainnya yang jumlahnya sekitar 150 akta. 

Wasiat merupakan perbuatan hukum seplhak (merupakan pemyataan sepihak), 

jadi wasiat dapat dibuat tanpa kehadiran penerima wasiat dan dapat dilakukan dalam 

benluk tertulis. karena umuk memberikan kepastiar. dan perllndungan hukum bagi 

pemberi wasiat, penerima wasiat, dan pihak: ketiga, misalnya saja para k.reditur. Salah 

satu cara untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak 

tersebut adalah dengan jalan membuat wasiat dalam bentuk akta otentik secara 

notarial haik dibuat oleh notaris atau disimpan dalam protokol notaris. 

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang 

harus disimpan dan dipelihara notaris.113 Undang-undang membebankan tug as kepeda 

seorang notaris, dimana tugas Jni merupakan tanda pcmherian kepercayaan dan 

pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang dibuat oieh notaris. S~!I,ab 

jika tidak demikian untuk apa menugaskan kepada notaris unluk "'memberikan 

keterangen dari semua a~ yang notaris saksikan dl dalam menjalankan jabatannya 

atau untuk mengkonstatir secara otentik apa yang ditcrangkan oleh para penghadap 

ll1lbid., him 58. 

m Lihat Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 
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kepada notaris dengan perrnintaan agar keterangan-keterangan mereka itu 

dicantumkan dalatn suatu akta'' dan menugaskan mereka membuat akta mengenai itu, 

Akta otentik merupakan suatu buktt yang sempurna1 ini berarti bahwa akta otentlk 

mempunyai kekuatan bukti sedem.ikian rupa karena dianggap melekat pada akta itu 

sendiri, sehingga aiat pembuktian yang lain tidak perlu lagi. Akta otentik 

membuktikan sendiri k.eabsahannya seperti yang lazim dalam bahasa Latin: ··acta 

publica probanl sese ipsa," apabila suatu akta kelihatanya sebagai akta otentik, 

artinya menandakan dirinya dari Iuar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari 

seorang pcjabat umum~ maka akta itu terhadap setiap orang C:ianggap sebagai akta 

otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik114 

Suatu akta otentik, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan 

hakim tidak diperkenankan untuk meminta tru1da pembuktian lainnya di samping itu. 

Walaupun pada umumnya yang dianut dinamakan vrije bewifstheorie, yang berarti 

bahwa kesaksian p.ua saksi misalnya tidal<: mengika:t para hakim pada alat bukti itu, 

ak:an tetapi lain halnya dengan akta otentik, dimnna uudang-undang mengikat hakim 

pada alat bukti itu.r 15 Sebab jika tidak demikian, apa gunanya undang~Wldang 

menunjuk notaris yang ditugaskan 1.mtuk membuat akta otentik sebagai alat bukti jika 

hakim dapat begitu saja mengenymnpingkaunya 

Ada yang berpendo.pat warisan tidak tergolong sebagai pemindahan hak dan 

pemilikan merupakan kelanjuran saja dari pewaris kepada ahli waris. Untuk balik 

nama karena warisan kepada ahH waris itu tidllk diperlukan akta pejabat, cukup 

dengan keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris sendiri yang diketahui/disahkan 

oleb !urah dan carnal atau Pengadilan Negeri. Akan tetapi biia diantara ahli waris itu 

langsung membagi wa.dsan yang diperolehnya itu rnaka diperlukan akta pembagian 

warisan. 116 

111 G.H.S" Lumban To bing, Op. Cit., hlm 55 

u$ Ibid., h!m. 61. 

ll6- Habib Adjie, Loc. Cit,. 
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Penjualan illnah oleh para ahli waris dunana tanah itu sudah tcrdaftar atas nama · 

pewaris, maka pembuatan akta jua!-belinya harus ditll:ngguhkan sampai tanah itu 

dibalik nama dulu ke atas nama para ahli waris. Untuk tanah yang belum terdaftar 

ditanggubkan sampai dengan ditunjuldamnya sural keterangan warisan. Balik 

namanya dilaltukan bersama dan pewaris kepada ahli waris dan kepada pembeli. 

Dalam hal warisan inl, orang-orang WNI keturunan bangsa Eropa dan juga WNl 

keturunan Cina masih tunduk kepada hukum barat yaitu hukum Perdata (BW), 

sedang bagi WNI keturunan Arab dan Timur Asing lainnya mungkin masih menganut 

hukum warisan ncgara leluhurnya. Demikian maka :;ebelum suntu akta jual beli 

dibuat dimana yang melepaskan hak itu terdiri dari para ahli waris dari pewaris yang 

masih terda.~ sebagai pcmegang hak atas tanah itu, maka bagi warga yang lunduk 

pada hukwn Barat (B.W.) hendaknya dimintaklm dahulu, surat keterangan v.arisan 

yang dibuat oleh seorang notaris. Untuk warisan WNl keturunan Arab atau ketunman 

Timur Tengal> lainnya dibutuhkan surat keterangan warisan dari Balai Harta 

Penli1ggalan (Weeskamer). Sedang bagi Warga Negara Indonesia asH, sebelurn 

berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang

undang Nomor 7 Tahun 1989 cukup membual surat keterangan war is yang dibuatnya 

sendiri dengan disaksikan lurah dan dikuatkan oleh carnal atau · bila perlu uleh 

Pengadilan Negeri atau PengadiJan Agama. Sedangkan sekarang bagi Warga Negara 

Indonesia yang beragama Islam hanya boleh meminta ke Pengadilan Agarna saja. 

Kedudukan notaris dan P.P.A.T seperti yang tergambar dalarn diagram, juga 

mempllllyai kaitan erat (signifikasi) dengan pelaksanaan pembagian harta 

peninggalan secara damai (diluar pengadilan!non legitasi) terhadap orang yang 

tunduk kepeda hukum perdata barat (BW) maupun orang asli Indonesia yang tunduk 

kepada hukum adat Apabila selama ini berkembang anggapan umum bahwa profesi 

notaris hanya diperlukan oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata barat (BW), 

sebenamya anggapan semacam itu tidak selalu benar terutama setelah berlakunya 

Undang~Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari 

hukum Islam. Jauh sebelum adanya K.U.H.Perdata aJ-Quran telah tedebih dahulu 
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mengatur mengenai adanya profesi nutaris, sebab ketika al~Quran diturunkan, jabatan 

Notaris beium ada di negeri-negeri Barat. 117 

Al-Quran mengatur mengenai hal ini dalam QS. al-Baqarah (II) nyat 282 rum 283 

dimana dinyatakan dengan tega.s bahwa agama lslam bukan semata~mata mengurus 

soal ibadat dan puasa saja. Kalau soal-soal lUUsan mu 'amalah atau kegiatan 

hubungan cliantara manusia dengan manusia yang dinamai hnkum perdata, sampai 

begitu jelas disebut di da!am surat al Baqarah (II) ayat 282. Dalam Islam tidak ada 

pcmisahan antara urusan negara dari dalam agama. Islam menghendaki hubungan 

yang lancar. Hadist mengatakan: 'Tidak merusak dan tidak kerusakkan ", di antara 

manusia dengcm manusia, 118 

Adanya peraturan ,penuHs" dalam al~Quran, di negara yang teratur telah 

menJelma jadi ''Notaris'", dan saksi memang jadi aJat pelengkap dari seorang Notaris, 

dan Notaris wajib menuliskan apa saja syarat yang dikemukakan oleh yang 

bersaugkutan, dan notaris dan saksl itu tidak boleh disusahkan, artinya hendaklah 

dibayac Dan ayat 282 Surnt AI Baqamh (II) ini menguatkan l~gJ bahwa koluu 

pembuyaran Notaris dan saksi tidak diperhitungkan temHtsuk ilt! sualU kedurhakaan 

dalam agama. Peraturan 1Vo/areele acte telah klta terirna sebagai pusaka yang baik 

darj pcmerintahan penjajaJ1an yang kita gantikan. 119 

Surat Al Baqarah (II) ayat 282 dan 283 memerintahkan supaya perjanjian yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak dituliskan dengan terang oleh penulis yang pandai 

dan bertanggung jawab. Dan apabila diuraikan bunyi ayat satu demi satu akan 

ditemukan mengenai pengaturan profesi Notaris 

1. "wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan suatu perikalan 

hutang piutani buat dipenuhi suatu masa tertentu maka tulisalah dia. " (pangkal 

ayat 282)110• Tujuan ayat ini adalah kepada sekalian orang yang berimau kepada 

117 Abdulmalik Abdulkarim Amrul!ah (Hamka). Taftft AI·A:har Juzu' Jfl, Cet ke~3, (Jakar1a: 
Punji Masyarnkal, 1982}, h!m. 109. 

!l~ ibid,. 

n? Ibid,. 
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Allah, supaya hutang piutang di!ulis, ituiah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan 

"karena Allah", karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak, 

karena berbaik hati kedua belah pihak, lalu berkata tidak per!u dhuliskan, ka;·eoa 

kita sudah percaya mempercayaL Padahal umur kedua belah pihak sama-sama d1 

Iangan Allah. Si A mati berhutang, tempat berhutang menagih kepada ahli 

warisnya, ahii waris (para ahli waris) bisa mengingkari hutang itu karena tidak 

ada surat pctjanjian. 

2. ~erlunya seorang penuHs: "Hendaklah menu/is diantara kamu ·seorang penulis 

dengan adi/,"1
, 1 Penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui, menuliskan 

apa-apa yang minta dicatatkan oieh kedua belah pihak yang be!janji dengan 

selengkapnya. Kalau hutang uang kontan, hendaklah sebutkan jumlabnya dengan 

terang, dan ka!au pakai agunan hendaklah tuliskan dengan jelas apa~apa barang 

yang diagunkan itu. 

3. "Danjanganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagai ya11g diajatktm o/eh 

Allah:'122 Kata~kata ini menunjukkan pula bahwa si penulis itu jangan scmala

mata pandai menulis saja, selain dari adil hendaklah dia mematuhi peraturon

peraturan Allah yang berkenaan dengan urusan huffing piumng. Misalnya tidak 

boleh ada riba. tetapi sangat dianjurkan ada Qardhan Hasanan, yaitu ganti 

kmugian yang layak. Seumpama hidup kita di zaman sekarang memakai uang 

ker!as yang barganya tidak tetap, sehingga orang yang meminjarnkan uangnya 

lamanya satu tahun, nyata sekali merugikan bagi yang meminjam.kan. Niseaya si 

penulls ada juga hendaknya pengetahuan tentang hukum-hukum peraturan Allah. 

Sekali-kaii tidak boleh si penulis itu enggan atau segan menuliskan, meskipun 

pada mulanya hal yang akan dituliskan ini kelihatannya kecil saja, padahal 

dibelakang hari bisajadi perkara besar. "Maka hendaklah dia menu\iskan." kata

kata ini sebagai Ta 'kid penguat perintah yang telah diuraikan di atas. 

m lbid.h.lm 103. 

121 Ibid,. 

Ill Ibid,. 
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4. kcwajiban orang yang bersangkutau : ''Dan hendaklah merencanakan orang yang 

berkewajiban atasnya. '' 113 yang berkewajiban atasnya adalah tetutama si 

berhutang dan si berphllang atau seumpama si pengupah membuat rumab kepada 

tukang atau pemborong membuat rumah itu. 

5. "Dan hendalmya dia takut kupada Allah. Tuhannya dan janganlah dia 

mengurangi sedildtpun dari padanya. "124 akhlmya seketika menje1askan bunyi 

perjanjian kedua belah fibak yang akan ditulis hendaklab dengan hati jujur, 

dengan ingat kepada AHah, jangan sampai ada yang dikurangi, art~nya yang 

dikemudlan hari bisa jadi pangkal scHsih, karena misalnya saluh penafsiran 

karena memang disengaja henrlak mencari jalan "lnemhebaskan diri" clengan earn 

yang tidak jujur. 

6. Dari hal wati: "Makajika orang yang berkewajiban itu seorang safih trtau lemah 

atau dia tidak_ scmggup merencanal«m maka hendaklah ·walinya yang 

merencanakan dengan adil, ,,J1J di dalam kata irri terdapat tiga macam orang yang 

bersangkutan, tidak bisa turot menyusun sural pCJjl!11iilln. Pertama orang sajih, 

kedua Dha 'if. ketiga tidak sanggup. Orang sajih ialab orang yang tidak pandai 

mengatur harta bendanya sendiri, baik ka.rena borosnya atau karena bodohnya. 

Dalam hukurn Isiam, Hakim berhak memegang harla bendanya dan memberlnya 

keperluan hidup dari harta itu. Karena kalau diserahkan kepadanya, bebcrapa 

waktu saja akan habis. Orang yang dha 'if (leonah) ialah anak kecil yang bdum 

mumayyiz atau orang tua yang te1ah lemah ingatannya, atau anak yatim kecil yang 

hidup dahun asuhan orang lain. Orang yang tidak: sanggup memnbuat rencana 

adalah orang yang bisu artau gagap atau gagu. Pada orang~orang yang seperti 

ketiga macam itu, hendaklah walinya, yaitu penguasa yang melindungl mereka 

tampil kemulca menyampaikan rencana~rencana yang mesti dituHs kepada penulis 

tersebut. Dan si waH itupu wajib bcrtindak yang adil. 

123 Ibid,, 

124 Ibid,. 

m Ibid •. 
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7. Dari hal dua saksi: "Dan hendakalah kamu adakan duo saksi dari iaki-lald 

kamu. "1J6 Disin.i dijelaskan dua orang saksi laki~laki. Meskipun disini tidak 

disebutkan bahwa k~-dua saksi itu mesti adil, dengan sendirinya tentulah dapat 

difahamkan bahwa keduanya tentu mesti adil, kalau pada penuiis dan waH sudah 

disyaratkan berlaku adiL Dalam kata "syahid" sudah terkandung makua bahwa 

kedua saksi itu hendaklah benar·benar rnengetahui dan menyaksikan perkara yang 

tengah djtuliskan itu, jangan semata-mata hanya hadir saja, sehingga kalau perlu 

dirninta keterangan dari mereka dibelakang bari. mereka sanggup menjelaskan 

sepRnjang yang mereka ketahui. Abdulmalik Abdu[karim Amru!lah berpendapat 

bahwa dlbolehkan untuk mengarnbil saksi yang bukan beragama Islam, asal dia 

adil dan jujur. dan mengetahui duduk perkara yang dituliskan mengenai perjanjian 

itu. ;21 

8. "Telapi jika tidak ada dua laki-laki, maka (bolehlah) seorang /aki-laki dan dua 

perempuan, di antara saksi~saksi yang kamu sukai. "128 Di ujung ka1imat 

dikatakan "di antara saksi-saksi yang kamu sukai" yaitu yang disukai atau 

disetujui karena dipercaya kejujuran dan kcadilan mereka, tetapi meskipun 

banyak [aki-lald, padahal mereka tidak disukai, bolehlah diminta menjadi saksi 

dua orang akan ganti dari seorang saksi laki-laki adalah: "Supaya jlka seurang 

diantara (perempuan) itu keliru, supaya diperingatkan oleh yang searang lagi. " 

9. "Dan janganfah enggan saksi-saksi apohila mereka diundang (jadi saksi)."129 

Maka apabiia saksi iru diperlukan, terutama dalam pcrnudaan mengikat janji dan 

membuat sura!, janganlah hendaknya mereka enggan~ malal1an dla termasuk 

amalan yang baik, yaitu turut memperlancar _perjanjian antara dua orang sesama 

Islam. Dia hanya boJeh enggan kalau menurut pengetahuannya ada lagi orang 

lain yang Iebih tau soal duduk perkara dari pada dirinya sendiri. Adapun kalau 

IU Ibid,. 

12 ' Ibid,. 

!lS Ibid., hlm lOS. 

129 Ibid .• ltlm I 06 
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dikernudlan hari terjadi kekacauan, padahal namanya sudah terturut menjadi 

saksi, serlang dia berhala.ngan buat datang, tentu salahnya sendiri. 

10. !'Dan janganlah kamu }emu menuliskannya, kecil ataupun besar, bum dipenuhi 

pada masanya. " 13° Karena sebagaimana dikatakan tadi kerap kali hal yang 

rnulanya disangka kecil,kemudian hari temyata syukur ia telah tertulis, karena ia 

tcrmasuk soal yang besar dalam rangkaian perjanjian itu. "Yang demikian itulah 

yang adil disisi Allah, dan lebih teguh Wltuk kesaksian, dan lebih dekat untuk 

tisdak ada keragu-raguar .. " Dengan begini, maka keadilan di sisi Allah 

terpelihara bc;ik sehingga tercapai yang benar-benar "karena Allah ", dan 

apabila dibelakang hari dipersaksikan lagi, sudah ada hl!Am diatas putih tempat 

berpegang, dan keragua-raguanpun hilang, sebab sampai yang sckecil-kecilnya 

pun dhuliskan. 

II. Penjualan tunai tidak perlu ditulis: "Kecuali perdagangan runoi yang kamu 

udakan diantara kamu, muka Jidaklah mengapa kamu l;dak tuliskan. .,JJf Sebab 

sudah timbang lerima berhadapan, makajika tidak. dituliskanpun tidak apa, Tctapi 

di zaman kemajuan seperti sekarang,_ orang berniaga sudah tebih teratttr, sehingga 

membeli kontanpun dituliskan orang juga. Sehingga si pembc:li dapat mencatat 

berapa uangnya keluar pada hari itu dan si penjual dapat menghitung penjualan 

barang yang laku dengan scmpurna. Tetapi yang sernacam itu syara ', kaJau 

dikatakan 1idak mengapa, tandanya ditulis lebih baik. 

12. "Dan hendaklah kamu mengadakan saksijilw kamu berjuaf beli."132 lnipun untuk 

menjaga jangan sampai setelah sel.esai aqad jual~beli, ada diantara kedua belah 

pihak yang merasa dirugikan. Apalagj terhadap barang:~barang ynng besar, tanah, 

ru.mah, mobil, kapal, dan sebagainya. 

1211 Ibid,. 

131 Ibid,, 

112 Ibid,. 
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13. "Dan lidak boleh dipersusahkan penulis dan tidak pula saksi. ""' Teranglah yang 

dimaksud disini adalah perbelanjaan atau ganti kerugian bagl si penulis dan saksi 

di dalarn manu!iskan perjanjian~perjanjian itu atau menyaksikannya, Sebab hal ini 

meminttl tenaga mereka dalam hal untung rugi orang. "Karena kalau kamu 

berbuat begitu, maka yang begitu adalah suatu kedurhakaan pada diri kamu 

masing~masing." lni adalah tuntunan dan pi.'.ringatun kepada pihak yang membuat 

perjanjlan. Apakah pantas tenaga orang diminta untuk sembarang kedurhakaan 

dan aniaya? Tidaklah salah sebelum membuat perjanjian, diadakan tawar 

menawar dcngan si penulis dan saksi. Ataupun sebagai Notaris zaman sekarang 

mengadakan ukuran tru:if tertentu pada perkar•·perkara yang diperbuat sural 

perjanjianuya di hadapan roereka. 

14. Dan sebagai penutup berflrmanlah Tuhan: "Dan hendakiah kamu bertakwa 

kepada Allah. dan Allah akan mcngejar kamu. ~>ll>~ Artinya bagaimana besar, 

sebagaimanapun kecil perjanjian yang kamu ikat itu, namun satu hal jangan 

diabaikan. Yaitu dengan Tuhan, balk oleh si pcnuhs, ataupun olch saksi-saksi, 

ataupun oleh \.vali yang mewakili mereka-mereka yang tidak dnpat 

mengemukakan rencana tadi. Apakah lagi bagi pfhak yang hutang piutang 

keduanya, JnsyaA!iah urusan ini tidak a.kan sukar, lnsyaAl!ah lidak akan terjadi 

kesulitan di belakang hari, malahan kalau ada kesulitan, Tuhan akan memberi 

petunjuk jalan yang sebaik-baiknya. Tetapi kalau takwa sudah mulai hilang dari 

salah satu pihak, mudah sajalah mengacaukan perjanjian utang piutang yang telah 

dltuli itu. "Dan Allah atas tiap-tiap ses11atu adalah J\1aha Mengetahui." (Ujung 

ayat 282). "Dan jika karnu di dalarn perjalanan." (pangkal ayat 283). Di dalarn 

musafrr, "Sedang kamu tidak mendapat seorang perm/is, maka hendaklah kamu 

pegang barang-barang agunan . .,JJs Artinya pokok pertama, baik ketika berada di 

rurnah atau di dalam perjalanan, hendaklah petjanjian hutang piutang dituliskan. 

m Ibid, him 107. 

I>~ IbM,. 

m Ibid, hlm I 08 
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Tetupi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu di dalam 

perjalanan diantara yang berhutang dengan yang berpiutang, maka ganti menulis, 

peganglah oleh orang yang memberi hutang itu barang agunan, gadaian, atau 

borg. sebagai jamlnan dari pada uangnya yang dipinjam atau di hutang Jtu. 

"Tetapi jika percaya yang setengah kamu kepada yang setengah, maka 

hendaklah orang yang diserahi amanat itu menunaikan amanalnya dan 

hendaklah ia takwa kepada Allah. Tuhannya. ntJ
6 Misalnya si fulan berhutang 

kepada temannya iiu Rp 1.000,- janji hendak dibayar dalum masa tiga bulan, dan 

untuk menguatkan janji digadaikannya sebentuk cincln yang biasanya harganya 

berlebih dari pada jumlah hutangnya. Maka hendaklah kedua belah pihak 

memenuhi janji. 

Dari kedua ayat al~Quran tersebut menggambarkan bahwa dalam ag:ama Islam 

tidak membedakan antara urusan agama dan negara, antara negara dan agama harus 

saling berkesinambungan. Sedangkan mengenai pembayaran atas jasa notaris selaku 

pejabat negara dan saksi dalarn ayat itu juga dinyutakan dengan tegas bahkan dalarn 

ayat itu disebulkan apabila jasa notaris dan saksi tidak dibayarkan merupakan 

penistaan terhadap agama. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa orang Islam 

tclah mengenal dan bersifat fleksibel terhadap perkembangan profesi seorang notaris 

scrta menurut pet~dapat penulis, ayat ini dapat dijadJkan scbagai pcnguat atas 

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam bagi orang-orang Isinm yang akan 

membuat akta waslat Wltuk membuatnya dihadapan seorang notaris. 

Profesi seorang notaris dalam Islam seperti uraian diatas sangat penting perannya. 

Dalam hal kewarisan Islam peran notru·is ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, 

sebagaimana yang telah diuralkan dalam beberapa Pasal, yaitu: 

L Pasal 195 ayat (l); wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, 

atau tertulis dihadapan dua orang sak:si atau dihadapan notaris 

2. Pasal 195 ayat (4); pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) Pasal ini 

dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dlhadapan notarJs. 

!Jb ibh{,. 
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3. Pasal 199 ayat (2); pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisnn dengan 

disaksikan oleb dua orang saksi atau tertu!is dengan disaksikan oleh dua orang 

saksi atau berdasarkan akta not.aris bila wasiat terdabulu dibuat secara lisan 

4, Pasal 199 ayat {3 ); bila wasiat dibuat secara tertulis, maka disaksikan oleh dua 

orang saksi atau berdasarkan akta notaris. 

5, Pasal !99 ayat ( 4); bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, rnaka hanya 

dapat dicabut berdasarkan akta notaris. 

6. se1anjutnya tentang tata cara penyimpanan surat~surat wasiat disebut da!am 

Pasai-Pasal: 203, 204, dan 208 Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal~Pas:=d terse but diatas dengan je!as disebutkan bahwa notaris mempunyai peran 

yang penting da!am jabatannya dalam bidaug kewarisan, khususnya sebagai 

pelaksana pembuataJt dan pencabutan wasiat bagl orang Islam. 

Selain dalarn Undang-undang Peradilan Agarna, Kompilasi Hnkum Islam dan AI 

Quran, ketentuan hakum lainnya yang memperkuat bahwa Jasa Notaris bnkan hanya 

dipergunakan bagi orang-orang yang tundnk pada K..U.H.Perdata tapi juga bagi 

orang-orang Islam adalah Undang- Undang Nomor 30 Ta.1un 2004 tentang Peraturan 

Jabalan Notaris Pasal 16 UUJN huruf D berbunyi "Dalam menja/ankan jabatannya 

notarL<; berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk mcnolaknya. •· Dengan demikian, 

Notaris dHarang menolak klien tanpa dasar hukum yang dibenarkan. Hal ini berarti 

jika ada k!ien yang datang kepada Notaris meminta membagi harta peninggalan harus 

dilayani dengan ketentuan yang berlaku. 

2.9.7 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta \Vasiat. 137 

2.9. 7. I Tanggung Jawab Notaris Terlwdap Proses Pembuatan Akta Wasiat 

Notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan para 

pihak (pihak) dalam akta ndalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh 

keterangan-keterangan itu dari Kartu Tanda Pendudnk (KTP), paspor, atau surat-surat 

m Yurika Florin Candrata, .. Tanggung Jawab Nowis Terhadap Pembuatan Akta Wasiat 
(Ans!Isa Kasus Berdasarka.1 Kepurusan MA No. 387/PKt'Pdt/2007)." Tesis Magister Kenotsria!an 
Universitas Indonesia, 2009), htm. 41-49. 
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lain dari orang~orang yang bersangkutan serta meminta inforrnasL Hal lni penting 

bagi Notaris unluk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap 

kcpadanya itu benar~benar adalab sarna dengan orang yang namanya dicanturnkan 

dalam aktanya itu sebagaimaua orang itu juga dikenal dalam masyarakat. 138 

Berdasarkan Pasal 36 a PJN, para notaris wajlb untuk membual daftar, 

dalam mana dicatat menurut urutan pembuatan akttHtk:ta yang disebut dalam Pasal l 

Ordonansi Pusat Daftar Wasiat, ya."lg mereka buat tiap-tiap bulan. 139 Mengenai hal ini 

Undang-undang Jabatan Nutaris jugamengatur hal yang sama, dimana pengaturannya 

terdapat dalam:140 

1. Paw 16 ayat I huruf h: " rnembWlt daftar akta yang berkenaan dengan 

wasiat menurut uruta.n wak:tu pembuatan akta setiap bulan" 

2. Pasal 16 ayat I huruf i: "mengirimkan da!lar al<ta sebagalrnana dirnaksud 

dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar 

Pusat Wasiat departemen yang tugus dan langgung jawabn ya di bidang 

Ketwtariatan dalam waktu 5(lima) hari pacta minggu pertama setiap bulan 

berikutnya. 

3. Pasal 16 huruf j: "meneatat dalam reportoriutn tang gal pengiriman daftar 

wasiat pada setiap akhir bulan. 

Sedangkan menurut Pasal 37 Peraturan Jabatan Notads Notaris mempunyai 

kewajiban lain yaitu: 

Seorang notaris juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada 
yang berkepentingan rentang adanya surat wasiat yang disimpan o1ehnya, 
dan dala.m tempo l bulan setelah diketahul meninggnlnya si pewaris, notaris 
tersebut menyampaikan snHnan tengkap dari surat wasiat itu kepada Balai 
Harta Peninggalan di dnerah hukumnya. 

Ill G.H.S Lumban Toblng. Op. Cit., him. 118-179. 

m Akta-akta yang. dimaksudkan Oalam Pa\altersebut ialnh ak!a~akta yang berlsi kehendak 
terakhir dan hibah mengenai seluruh atau sebagian dati harta pemberi hibah dan semua akta yang 
berisi peneabutan kem~lali dad kehendak terakhir atau dengan akta mana scsuatu surat wasiat olografis 
diambil kemhali aleh yang hersangkutan. 

IM.l Pasa! 16 ayat I Undang-und:mg Jabatan Nocaris 
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Fonnalitas mengenai prosedur pembuatan sua1u akta wasiat harus diiaksanakan 

dengan tepat, jika tidak maka wasiat tersebut batal menurut UU Jabatan Not.aris dan 

Kompilasi Hukum fsJam, dan untuk itu seorang Notaris yang mem'ouat akta wasiat 

tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya. 

2.9.7.2 Tanggung Juwab Notaris Terhadap lsi Wasiat 

Akta wasiat adalah merupakan aida partij, dengan demikian maka isi akta wasiat 

(a tau segala apa yang dipetjanj ikan para pihak di dalam akta) dan segala akihat 

hukumnya bukaniah menjadi tanggung jawab notaris karena notaris hanya 

mengkonstantir keterangan atau kemauan para pihak dan menuangkannya ke dalam 

suatu akta. Sedangkrm wasiat merupakan penjabaran daripada pengakuan hukum 

terhadap kebebasan manusia khususnya terhadap harta miiiknya. tetapi terhadap 

kebebasan tersebut Kompilasi Hukum Islam mernberikan pembatasan-pembarasan. 

Batasan tersebut antara tain bahwa pemberian wasiat maksirnal sepe:rtiga dari harta 

:yang d1miliki pewaris. 141 Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan secara 

tegas masa perhitungan sepertiga w.asiat, tetapi secara tersirat dapat ditegaskan bahwa 

sepertiga tersebut dihitung dari semua harta peninggalan pada saat kematian orang 

yang bcrwasiat. Penogasan inl penting sebab tidak jarang wasiat itu lerjadi jauh 

sebelum orang yang diberi wasiat ito meninggai dunia, sehingga banyak terjadi 

penyusutan atau penambaban harta milik orang yang membari wasiat peda saat ia 

meninggal dunia. Selain dari itu, Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam memberikan 

penjelasan bahwa barra wasiat yang berupa barang tak bergerak bila karena suatu 

sebab yang sah mengalami penyusutan, atau kerusakan yang tetjadi sebelum pewasiat 

meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta tersisa. 

Berkaitan dengan rahasia jabatan, notaris tidak saja wajib merahasiakan sebatas 

pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta~ akan tetapi juga segala apa yang 

diketahui dan diberitahukan kepadanya dalam rangka pembuatan akla sesuai isi 

sumpah jabatan notaris, bahwa notaris di dalam menjalankan lugas dan fungsinya 

1~ 1 Libat: Pasal 201, Kompilasf Hukum !siam. 
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sehari-hari dituntut harus jujur, seksama dan tidak berpihak, serta wajib merahasi<>kan 

isi al-ta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. 

Perbuatan hukum yang tertuang dalam alia wasiat bukanlah merupakan perbuatan 

notaris itu sendiri, melainkan perbuatan hukum dari pihak yang menghendald 

pcrbuatan hukum itu dituangkan dalam suatu akta notaris, Perbuatan yang mcrupakan 

kehendak para pihak merupakan kebenaran formal dan mengkonstantir perbuatan 

hukum merupakan bagian dari bidang tugas notaris, yang membedakan notaris 

dengan pejabat-pejabat 1ainnya. 

2.9.7.3 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuat Sura! Wasiat 

Tanggung Jawab notaris bukan hanya terhadap prosedur pembuatan surat wasiat 

dan isi dari akta wasiat tersebut, tetapi juga terhadap pembuat surat wasiat. Notaris 

harus juga memperba:tikan apakah pembuat surat wasiat tersebut telah mernenuhl 

syarat-syarat untuk: membuat surat wa&iat seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 194 

ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 

Seorang notaris hams mencek dan meneliti terlebih dahulu kebenaran setiap 

dokwnen dan surat~surat dari pihak yang rnenghadap dan kaiau ternyata .seorang telah 

memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu maka orang tersebut harus 

memepertanggung jawabkannya menurut hukum. Apahila dapat dibuktlknn bahwa 

ketemngan saksi pengenal adalah tidak benru:, maka akan mengakibatknn akta itu 

tidak akan mempunyal kekuatan otentik, sebagalmana diatur dalam Pasal 1877 

K.U.H.Perdata142 Dalam hal demildan ini notaris dibebaskan dari segala tanggung 

jawab sepanjang kesalahan bukan dari notaris. Hal ini menjadi tanggung jawab dari 

notarisl apabila notaris telah mengetahui bahwa keterangan tersebut tidak benar dan 

14
-' Pasal 1877 K.U.H.Pcrda.ta: "Jika scseomng memungkiri wlisnn atau tanda umgannya, 

ataupun jika prll ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak menerangkan tldok mcngakuinya, 
maka hakim harus memerlntahkan supaya kcbenaran dori tulhmn atau umda taugan te111ebut d!periksa 
di muka pengadilan. 
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tetap membuatkan akta berdasarkan keterangan yang palsu, berarti notaris yang salah 

dan dapat dituntut. 

Seorang notaris bertanggungjawab atas ak:ta yang dibuatnya, baik apakah karena 

tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang~undang dalam 

pemhuatan alcta tersebut sebagai suatu yang diancam secant perdata, maupun 

tindakan-tlndakan lain yang mungkin saja dilakukan oleh seorang notaris yang dapat 

dikategorikan sebagai snatu tindakan dengan ancaman pidana. 

Untuk menghindari kela!aian, seorang notaris harus mencek dan meneliti dahulu 

kebcnaran setiap dokumen dan surat-surat dari pihak, kalau ternyata seseorang telah 

memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka orang tersebut harus 

metnpertanggung jawabkannya mennrut hnknm. Akan tetapi jika notaris telah 

mengetahul bahwa dokumcn tersebut palsu dan fa masih tet.ap membuatkan aktanya, 

maka notaris tersebnt akan dituntut be::dasarkan Pasal 266 ayat I Kltab Undang

undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: 

Barangsiapa menyuruh masukan keterangan palsu ke dalarn suatu nkta otent!k 
mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan 
maksud Wltuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah 
keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 

Dalamprakteknya sangatjarang ditemukan orang Islam menggunakan ak.ta wasiat 

yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ke dalam bcntuk notariil. Dari basil 

penditian di Kantor Pertanahan Depok, menurut keterangan dari Dedi Daski11 

(Kepala Sub Bagian Tala Usaha UB. Kepala Urusru1 Umum Dan Kepegawaian 

Kantor Pertanahan Kota Depok) sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam sa.mpai tahun 

2009 tidak satupun tcrdapat data yang menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah 

yang bersumber dari wasiat masyarakat Depok beragama Islam yang dituangkan 

dalam akta notariil. 143 Sedangkan Pengadilan Agama kota Depok sendiri menurul 

keterangan dari Didi Wahyudi (Parutera Pengadilan Agama Koto Depek) belum 

m Wawancara deogan Dedi Daskin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UB. Kepala l!rnsan 
Umum Dan Kepegawaian Kantor Pertanaban Kola Depok pada R:nggall4 Mei 2009. 
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pt:mah menangani perkara wasiat yang bersumber dari KompiJasi Hukum lslom. 144 

Sedangkan dari basil penelitian saya di beberapa kantor notaris, yaitu kantor notaris 

M" Sald Tadjoedin di Jakarta, nota.ris T. Titi Bagiono di Jakarta, dan notaris. Dendy 

Santoso di Bogor, menurut keterangannya m:ereka tidak pemah membuat akta wasiat 

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan nomis Saifuddin Arief yang 

berkedudukan di T anggerang mcnurut keterangannya pemah membuat akta wasiat 

berdasarkan KompHasi Hukum Islam, akta 'NaSiat mana akan dibahas dalam tesis iol. 

Ada beberapa faktor atau kemungkinan yang menyebabkan akta wasiat 

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sangat jarang ditemukan: 

1. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya alat bukti 

otentik ini dalam mengamankan setiap transaksi hukum yang mereka 

laksanakan. 

2. Sebagian besar masyarakat Islam masih beranggapan bahwa notaris hanya 

berwenan), membuat akta wasial untuk golongan tertentu penduduk 

Indonesia, sedangkan akta vvasiat menurut hukum Islam berada dalam 

kewerumgan PengadHan Agama setempat 

2.10 Aspck Hukum Yang Pcrlu dimasukkun apabila Buku II Kompilasi Hukum 

Islam akan dijadikan Undang~Undang Tersendiri. 

2.1 0.1 Kondisi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Hingga Saat lni 

Saat ini DPR sedang membuat Rancangan Undang-undang buku II 

Kornpilasi Hukum Islam tentang kewarisan, Rancangan Undang-undnng in! 

terdiri dari 8 bah dan 42 pasal yang mengatur hal-hal yang penting dalarn hal 

kewarisan, antara lain petihul prlnsip~prinsip kewarisan, nhli waris, bagian 

warisan, kekurnngan dan kelebihan harta warisan, wasiat, hibah dan mengenai 

ketentuan peralihan. 

tH Wawanoosa dengan Didi Wahyudi, Panitel'a Pengadiltm Agama Kola Depok pada t.:mggai 
14 Mei 200!). 
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Rancangan undang~W'I.dang ini rencananya merupakan acuan bagi orang~ 

orong yang beragama Islam. Setelah sebelwnnya Undang-Undang nomor 3 tahun 

2006 tentang perubalum atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tcntang 

Peradilan Agama. 

Dibarapkan dengan diundang-undangkannya buku II Kompilasl Hukum 

Islam mengenai kewarisan yang rnerupakan produk hukwn tertinggi di bidang 

kcwarisan Islam dilandasi karena produk hukwn yang ada saat ini masih kurang 

lengkap dan tidak sesuai dengan pcrkembangru1 msyarakat saat ini, selain itu 

karena dipicu o!eh te~jadinya tuntutan adanya Undang-un<iang kewarisan yang 

berdasarkan hukum Islam mengingat mayodtas penduduk di Indonesia adalah 

pemcluk agama Islam deml kepastian hukum. 

Dalam rancangan undang-undang buku ll Kompilasi Hukum Islam 

tentang kewarisan dalam hal wasiat, memberikan kewenangnn kepada notaris atau 

dua orang saksi untuk rnembuat wasiat Hal ini tidak berubah dari bunyi pada 

Kompilasi Hukum Islam, sehingga belum ada perbaikan yang cukup signifikan 

atas rancangan undang-undang inl. Karena mengenai dua saksi ini tidak 

disebutkan pengaturannya mengena[ syarat-syarat, dan pengetahuannya dua orang 

saksi ini dalam hal wasiat. Hal ini berbeda dengan notaris yang memang teiah 

rncngetahui dan menempuh pcndidikan tcntang hal tersebut. 

2.10.2 Aspek-Aspek Hukum Kewarisan Islam Yang Perlu Dialur Lebih Lanjut 

2.10.2.1 Aspek Pengawasan 

Banyak wacana digulirkan untuk memperdebatkan urgensi diterbitkannya 

undang-undang kewarisan Islam guna mengantisipasi perkembangan pembagian 

warisan dalam masyarak:at. Ada beberapa aspek hukum yang memerlukan pengatman 

tersendiri dalam konteks sistem kewarisan Islam ini. Diantaranya adalah sisi 

pengawasan pembagian warisan ataupun pelaksanaan wasiat atau tes/ament 

compliance. Pentingnya fungsi pengawasan ini datam mekanisme pembagian 

warisan dan pelaksanaan wasiat dalam hukum kewarisan Islam merupakan suam 

yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu me:mperhatikan pelaksanaannya 
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dengan menegaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab menjalnnkan fungsi 

tersebut, dengan mengeluarkan produk hukum yang mengaturnya secru:a tcrsendiri. 

Selama ini belum ada konsep yang jelas mengenai pengawas:an kewarisan Islam 

bahkan dalam rancangan undaug~tmdangnya pun tidak disinggung mengenai aspek 

penga"vasan ini. 

Pengawasan ini dilakukan unluk mcmberikan k.epastian hukwn, oleh karena itu 

wasiat yang dibuat bagi orang~orang Islam harus sesuai dengan hukum agama Islam 

dan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku di Indonesia mengenai Hukum 

Waris Islam. baik dari segi mated atau isi maupun dari segi keberlakuan. 

2.1 0.2.2 Aspek Konsep 

Dnlam hal pembuatan wasiat juga masih ban yak kekurangannya, diantaranya 

adalah tidak disebutkannya bahwa surat wasiat harus dibuat dalam bentuk otentik dan 

dalam hal penyJmpanan wasiat seharusnya tidak perlu dilakukan oleh dua lembaga 

yaitu notaris atau Kantor Urusan Agruna, karena dalam Undang-undang No 30 tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris sudah jelas discbutk·tn bahwa notaris adalnh pejabat 

yang berwenang membuat wasiat, sehlngga apabUa ada pilihan atas lembaga yang 

bcrwenang untuk melakukan penyimpanan surat wasiat selain notaris akan 

menciptakan kebingungan karena pada hukw.n waris barat penyirnpanan dilakukan 

oleh notaris. Sebingga akan lebih baik apabila penyimpanan dilakukan oeb notaris 

saja, karena demi menciptakan unifikasi denga.n mengingat bahwa notaris telah 

terlatih untuk penyimpanan wasiat itu sendiri dan tercipta sink.ronisasi. antara undang~ 

unda.ng Jabatan 1\iotaris dengan rancangan undang·undang kewarisan Islam itu 

~ndi:i 

2.1 0.2.3 Aspek s:mksi 

Aspek sanksi Perdata ata11pun pidananya tidak disebutkan dalam Kompllasi 

Hukum Islam maupun raocangan undang~undangnyaj menurut hemat say a warisan ini 

kaita.nnya tidak terlepas darl harta peninggalan, terutama pada saat pembagian 
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warisan itu sendiri. karena tidak menutup kemW1gkinan akan terjadi kecurangan yang 

akan merugikan para ahli waris ataupun menimbulkan konflik diantara para ahH 

waris. Sehingga harus ada pengaturan sanksinya untuk memberikan efck jera 

terhadap pelanggarnya. 

Sanksi tersebut dapat dikenakan baik kepada para ahli waris maupun kepada 

pihak dihadapan siapa wasiat tersebut dibuat (notatis/saksi~saksi). Tujuan sanksi 

tersebut adalah untuk mengembalikan hak-hak da:ri pihak yang dirugikan atas wasiat 

atau pembagian warisan itu sendiri sehingga tercipta kepasfian hukwn dan 

memberikan efek jera kepada para pelakunya. Suatu undang-undang apabila tidak 

memiliki sanksi kurang mempunyai kekuatan yang mengikat, karena tidak ada rasa 

takut bagi pihak-pihak yang mencoba untuk herbuat curang atau beritikad tidak baik 

atas harta peninggalan pewaris demi kepentingan pribadi. 

Sanksi yang diberikan merupakan upaya dari tindakan preventif(pencegahan), 

akan tetapl dalam mencntukan sanksi dalam undang~undang kewarisan ini 

membutuhkan kehati-hatian dan ketefitian, karena hukum kewarisan ini masuk ke 

dalam ranah hukum keluarga sehingga sebatknya sanksi yang dimaksud ini dikenakan 

kepada pelaku apebila penyelesruan secara musyawarab mufekat sudah tidak dapat 

tercapai (merupakan pilihan terakhir). 

2.11. Surat Wasiat Tuau A 

Contoh yang dipakai dalam tesis ini adalah akta wasiat yang dibuat oleh Tuan 

A dihadapan Saifuddin Arief SH, MH notaris kota Tanggerang pada tanggal 30 Mei 

2009. Adapun lsi surat wastat tcrsebut adalah sebagai berikut: 

Bahwa ada seorang pewaris yang hendak mcwasiatkan 113 dari harta peninggalrumya 

dengan perbandingan 2: I kepada kedua orang anakrya yaitu C dan D. Dalam akta 

wasiat tersebut terdapat klausula dalam akta yang rnenyebutkan bahwa penghadap 

menggunakan aJ...iu waslat umwn {diluar para saksi) dan menerangkan tunduk kepada 

hukum Islam dengan cara yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada akhir 

akta disebutkan bahwa akta wasiat ini dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Tuan L dan 

TuanM. 
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Analisis kasus 

Dalam akta wasiat tersebut disebutkan bahwa penghadap adalah Tuan A yang 

hendak memberikan wasiat kepada dua orang anaknya yaitu C dan D. Apabila dilihat 

dari segi bagian aktanya (kepala akta, premis, lsi akta dan penutup akta) terlihat 

dengan jelas bahwa pada dasamya penerapan wasiat menurut hukum Islam memiJlki 

persamaan dengan bagian akta wa.o;;iat umum yang lazim dipakai selama ini. 

Perbedaannya adalah pada sumber hukwn yang dipakai. Pada akta wasiat bagi non 

Islam maka ketentuan yang digunakan adalah K.itab Undang-Undang Hukum Perdata, 

sedangkan pada wasiat bagi orang Islam (muslim) maka sumbcr yang digunakan 

Kompi!asi Hukum Jslam. 

Ketentuan sumber hukum tersebut dapat terlihat jelas dengan melihat 2 (dua) 

kalimat dalam akta, yaitu "Bahw<i Penghadap menerangkan tunduk kepada hukum 

Islam" dan "Pengbadap akan membuat Surat wasiat dengan cara yang diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 195." Kalimat-kalilllllt tersebut menunjukan bahwa 

Penghadap, Tuun Kbairul Fitri ada!ah orang Islam dan pembcrian wasiat tersebut 

mengikuti aturon yang ada dalam Kompilasi Huk11m Islam. 

Berdasarkan Ketentuan dalam Kompilasi Hokum Islam Pasal201 wasiat yang 

dapal diberikan lidak boleh Jebih dari 1/3 bagian dari hart a peninggalan, kecual i ahli 

waris lain menyetujui untuk diberikan lebih dari i/3 bagian. Hal ini tcntu saja berbeda 

dengan testament menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 9 i 6 a, yang 

memungkinkan dilakukannya p~ngangkat.an waris untuk seluruh atau sebagiru.1 dari 

harta pcninggalao pewaris, misalnya l/2. l/3, 1/5 dan sebagainya selama tidak 

melanggar hak dari ahli waris yang memiliki bagian mutlak (legitimie ponie). 

Pade akta wasiat tersebut terdapat kalimat "Saya akan wasiarkan kepada 

anak~anak saya dari haria peninggalan dengan perbandingan 2:1." Yang menarik 

adalah bahwa dalam Islam dikatakan bagian warisan dari anak laki-laki dan 

perempuan adalah 2: I, ak.an tetapi dalam pemberian wasiat kepada seorang anak laki

laki dan seorang a.nak perempuan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan 

ketentuan yang mengbaruskan menggunakan perbandingan 2:1, Dalarn Pasal 195 ayat 

2 Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan pemberian wasial tidak boleh lebih 
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darl 113. Menurut pendapat penulis hal tersebut lebih dikarenakan karena semata

mata merupak:an kehendak dari pewaris saja. oleh karena itu dari hal tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sela.in kedua anaknya merupakan ahll waris yang 

mendapatkan bagian dari harta peninggaJan pewaris berdasarkan ketentuan Kompilasi 

Hukum Islam, juga selaku penerima wasiat berdasarkan wasiat nomor 10 tersebut. 

Pada Pasal 195 ayal 3 dan ayat 4 disebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris dapal 

dilaksanakan apabila disetujuj oleh semua ahli waris, dimanu pernyataan perscmjuan 

lersebut dllakukan secara lisan a tau tertuUs dihadapan dua orang saksi atau dihadapan 

notaris. SehJngga menurut pendapat penulis akta wasial nomor lO tersebut baru dapat 

dilaksauakan apabila tefah mendapat persetujuan dari ahli waris Tuan A lainnya. 

SeJain hal-hal tersebut perbedaan dari segi materi antara akta wasiat bagi 

muslim dan non muslim adalah akta wasiat untuk: muslim tidak ada pengangkatan 

pelaksana wasiat seperti yang diatur dalarn Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

karena dalarn Kompilasi Hukum Islam tidak ada pesal yang mengatur mengenai 

penunjukan pelaksana wasiat. Sehingga seperti yang dapat dilihat dalam akta wasiat 

tersebut tidak ditemukan kalimat yang berisi peugungkatan pelaksana wasiat seperti 

yang 1azimnya ditemukan dalam akta wasiat Uinum yang dibuat oleh noturis 

berdasnrkan Kitah Undang-Undang Hukum Perdata 

Jadi dapat disimpulkan bahwit suatu ·akta wasiat yang dibuat oleh notaris 

semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bagi setiap orang Islam 

yang hendak membuat wasiat harus menundukan dirt pada hukum Islam~ karena itu 

perlu diketahui oleh sctiap notaris yang hendak membuat akta waslat umuk 

menguasai materi dari Hukum Waris Islam yang telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Buku II Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut 

dikarenakan suatu waslat barn dapat dHaksanakan apabila format dan isinya telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
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3.1 Kesimpulan 

!lAB 3 

PENUTUP 

3.1.1 Implementasi dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahnn 1989 juncto 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka bunyi dari Pasal 49 berubah, 

dimana tidak ada lagi pilihan hukum lagi bagi orang-orang Islam dalam 

menyelesaikan perkara untuk menggunakan hukum waris lain selain hukwn 

waris Islam, seh:ingga notaris dalam membuat akta wasiat bagi orang-orang 

Islam harus mengacu pada buku II Kompi!asi Hukum Islam. Karena jika tidak 

membuat akta wasiat dalam bentuk sebagarmana yang dimaksud hukum Islam 

maka akta wasiat tersebut dapat dibatalkan oleh peradilan agama apabila 

disengi<etakan. 

3,i.2 Konsep Kewarisan Islam sebagaimana diatur dalarn buku II Kompi!asi Hukum 

Islam pada prakteknya masih banyak kekurangan. Dalam hal pembuatan wasia\ 

pada Kompilasi Hukum !shun dapat dibuat oleh notaris atau dihadapan dua 

orang saksL Akan tetapi akta wasiat yang dihadapan dua orang saksi bukanlah 

akta wasiat yang notariil, sehingga kekuatan pembuktian pada peradilan agama 

pun sangal lemaf4 apalagi pengaturan mengenai dua orang saksi ini masih dapat 

menimlmlkan keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan unluk 

memanfaatk.an keJemahan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Apabila suatu wasiat dibuat dibadapan saksi-saksi dan bukan dlhadapan notaris 

maka tidak hanya saksi-saksi saja yang ikut menyaksikan akan tetapi orang tua. 

suami/istri, lurah/camat setempat juga hams berada pada saat itu, hal ini 

dilakukan untuk keperluan pembuktian apabila terjadi masalah dikemudian hari. 

3.1.3 Kekuatan pembuatan akta wasiat yang yang notariil adalah memiliki kekuatan 

pembuktian lahiriah, fonnal dan materiii. Karena itu, isi keterungan yang 

dimuat da!am akta berlaku sehagai yang benar~ isinya mempunyai kepastian 
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sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak. 

Suatn akta yang notariil adalah akta otentik, yang apabila dipergunakan di muka 

pengadilan adalah cukup dan hakirn tldak diperkcnankan untuk meminta tanda 

pembuktian lainnya di samping itu. 

3.1 A Aspek-Aspek Hukum 

Aspek-aspek hukum yang perlu ditrumgkan jika dilcehendaki buku II Kompilasi 

Hukwn Islam akan dijadikan Wldang-undang tersendiri dcmi tenvujudnya 

kcpastian hukum auta.ra lain fungsi pengawasan. konsep wusiat dibuat aturannya 

apakah harus berbentuk o.kta yang notarij{ atau dibawah tungun, siapn yang 

be1wenang membuat wasiat, prosedur pembuata.n wasiat, kcwajiban meJaporkan 

ke Daftar Pusat W asiat dan sanksi apabila terjad( petanggaran. 

3.2 Saran 

3.2.! Diperlukan tanggung jawab dan pejabat yang :nengerti akan pcmbuatan akta 

wasiat maupw1 daiam hal penyimpanannya bai.k itu hukum waris barat, Islam 

maupun adat. Pejabat yang paling tepat adaJah notaris, guna menghindari 

teJjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki di belakang hari dan untuk 

menjalankan ketentuan Al Quran surat AI Baqarah (2) ayat 282 dan 283. 

3.2.2 Agar dapat dibut.t pene!itian Janjutan tentang hukum kewarisan Islam pada 

prakteknya sehingga apabila buku II Kompilasi HuktUn Islam menjadi undang

\Jndang dapat memenuhi dan menjamin kepastian hukum bagi orang-orang 

!slam dan; 

3.3.3 Untuk meiaksanakan ketentuan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 yang 

menyatakan tidak ada lagi pilihan hukum bagi orang Islam maka para nolaris 

harus menguasai materi Hukum Islam khususnya Hukum Waris Islam dan 

untuk dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan bukum mengenal Hukurn 

Waris Islam kepada masyarakat yang mernbutuhkan atau yang datang kepada 

notaris serta dengan binya yang terjangkau, 
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W A S I A T 

kosong) Wa!l:tu Indonesia O.::wat~ --·------------------... 

-a~r·hadapan dt::~ngan saya~ SAIFUDDIH ARIEF ~ -~---~-~-

Sarjana Hukum~ Hagist~r tlukum .. ·woi.ai ~..:... ;~~;.-: 

saya,. Notar·is. Kenai dan al<an dist~lnrtl\an vad<:.t bag:i.arr 

ctkhil~ a.k·ta ini :: 

-Tua.n KHAIRUL FITRI., lahir· di Jakarta .. pada ---··~ 

tanggal dua Fetwuat~i -·ser~ibu sembilanr·a:tus, ·tuju_h·-

puluh sa.tu (02-02-1971.) .. Wan;ta Negara Indonesia., 

be-r·tempat ti r,~gal di .Jak:ar··ta .. Komplel;.; Kostr~ad .. ·

RuKur, Te·ta.nQga ·oo4,. Rukun War·ga Q6 .• ·K~;.uf·ahan --

Jakiw·ta Selai..:Rn., vemegang Kartu Tanda Penduduk -

NOIIIOr ;; 09.S3l.0-02027.1-0578 :; _______ _; __________ _ 

-Urrtuk sementar·a ber-ada di Tanger·ang ; -':""--------

-Penghadap mem,wangkan kepada s.3.ya. ,Not.:aris,. D..lda ~-

-tidak ha.dlr. bennaksud akan membuat sur·at wasia-t --

dai) rnembePi·tahukan den~,:~an_ singkat ·tet:api jelas ---

wasiatnya i·tu kepada saya,. No·tar·is~ ----------------

I sl all!~ -------------------·-------·--'----------------~ 

.. 
yan-s::-1 di.at;ur· da.lam Konrpilasi Hukum !slam P.;1.sf.l.l :195 .; 

i 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



· sur-uh l:uliskan sebagai bf~!""il<u·t ; -------~--------

wasiat: Uan semua la.innya yan9 tr,empunyai kekua 

Say a wasiat:kan Kepada anak-anak say a.,. yai tu : 

1
1. 

2. 

AORIAN.HARDI PRATANA ; ---------------

FHlDA RANADHANI FITRI ; ---------------· 

-Apabila saya pada suatu h~:1~i merdng~al Ounia mal 

~saya. aKa.n wasiatkan kepada anak-anak saya dal-i · 

har··ta peningHalan dengan pe•-baJrdingan 2 : .1 ;. ---

-Sebelum n:;tska:lr wasia·t ·ter·seb-ut dibac~kan pengha< 

i i::u _ ----------~-------------- ..... -------~-------~~~--

StYI:elah nasl<ah te_,~sebul: dibacakan kepada pen!,dhada 

dan pat~a saksi .. eaya, Not.:u~i:s .. rrrenanyal.;:.:.tn kepada. · 

pen~~l·iadap apakah yang· dibacakan i ·tu benar-benar· -· 

naskah t;ersebut bet:ul ber·isi wasiatnya. -------"--~ 

-D;ibucrt dan dlselesaikan .di Tanger·ansJ .. Pada: ht:u·:l -

ini. dengan dihadir·i oleb saudar·a IRWAN .. lahir· di 

Jakar-ta~ paU.a. ·tang$ial empat;: Apr· ll ~er·lbu sembllan 

· r·a:tu~ _t:u:iuhpuluh satu (04-04-~~71) .. Warga Negara

Indonesia .. ber·term.>a:t ·tingt;al di ·Jat<;ar·ta. Palmcr·ah 

Selatan~ Rukun Te·tangga 005~ RUf<Un War·ga 002 .. --~--

2 
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1.970 ( ser~ibu sembi l.arwat:us ·tuj uhpuluh). War·ga ·----· 

09. Kelur·ahan Kar-ang Tengah~ Kecamat:an Kar·anq 

Tengah,. ~,:>emegang Kar·tu Ta.1'1da Pen<iuduk Nomor~ : 

32~75~1:2~.1002~.1:2479 .. ke-duanye\. f)egawai f...cllfCOt" ----·--
-Se_'!:elah saya~ Not:at"is .. me!IIbacaJ{an akta ini kepada¥ 

penghadap d~n saksi -saksi. maf<a segewa aKta 1 ni --

ditanda. tangani oleh penghadap~ saksi sak~~ dan --: 

saya. Notar-is~ -------..:..-------------------~---------

-Oibua·t den~1a1) dua perubahan .. yalud sat:u talnbahan-

dan satu cof·et;an. ---..... --------------------------:--

-Asli akt:a i ni t;elah di t:anda ·tangani ::.ecukupnya. 

---OIBERIKAN Ji:><:.•bagai sal inan ya11g sa1na llunyi nY•"'-

Tanger"aflfl. 30 Hei 2009 

TANGERANG 

ARIEF. SH.MH. 

3 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



W A S I A T 

Norno,. : 

-Pada hari ini, 

Pukul 

-Berhadapan dengan saya, SAIFUODIN ARIEF, --------

sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris KOTAMA£?YA -

Daerah Tingkat II Tangerang, dengan dihadiri o1eh

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ----

disebutkan pada bagian akhir al<ta ini: -------------

-Penghadap ntenerangkan terlebih dahulu dalam nkta-

ini : --------------------------------------------
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-Uahwa keterangan penghadap Harta Peninggalannya -

antara lain adaiah : ------------------------------
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-Oari Harta Paninggal~n A1mari1UI1 tarsebut 1 

surat dan sertipikat aslinya diperlihatkar1 kepada-

saya, Nota,·is. ------------------------

-Berhuburtg det1gan apa yang diur·ail<an diatas, ------

penghadap mellerangl<an !1endal< ntembuat Sur·at Wasiat -

dan untuk itu memberitahukan kemauannya yang ---·--

taral~hir kepada saya, Notaris, sepenuhnya diluar --

saks i -saks i , -------------------------------~-------
Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



-l<emauannya ini saya, Notaris, susun dan minta ----

untuk ditulis da1am perkataan-perkataan sebagai ~--

berikut : --------------------------------------------

-!3ahwa "Saya tarik kembal i dan hapuskan semua -----

wasiat dan Sllrat-surat lain yang mempunyai --------

kekuatan wasiat yang dibuat oleh saya, sebelum 

su1·at VlaSiQt i11i. tidal( ada ya119 dil,ecualiltan. 

Saya ang!cat istri saya dan anak-analc savA sebagai -

para al1li waris terser1diri, masitlQ-!nasing untul< 

bagian yang sama. Saya at1gkat menjadi pelaksa11a 

was i at say a say a 

demii<:ian dengar. rnember·ikan lcepadanya segala h_1.k ----

ya119 n1e11Urut Utldang-utldang dapat diberikatl lcepada -

seorat19 pelaksa11a wasiat 1 terutama !1ak untuk ------

mangambil dan memegang selurul1 l1arta per1ir1ggalan --

saya menurut aturan-aturan dalam Undang-und3ng. 

-'"Apabila saya pada suatu hari me7"!inggal dunla,----

maka 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



-Setelall susuJ1an parl<ataan tersebut selesai, maka,-
. 

sebelu~ saya, r~ota•·is, bacalcat1, minta l<epada 

pe11ghadap ur1tu!< n1emberitahukaJ1 kemaua11nya yang ---

teral<hit· kepada saya, Notaris, a!can tetapi sekarang 

dil1adapat1 saksi-saksi. ----------------------------

-Sate1ah permintaan itu dipenuhi oleh penghadap 1 

maka susuna11 pet·kata&Jl tadi saya, Notaris. bacakan-

kepatla penghadap dan sesudahnya, sayu. 1 .......... " •-::., 
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tunyal<an kspadanya apakah ya11g dibacal<an itu ben 

memuat l<emaua11nya YB!l9 tet-akllir.- --------·------

-Dan atas pe!·ta!lyaan itu pe119l1adap rnejawab bahwa 

apa ya119 dibacakat1 itu be11ar mernuat ke1nauaa1t1ya l' 

te!·al<llir. --------------------------------------

-Pembacaan, pert anyaan dan pen j awaban it u semuan: 

dilakulcar, dil1adapan salcsi-sal<si. ---------------

-Penghadap say~, Notari& 1 kenal. --·--------------·· 

--- ------------ DEMIKIAN AKTA INI --------------

-Dibuat dan diselesalkan di 1 angt<l u11:,;, ,., .... vo..t u-.... 

dan tangga1 seperti tersebut pe.da bagian awal ah.t 

in~, dengan dihadiri oleh ru·an lRWAN, 1ahir di --

Jakarta, pacla tanggal en1pat April ssribu sembil211. 

ratus tujul1pu1ut1 satu {04-04-1971), Warga Negar·a 

Indor.esia, berternpat tinggal Jakarta, Palmerah -

Selatatl, Rukun Tetangga 005, Ruku11 Warga 002, --

Kelurahan Galora, Kecamatan Tana11 Abar1g, Jalcartn 

Pus at, pem&gang Kart u Tanda Penduduk i'iumor : 

09.5007.040471.0365, dan Tuar1 KHAIRUL FITRI, lalli 

di Jakarta, pada tangga1 dua Pebruari seribu ----

sembilanrattls tujuhpuluh satu (02-02-1971 ). Warga 

Negara 111dor1esia 1 berternpat tinggal di Jakarta, -

KomP.lek Kostl'ad, Rukun Tetangga 004, Rukun V1argn -

06, Kelurallnt' Patulcangan Utar·a, Kecarnata11 -·------

Pasanggrahan1 Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanc 

Pe!ldtJduk No!llor- : 09.5310.020271.0570, ~eduanya --

untuk seme11tara berada di Ta11gerang, kedua-dUDIIYa 

Pegawai Kantor Notaris, sebagai sal<si-saksi. ----~ 

-Setelah saya, Notaris, membacaka11 akta ini kepacl~ 
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para panghadap dan saksi-saksiJ malca segera akta · 

ini ditanda tangani oleh pa1·a penghada;, saksi --· 

sal<si dan saya, Notaris. --·----------------------

-Dibuat denga11 
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NOTARIS 
SAIFUDDIN ARIEF, SH, MH 

Kofn Tangcr:mg 

:Jomor 
P..;1ihal 
Lampi ran 

Kej)ilda Yll11 

: oa •ll!NO'lnoo9 
L'lpornn Wasial Bulnn Jauuari 2009 

Kcpal:t Sub Uirck!Orat Barta Pcninggalan 
Dirckloran Penbfa 1J!:ll.lt1<!11H!n Hukum tlan 

llak A1i<~st Matl\ll>ia Jtcr:mbHk Utdoucsia 
Jl. lilt RASUNA SAID 

J AI~ ,\RT .". 

Dcug,-ut Honual, 

<luna mcmcnuhi Pcratunm y.nna fcrcantum dalam ra.~l 16 Ayat 1 Huruf 1 
Und.1ng~umlau!]: Nomor 30 T;tlnm 2004 Tenl.mg Jabata.n Notaris, bersamn ini 
kami SliUp:tik:m L:tpor;:m oan~r \\'asiat Bul:!.u J.:muari 2009 sepcrti yru~g k:uru 
l;unpirl.;au bct-snma sural ini. 

Dcmikiau agar tlap.al di1crima tlcngan baik dan ntefliadi maktum. 

Tetabl.lS;"~II Kepd;! Ytb1 : 

1. Kcpa1tt Balai Harla PcnUtgg;"~lau di Jnknrta 
2. Perlinggal 

Tangerang, 04 Pebnmri 2009 
_ rllonna.t Kllmi 

,~)NOTARIS 
~,. ' · .. (fi: ·, 
'\ ', ,'. ' 

Jl. H.O.S. Cultro~lllillu{fl No. 1~1-<;, t.;n;o, Cilt!htl).. T~ng.cran~ l5l5(0 
Tt·h1. 7.!6 5\1!9. '1.\h ~''-'111 Fa)... ?JG S':HS 

.,,. __ .~ -~ -·-,..--~--~~----·"<""~-·-'-· • 

1 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009



OAFTAI't tANG TER:MAKSUO DALAM PAS"" l16AYJtT {1) Hllf\UF! UNOANG...UNOANG NOMOR $ TAMUN 2004 
TENTANGJA9ATAt4 NO' 4RIS UNTUK 9!JLAN; JAHUA~I TAHUN; !:WOO 

DAR! NOTARIS: SAl? IQOINARIEf, SH.MH. 01 KOTA TANGEF ~NG 

nn MemouatsuratWaslatiYan MewarisKan Akta Wnsiat Nama dan ~w:iJikan 
o Nama Lengk.ap ttahuTU Semama Temp.a: Lahlr Tanggal, Bulan I P. l>erjaan Alar:1at re;ak.hir Nomor Taoggal, Sulall Jenis Notc:ris yang memQ,uat 

dan Tahun Lahir _ ~.kta dan Tahun A'kta Akta AAta Waslat 

=--=· J . ---========·=1 ========-1== ---=~...,::::=:::;;:r;:;;:;:;;:;;:;:;;;:;;;,.,;;,___ . 

··~==--- I I tf I H I L 1;;;;=::;;:: 
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SAIFtiBJJJi<':I.RIEF, SH.MH 

' • 

;;::;:;;;::;;;;;:;~;:;;;;;;;~==~~=-=~--;;;;;;P=:====:;;;;~= 

• 

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH UI, 2009




